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PENGANTAR
PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab
untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya terse-
but merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk
turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Bunga rampai ini membahas garis kemiskinan dan kemis-
kinan multidimensi, yang dirumuskan ke dalam empat dimensi,
yakni empowerment, capability, opportunity, dan security (Eco-
pos). Keempat dimensi ini menjadi sangat penting untuk dibahas.
Hal tersebut dikarenakan selama ini pembahasan mengenai ke-
miskinan di Indonesia hanya sebatas pada tingkat pengeluaran/
pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan
Pusat Statistik (BPS). Padahal telah banyak studi yang menyata-
kan bahwa akar persoalan kemiskinan melibatkan banyak sekali
faktor lain, di antaranya keempat dimensi Ecopos. Oleh karena
itu, bunga rampai ini akan menelusuri lebih jauh kemiskinan di
Indonesia melalui keempat dimensi tersebut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ilmiah ini.

LIPI Press
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KATA
PENGANTAR

Perhatian terhadap garis kemiskinan (GK) dan kemiskinan multi-
dimensi, atau dalam buku ini dikhususkan dengan terminologi
empowerment, capability, opportunity, dan security (Ecopos), be-
lum banyak diberikan di Indonesia. Padahal, akar persoalan kemis-
kinan telah lama diketahui bukan sebatas persoalan rendahnya
pendapatan/pengeluaran seseorang di bawah garis kemiskinan
yang ditetapkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS). GK tersebut
hanya mengukur besarnya pengeluaran seseorang dalam meme-
nuhi kebutuhan fisik makanan dan nonmakanan dalam suatu
periode tertentu. Aspek, faktor, atau variabel lain di luar makanan
dan nonmakanan, seperti variabel keberdayaan (empowerment),
kemampuan (capability), kesempatan/peluang (opportunity), dan
keamanan (security), sejatinya mutlak perlu diperhitungkan. Hal
ini dilakukan agar kualitas keberhasilan mengentaskan penduduk
dari kemiskinan tidak sebatas penurunan angka kemiskinan se-
mata ataupun upaya menggeser kurva pendapatan/pengeluaran
penduduk ke arah kanan saja.

Sayangnya, penelitian yang ditujukan mengkaji GK Ecopos
untuk mendukung GK yang lebih realistis sesuai dengan kebutuh-
an seseorang agar tidak miskin belum banyak dilakukan. Rujukan
literatur yang berkaitan dengan hal ini baru sebatas tulisan oleh
Alkire (2011), Alkire dan Santos (2011), Bank Dunia (2001), serta
Sen (1999). Dalam literatur-literatur tersebut, variabel, dimensi,
dan indikator GK Ecopos telah diperinci. Persoalannya, apakah

Xii



Xiv

semua variabel, dimensi, dan indikator tersebut sesuai dengan
persepsi penduduk di Indonesia? Jika tidak, variabel, dimensi,
dan indikator GK Ecopos mana yang harus dihilangkan dan/atau
ditambahkan dalam penetapan GK di Indonesia? Hal yang sama
belum banyak diungkap dalam literatur menyangkut pemahaman
terhadap kemiskinan Ecopos dalam konteks Indonesia.

Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian sela-
ma tiga tahun (2013-2015) yang ditujukan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, khususnya terkait Garis
Kemiskinan dan Kemiskinan Ecopos. Sumber data yang dikum-
pulkan tidak hanya berasal dari penduduk miskin, tetapi juga dari
penduduk yang tidak miskin. Kedua, kategori penduduk miskin
dan tidak miskin yang menjadi fokus studi ini memiliki pekerjaan
di sektor informal nonpertanian, sektor pertanian, dan penduduk
di dua daerah rawan bencana yang bekerja di sektor pertani-
an ataupun sektor informal serta nasabah Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Keberagaman sumber data ini dimaksudkan agar justifi-
kasi terhadap variabel, dimensi, dan indikator untuk menentukan
GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos menjadi lebih tajam dan
memadai serta mampu diharapkan mewakili perbedaan sosial,
ekonomi, budaya, dan lingkungan kehidupan penduduk miskin di
Indonesia.

Perlu dicatat bahwa penyelesaian akhir buku ini dilakukan
dengan dua cara. Pertama, dengan menyebarkan daftar pertanya-
an, wawancara mendalam, forum diskusi kelompok terfokus
(FGD), dan seminar dengan mengundang narasumber yang
berkepentingan (stakeholders). Kedua, melakukan updating ter-
kait dinamika perkembangan GK ataupun rencana revisi GK yang
didiskusikan oleh Bappenas, LIPI, BPS, dan Forum Masyarakat
Statistik sampai 2018. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih ke-
pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini.
Kami yakin buku ini sangat bermanfaat dalam mempertajam GK



dan sekaligus memberi masukan dalam merumuskan kebijakan,
strategi, dan program pengentasan penduduk Indonesia dari ke-
miskinan. Semoga.

Jakarta, Februari 2019

Dr. Agus Eko Nugroho
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI
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PRAKATA

Jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan yang tajam se-
lama 20 tahun (1998-2018). Pada 1998 saat krisis ekonomi terjadi,
jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 49,50 juta orang
atau 24,20 persen dari total penduduk; pada bulan Maret tahun
2018 turun menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen (Badan
Pusat Statistik, 2018).

Penurunan tajam jumlah penduduk miskin tersebut tentu
perlu disyukuri dan diapresiasi dengan beberapa catatan. Pasal-
nya, garis kemiskinan (GK) yang digunakan untuk menghitung
jumlah penduduk miskin tersebut terbatas pada GK yang ditetap-
kan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). GK BPS ini ditetapkan
hanya berdasarkan pada perhitungan pengeluaran penduduk
untuk konsumsi makanan dan nonmakanan. Akibatnya, angka
jumlah penduduk yang terdata sebagai penduduk miskin adalah
penduduk yang berada di bawah GK pengeluaran makanan dan
nonmakanan yang ditentukan BPS saja. Sementara itu, penduduk
yang miskin di luar GK pengeluaran BPS tersebut tidak tercatat
dalam statistik kemiskinan selama ini.

Buku bunga rampai ini memiliki tujuan umum dan khusus.
Tujuan umumnya ialah mendiskusikan GK dan kemiskinan Eco-
pos. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk membuka pikiran
bahwa penetapan GK bukan sesuatu yang sederhana atau dapat
disederhanakan dengan menghitung pengeluaran seseorang da-
lam memenuhi kebutuhan fisik makanan dan nonmakanan (kon-
sistensi penulisan) saja, tetapi juga menyangkut berbagai kom-
pleksitas variabel, dimensi, indikator, ruang, ataupun waktu. Se-
lain itu, dimaksudkan juga untuk mendalami dan mempertajam
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pemahaman kita tentang kemiskinan multidimensi Ecopos.
Pentingnya penetapan GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos
tersebut, di satu pihak, bertujuan agar kita memahami kompleksi-
tas penetapan GK dan kemiskinan Ecopos di Indonesia. Semen-
tara di lain pihak, hal itu untuk memberikan masukan dalam me-
netapkan rumusan kebijakan, strategi dan program pengentasan
penduduk dari kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Dengan de-
mikian, kepercayaan penduduk atas keseriusan dalam upaya me-
merangi kemiskinan sampai ke akar-akarnya makin meningkat,
tanpa “diembel-embeli” tujuan politik murahan.

Tujuan khusus penulisan bunga rampai ini adalah mendalami
persepsi penduduk Indonesia atau paling tidak penduduk yang
terlibat dalam studi ini secara eksplisit tentang variabel, dimen-
si, dan indikator GK dan kemiskinan Ecopos yang lebih realistis
dan semata-mata tidak hanya ditujukan untuk memperoleh angka
kemiskinan yang semu. Adapun variabel Ecopos yang dimaksud
adalah variabel keberdayaan (empowerment), kemampuan (capa-
bility), kesempatan/peluang (opportunity), dan keamanan (securi-
ty). Penetapan keempat variabel Ecopos ini berasal dari literatur
(baca, misalnya, Alkire, 2011; Alkire & Santos, 2011; Bank Dunia,
2001; serta Sen, 1999), dan kemudian penerapannya disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

Dalam menelusuri dan memperoleh persepsi penduduk me-
nyangkut variabel, dimensi, serta indikator GK dan kemiskinan
Ecopos, data yang diperoleh berasal dari pengumpulan daftar
pertanyaan dan wawancara mendalam di berbagai lokasi pene-
litian. Hasil kuesioner dan wawancara mendalam dengan respon-
den penduduk miskin dan tidak miskin tersebut kemudian
didiskusikan lagi dengan mengundang narasumber terkait melalui
forum focus group discussion (FGD) di tiap daerah penelitian
ataupun dengan pelaksanaan seminar di Jakarta. Hasil FGD dan
seminar ini dipertajam lagi dengan perkembangan serial diskusi
dan seminar yang dilakukan oleh berbagai instansi lain, seperti
Bappenas, LIPI, SMERU, dan Forum Masyarakat Statistik Indo-
nesia, sampai 2018.



Harus diakui bahwa berbagai temuan yang diungkapkan da-
lam buku ini baru sebatas persepsi penduduk tentang variabel, di-
mensi, dan indikator yang diperlukan dalam menetapkan GK dan
kemiskinan Ecopos. Dengan kata lain, rumusan nilai kuantitatif,
khususnya untuk GK Ecopos itu sendiri, belum dapat ditetap-
kan, seperti halnya nilai kuantitatif GK yang dibuat BPS. Namun,
sebagai upaya awal untuk menetapkan nilai kuantitatif GK dan
kemiskinan Ecopos yang dimaksudkan, variabel, dimensi, dan in-
dikator yang dipersepsikan penduduk Indonesia untuk penetapan
GK dan kemiskinan Ecopos penting untuk diteliti dan dipertajam
terlebih dahulu. Dengan adanya upaya ini, variabel, dimensi, in-
dikator GK, dan kemiskinan Ecopos yang dipersepsikan penduduk
di Indonesia dapat diketahui. Ujungnya, kebijakan, strategi, dan
program pengentasan penduduk dari kemiskinan yang dirumus-
kan dan diimplementasikan tidak lagi sekadar upaya menghitung
dan/atau menurunkan angka kemiskinan saja, tetapi lebih dituju-
kan untuk meningkatkan kualitas kehidupan penduduk miskin
sebagai salah satu sumber pencapaian pembangunan nasional
yang berkelanjutan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2019

Editor
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BABI
GARIS KEMISKINAN

ECOPOS: PENGANTAR

Carunia Mulya Firdausy

A.PENTINGNYA GARIS KEMISKINAN ECOPOS

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa angka kemiskinan di
Indonesia turun dari 10,12% menjadi 9,66%. Jumlah penduduk
miskin Indonesia berkurang 910.000 orang dari 26,58 juta orang
menjadi 25,67 juta orang. Bukan itu saja, indeks kedalaman dan
indeks keparahan pun menurun. Indeks kedalaman kemiskinan,
misalnya, turun dari 1,79 menjadi 1,63. Sedangkan indeks keparah-
an kemiskinan berkurang dari 0,46 menjadi 0,41. Angka-angka
penurunan tersebut terjadi dalam satu tahun sejak September
2017 sampai September 2018 (BPS, 2019).

Dari angka-angka penurunan kemiskinan tersebut, banyak
hal yang menarik untuk didiskusikan. Salah satunya menyangkut
garis kemiskinan yang dipakai dalam menghitung jumlah pendu-
duk miskin selama ini (Firdausy, 2019). Dalam hal ini, garis kemis-
kinan (GK) yang dipakai masih menggunakan pendekatan satu
variabel berdasarkan nilai pendapatan atau pengeluaran yang di-
tetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)*.

1 Garis kemiskinan BPS menggunakan pendekatan berdasarkan pada pengeluaran
dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (PS). Definisi kemiskinan yang digu-
nakan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam
penentuan garis kemiskinan tersebut, cara yang dilakukan adalah menghitung



GK BPS unidimesional tersebut dalam berbagai literatur?
dinyatakan memiliki beberapa kelemahan. Pertama, GK resmi,
khususnya untuk GK makanan, hanya berdasarkan pada kebutuh-
an kalori sehingga menyebabkan GK yang digunakan menjadi
rendah karena kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan
tinggi kalori yang cenderung berharga rendah, misalnya beras.
Dalam kenyataannya, kebutuhan nutrisi juga mencakup zat
nutrisi lain, seperti protein®, yang belum diperhitungkan dalam
GK resmi BPS.

Kedua, pemilihan 52 jenis komoditas bukan makanan masih
dapat dipertanyakan keabsahannya, karena penentuan ini bisa
bersifat “arbitrary” dan penentuan ini menentukan rendah atau
tingginya GK. Ketiga, dengan diturunkannya secara terpisah GK
perdesaan dan GK perkotaan, bisa saja terjadinya kedua GK terse-
but tidak terbanding secara sempurna dalam hal perbedaan ting-
kat kehidupan (standard of living) antara perdesaan dan perkota-
an. Bila hal ini terjadi, gambaran yang terjadi dalam suatu periode
bisa menyesatkan (misleading).

Contoh sederhananya adalah sebagai berikut. Seseorang yang
tidak miskin di perdesaan (mempunyai pendapatan sedikit di atas
GK perdesaan) berpindah ke perkotaan dan mengalami kenaikan
pendapatan serta standar kehidupannya. Akan tetapi, karena GK
perkotaan “lebih tinggi” dibandingkan GK perdesaan (yang tak se-
banding dengan perbedaan standar kehidupan antara perdesaan
dan perkotaan), orang tersebut bisa saja tercatat sebagai “miskin”
di perkotaan, sehingga dalam kasus ini jumlah orang miskin se-

besarnya pengeluaran seseorang dalam memenuhi kebutuhan makanan yang
disetarakan dengan 2.100 kilokalori per hari ditambah dengan pengeluaran
untuk 52 jenis komoditas bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang,
pendidikan, dan kesehatan (Asra, 2011). Dengan demikian, penduduk miskin
didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut.

Misalnya, Asra (2000).

Filipina dalam penghitungan garis kemiskinannya menggunakan kebutuhan
kalori dan protein sebagai patokan.
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cara keseluruhan meningkat. Padahal, yang sesungguhnya terjadi
adalah suatu hal positif, yakni seseorang tidak miskin di perdesa-
an telah mengalami kenaikan tingkat pendapatan dan standar ke-
hidupan (dengan pindah ke perkotaan), akan tetapi secara “tidak
perlu” (unnecessarily) tercatat sebagai orang miskin di perkotaan
akibat perbedaan GK perdesaan dan perkotaan yang tak terban-
ding dalam aspek tingkat kehidupan (inconsistent in terms of
standard of living).*

Keempat, kelemahan dalam penggunaan rata-rata per kapita
konsumsi kalori yang disarankan, yaitu sebesar 2.100 kilo kalori
per kapita per hari, tanpa memperhatikan komposisi anggota
rumah tangga menurut umur. Dengan demikian, bisa saja suatu
rumah tangga dengan komposisi anggota rumah tangga yang
cenderung mengelompok pada usia muda, misalnya, di bawah 10
tahun, mempunyai kebutuhan kalori per kapita yang kurang dari
2.100 kilokalori, sedangkan rumah tangga dengan jumlah anggota
rumah tangga yang sama, tetapi dengan komposisi umur yang
berbeda, akan membutuhkan kalori per kapita yang lebih besar
dari 2.100 kilokalori. Dengan kata lain, bisa saja terjadi kesalahan
identifikasi rumah tangga miskin yang selama ini terjadi, yang
menggunakan GK berdasarkan pada pengeluaran yang dihitung
darirata-rata kalori per kapita 2.100 kilokalori per hari. Akibatnya,
jumlah penduduk yang terdata sebagai penduduk miskin adalah
penduduk yang berada di bawah GK pendapatan/pengeluaran
saja. Penduduk miskin di luar ukuran pendapatan/pengeluaran
yang disebabkan oleh: (1) ketidakberdayaan memperoleh bantuan
pemerintah dan non-pemerintah; (2) ketidakmampuan untuk
menjalankan fungsinya dalam masyarakat baik karena rendahnya
pendidikan; (3) ketidakmampuan berobat ke dokter atau

4 Pembahasan lebih lengkap dapat dibaca di Asra dan Santos-Francisco (2003),
“Poverty Line: Eight Countries’ Experiences and Issue of Specificity and
Consistency”, dalam Reducing Poverty in Asia: Emerging Issues in Growth,
Targeting and Measurement, C. Emonds (Ed.). UK: Edward Elgar. Asra (1999)
menunjukkan bahwa untuk setiap tahun 1987, 1993, dan 1996, perbandingan
GK perkotaan dengan GK perdesaan jauh lebih tinggi dari perbandingan harga
komoditas makanan dan nonmakanan di antara kedua daerah tersebut.
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institusi kesehatan; (4) tidak layaknya pekerjaan yang dilakukan;
(5) rendahnya kepercayaan diri; (6) tidak adanya perasaan
aman; (7) lingkungan yang rentan bencana; (8) minimnya aset
dan akses pemilikan tanah; (9) rendahnya akses kredit usaha;
(10) rendahnya kemampuan berinovasi; serta (11) kebebasan po-
litik (seperti berbicara menyatakan pendapat), tidak terungkap
dalam angka jumlah penduduk miskin berbasis GK resmi BPS
yang digunakan selama ini.

Oleh karena itu, tampaknya diperlukan penetapan GK yang
lebih luas untuk memahami kemiskinan yang sifatnya multi-
dimensi. Dalam buku ini, penetapan GK tersebut disingkat dengan
terminologi Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan
security). Alasan pentingnya penetapan GK Ecopos ini didasarkan
pada perkembangan penggunaan GK tersebut di beberapa negara,
seperti di India dan China, serta karena penggunaan GK Ecopos
membuat kebijakan pengentasan masyarakat dari kemiskinan
menjadi lebih integral dan berkelanjutan (baca, misalnya, Alkire
2011; Alkire & Santo 2011; Bank Dunia 2011; dan Sen 1999).

Dengan demikian, penggunaan GK Ecopos memberikan lima
keuntungan. Pertama, GK dan kemiskinan Ecopos yang ditetap-
kan menjadi lebih realistis karena tidak sebatas menggunakan
variabel pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan ma-
kanan dan nonmakanan saja. Kedua, rumusan serta penetapan
kebijakan, strategi, dan program pengentasan penduduk dari ke-
miskinan dapat lebih berhasil guna dalam meningkatkan kualitas
kehidupannya. Ketiga, mempertajam upaya identifikasi variabel-
variabel dan/atau dimensi Ecopos penyebab kemiskinan, sehing-
ga membantu penetapan target intervensi mengatasi kemiskinan
secara tepat dan tuntas. Keempat, membantu pemantauan dan
evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan program penanggu-
langan kemiskinan secara utuh. Kelima, mengevaluasi efektivitas
lembaga yang mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan
program pengentasan masyarakat dari kemiskinan (Haughton &
Khandker, 2012).
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Persoalannya sekarang, dimensi dan indikator dari variabel
Ecopos yang manakah yang harus digunakan dalam menetapkan
GK Ecopos? Apakah semua atau hanya beberapa variabel, dimen-
si, dan indikator yang diungkapkan Alkire (2011), Alkire dan
Santos (2011), Bank Dunia (2000), serta Sen (1999) saja yang
harus dirujuk dalam menentukan GK Ecopos tersebut? Ataukah
semua atau sebagian variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos
yang disarankan dalam literatur di atas perlu dimodifikasi dan
disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan konteks Indonesia?
Ataukah GK Ecopos yang ditetapkan tidak perlu merujuk pada
variabel, dimensi, dan indikator yang secara empiris telah ditetap-
kan dalam literatur di atas?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas, telah
dikumpulkan data dari penduduk miskin dan tidak miskin pada
beberapa sektor, yakni sektor informal dan pertanian ataupun dari
penduduk miskin dan tidak miskin yang tidak memiliki lahan, se-
bagai nasabah KUR, serta penduduk yang tinggal di daerah rawan
bencana. Justifikasi target responden yang beragam tersebut di-
dasarkan paling tidak pada empat pertimbangan. Pertama, besar
kemungkinan penduduk dalam kategori yang dimaksudkan di
atas sebagian terbesar adalah penduduk miskin atau rentan ter-
hadap kemiskinan. Kedua, dengan keberagaman sumber data
tersebut, diharapkan persepsi kemiskinan Ecopos yang menjadi
fokus kajian ini dapat lebih memadai dan mewakili komponen
penduduk dalam kategori miskin. Ketiga, kebijakan yang ditarget-
kan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan banyak di-
arahkan kepada penduduk dalam kategori tersebut di atas. Ke-
empat, upaya pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan dalam lingkup kegiatan di atas ternyata masih belum
optimal sehingga perlu diteliti faktor-faktor penyebabnya.

Buku bunga rampai ini memfokuskan uraian dan pemba-
hasannya pada GK dan kemiskinan Ecopos dengan menggunakan
rujukan utama pada konsep empiris dalam literatur-literatur se-
belumnya yang dihadapkan dengan temuan lapangan penelitian
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terhadap penduduk miskin yang memiliki keragaman kegiatan
hidupnya. Instrumen-instrumen penelitian yang digunakan, se-
lain studi empiris literatur dan web search, adalah daftar perta-
nyaan dan wawancara mendalam kepada sampel responden di
lokasi-lokasi penelitian (detail untuk lokasi, unit analisis, dan
cara sampling diberikan di tiap bab di buku ini) yang kemudian
dianalisis serta ditentukan variabel, dimensi, dan indikatornya
yang dipersepsikan penting dalam memformulasikan GK dan
kemiskinan Ecopos. Hasil analisis temuan lapangan tersebut ke-
mudian didiskusikan lagi melalui FGD di tiap lokasi penelitian dan
seminar di LIPI serta dengan memperhatikan masukan pikiran
yang berkembang dalam diskusi dan seminar yang dilakukan
Bappenas, SMERU, Forum Masyarakat Statistik Indonesia, atau-
pun perkembangan isu ini, khususnya artikel opini di media surat
kabar nasional sampai 2018.

Proses panjang dalam penelusuran serta penetapan variabel,
dimensi, dan indikator GK dan kemiskinan Ecopos di atas dimak-
sudkan antara lain agar dimensi dan indikator dari tiap variabel
Ecopos dalam menentukan GK dan kemiskinan Ecopos lebih ta-
jam, orisinal, dan bukan merupakan konfirmasi atau pengulangan
(copy cat) dari konsep empiris GK Ecopos yang telah ada dalam
literatur. Di sinilah letak kelebihan buku bunga rampai ini.

Adapun ruang lingkup dari buku ini dapat dijelaskan sebagai
berikut. Pertama, fokus penelitian menekankan pada persepsi di-
mensi dan indikator GK Ecopos oleh penduduk miskin dan tidak
miskin yang bekerja pada sektor informal dan pertanian ataupun
dari penduduk miskin dan tidak miskin yang tidak memiliki la-
han, sebagai nasabah KUR, dan penduduk yang tinggal di daerah
rawan bencana. Kedua, variabel, dimensi dan indikator GK Eco-
pos yang digunakan berasal dari literatur, khususnya dari Alkire
(2011), Alkire dan Santo (2011), Bank Dunia (2011), Sen (1999),
serta sumber rujukan lain yang disebutkan dalam tiap bab. Selain
itu, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap dimensi dan indi-
kator GK Ecopos yang relevan diterapkan di Indonesia. Ketiga,
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sumber data yang dikumpulkan diperoleh dari penelitian kuanti-
tatif dengan penggunaan instrumen daftar pertanyaan dan pene-
litian kualitatif dengan instrumen FGD, wawancara mendalam,
dan pengamatan langsung di tiap lokasi penelitian. Keempat,
pembahasan hasil dan diskusi temuan penelitian ini sepenuhnya
diambil dari hasil penelitian dan dikonfirmasikan dengan rujukan
yang sesuai pada tiap bab.

B. URAIAN ISI BUKU

Bukubungarampaiiniterdiriatas 9bab. BabImerupakanbabpeng-
antar singkat untuk mengetahui latar belakang dan rasionalitas
apa dan mengapa penetapan GK dan kemiskinan Ecopos penting
untuk dilakukan. Dalam bab ini, dijelaskan antara lain bahwa GK
yang digunakan dalam menghitung jumlah penduduk miskin se-
lama ini memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang dimaksud-
kan bukan hanya terkait dengan penyederhanaan GK yang di-
dasarkan pada perhitungan satu variabel pengeluaran makanan
dan nonmakanan, tetapi juga menyangkut penetapan GK yang
tidak disesuaikan dengan daerah tempat penduduk miskin mene-
tap. Selain kelemahan GK resmi tersebut, penjelasan pentingnya
GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos bagi rumusan kebijakan,
strategi, dan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan
juga diungkapkan dalam bab ini.

Bab II berisi telaah pustaka tentang konsep dan ukuran yang
dipakai dalam mengukur kemiskinan. Telaah pustaka ini dituju-
kan untuk melihat kembali dan updating pengetahuan pembaca
tentang dinamika perkembangan ukuran mengukur kemiskinan,
aspek pengukuran, aspek penyebab kemiskinan, dan jenis-jenis
GK yang berkembang secara umum selama ini, khususnya di
Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan dalam subbab awal dalam
bab ini dimulai dengan uraian sejarah perkembangan pengukuran
kemiskinan dari waktu ke waktu. Kemudian, diikuti dengan
uraian konsep dan definisi dari aspek pengukuran kemiskinan.
Juga didiskusikan konsep pengukuran kemiskinan secara objektif
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dalam kelompok statis dan dinamis serta uraian GK yang berkem-
bang di Indonesia, baik resmi maupun nonresmi serta kelemahan
dari GK tersebut.

Bab III berfokus pada dua hal pokok. Pertama, menjelaskan
variabel, dimensi, dan indikator dari GK Ecopos yang diungkap-
kan dalam literatur. Sumber rujukan literatur yang digunakan
khususnya berasal dari Alkire dan Santos (2011), Bank Dunia
(2000; 2001), serta Sen (1999). Kedua, mengungkapkan temuan
dan analisis lapangan menyangkut persepsi penduduk miskin dan
tidak miskin yang menjadi sampel penelitian menyangkut varia-
bel, dimensi, dan indikator yang perlu diperhatikan untuk mene-
tapkan GK Ecopos. Instrumen yang digunakan dalam menggali
persepsi sampel responden dalam menetapkan variabel, dimensi,
dan indikator untuk GK Ecopos diperoleh dari jawaban kuesioner
oleh 100 responden di perdesaan dan perkotaan di setiap lokasi
penelitian. Penelitian ini berlokasi di Bogor (Jawa Barat), Sema-
rang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Palembang (Sumatra
Selatan), Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kali-
mantan Barat), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Sementara itu, variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos
pada Bab III berasal dari persepsi sampel responden tanpa mem-
perhatikan status pekerjaan dan/atau kategori tertentu, pada Bab
IV sampai Bab VIII diungkapkan persepsi responden menyangkut
GK dan kemiskinan Ecopos dari perspektif pekerja sektor infor-
mal, nasabah kredit usaha rakyat (KUR), petani berlahan marginal,
petani penerima inovasi pertanian dalam program Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) dan penduduk miskin yang tinggal di daerah ren-
tan perubahan iklim.

Bab IV, misalnya, membahas upaya pencapaian kerja layak
melalui penanggulangan kemiskinan Ecopos di sektor informal.
Dalam bab ini antara lain dijelaskan konsep dan dimensi kerja
layak. Dilanjutkan dengan uraian konsep kemiskinan Ecopos
dengan kerja layak dan bagaimana implikasi dan strategi penang-
gulangan kemiskinan Ecopos untuk mencapai kerja layak bagi
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sektor informal. Pemilihan kategori pekerja informal ini didasar-
kan pada alasan bahwa pekerjaan informal cenderung didominasi
oleh penduduk miskin untuk bertahan hidup. Bahkan, banyak
dari pekerja informal telah berhasil memperoleh pendapatan/
pengeluaran di atas GK resmi BPS. Dengan adanya catatan terse-
but, diyakini pekerja informal mempunyai persepsi dan gagasan
tentang dimensi dan indikator dari setiap variabel Ecopos yang
perlu dipertimbangkan dalam penetapan kemiskinan Ecopos dan
GK Ecopos.

Bab V mengungkapkan persepsi responden sebagai nasabah
kredit usaha rakyat (KUR) terkait dimensi Ecopos dalam pengen-
tasan masyarakat dari kemiskinan. Dalam bab ini, dikaji kinerja
KUR dalam penanggulangan kemiskinan dan dimensi Ecopos
(empowerment, capability, opportunity, dan security) dalam
program KUR. Namun, sebelum kedua pokok tersebut diung-
kapkan, diberikan latar belakang singkat tentang perkembangan
kemiskinan dan aksesibilitas KUR dalam mengatasi kemiskinan
serta bagaimana kinerja finansial program KUR dalam mengatasi
kemiskinan. Pemilihan unit analisis nasabah KUR di sektor infor-
mal juga atas pertimbangan bahwa nasabah KUR umumnya juga
didominasi oleh penduduk miskin. Nasabah KUR melakukan pin-
jaman kredit agar dapat keluar dari kemiskinan.

Bab VI membahas hasil penelitian terkait kemiskinan Ecopos
dalam pemilikan aset tanah/lahan pertanian (agraria). Perhatian
terhadap masalah pemilikan aset tanah ini antara lain disebabkan
eratnya hubungan antara kemiskinan dan pemilikan lahan oleh
petani. Akibatnya, banyak petani atau penduduk desa yang harus
bermigrasi ke kota dan hidup di perkampungan kumuh atau
bantaran sungai/kali atau tanah-tanah milik perusahaan negara
yang belum digunakan. Pada akhirnya, kemiskinan di perdesaan
berpindah ke perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman GK dan
kemiskinan Ecopos dari petani yang berlahan marginal ditelusuri
dalam bab ini. Adapun materi yang dibahas di sini antara lain
menyangkut relasi pemilikan lahan dan kemiskinan, implikasi
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ketiadaan lahan dan target reforma agraria, serta bagaimana pen-
tingnya aset dan akses lahan sebagai faktor kunci reforma agraria.

Bab VII ditujukan untuk mendiskusikan dimensi dari tiap
variabel Ecopos untuk mengoptimalkan SIDa bagi pengentasan
petani dari kemiskinan. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan
penjelasan menyangkut pelaksanaan SIDa, kemudian diuraikan
tentang dimensi dari tiap variabel Ecopos untuk optimalisasi SIDa
dalam pengentasan petani dari kemiskinan dan bagaimana impli-
kasi Ecopos dalam pelaksanaan SIDa. Program SIDa ini ditetap-
kan oleh pemerintah sebagai salah satu strategi percepatan pe-
ngurangan kemiskinan petani. Dalam program ini, sistem inovasi
daerah yang diperkenalkan ialah penggunaan teknologi pertanian
di dua daerah, yakni Kabupaten Subang, Jawa Barat; dan Kabu-
paten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua kabupaten ini
dipilih karena telah melakukan pelaksanaan SIDa di sektor perta-
nian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah
FGD (focus group discussion) dengan Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL), khususnya di Kecamatan Pagaden dan Patok Besi, serta
dengan Pemerintah Kabupaten Subang, yang diwakili oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun di Kabu-
paten Belu, NTT, pengumpulan data melalui FGD dilakukan
dengan petani sasaran kegiatan, sementara dialog interaktif di-
laksanakan dengan pemerintah daerah dan dengan para tokoh
masyarakat.

Bab VIII berisi pembahasan menyangkut dimensi dari tiap
variabel Ecopos yang harus diakomodasi dalam strategi adaptasi
dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi kemis-
kinan. Sumber data untuk mendiskusikan hal tersebut diperoleh
dari hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Cagar Biosfer Lore
Lindu, Sulawesi Tengah, dan kawasan Cagar Biosfer Wakatobi,
Sulawesi Tenggara. Data yang dimaksudkan dikumpulkan dari
hasil pengamatan langsung, wawancara menggunakan daftar per-
tanyaan, dan focus group discussion (FGD) dengan narasumber
terpilih di kedua kawasan. Pemilihan kedua kawasan sebagai lokus
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penelitian didasarkan, antara lain, pada pertimbangan sebagai
berikut. Pertama, kedua kawasan tersebut dari aspek ekologis
mewakili tipe ekosistem yang berbeda, yaitu Cagar Biosfer Lore
Lindu, Sulawesi Tengah, mewakili kawasan terestrial dari dataran
rendah hingga dataran tinggi. Sementara kawasan Wakatobi,
Sulawesi Tenggara, mewakili kawasan pulau-pulau kecil, pantai,
dan wilayah laut. Kedua, dua kawasan tersebut dapat memberi-
kan gambaran data dan informasi yang lebih bervariasi tentang
pengetahuan masyarakat lokal mengenai cara pengelolaan sum-
ber daya alam hayati, kegiatan produksi, serta strategi adaptasi
dan mitigasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim di
kawasan tersebut.

Akhirnya, pada Bab IX diungkapkan catatan akhir dari seluruh
pembahasan dari bab-bab sebelumnya untuk mempertajam kem-
bali konsep GK dan Kemiskinan Ecopos. Catatan akhir dalam bab
ini diawali dengan apa yang dimaksud sebagai GK Ecopos dengan
segala dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam literatur.
Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan temuan hasil peneliti-
an lapangan yang terkait dengan dimensi dan indikator dari GK
Ecopos dan pemahaman kemiskinan Ecopos oleh pekerja di
sektor informal, nasabah KUR, petani berlahan marginal, petani
penerima SIDa, dan penduduk di kawasan rentan perubahan
iklim. Selanjutnya, ditutup dengan kesimpulan dan implikasi dari
temuan hasil penelitian ini dalam menetapkan strategi dan kebi-
jakan penanggulangan kemiskinan Ecopos.
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BABI I

KONSEP DAN UKURAN
PENGUKURAN KEMISKINAN:
TELAAH PUSTAKA

Abuzar Asra

A. PENGUKURAN KEMISKINAN

Pengukuran kemiskinan dengan segala konsep dan definisinya
mengalami perkembangan yang relatif pesat belakangan ini. Dari
perkembangan tersebut, pengukuran kemiskinan secara objektif,
baik secara statis maupun dinamis lebih dominan. Hal ini terjadi
karena pengukuran statis dan dinamis dapat dilakukan dengan
satu dimensi (unidimensional) dan lebih dari satu dimensi (multi-
dimensional). Pengukuran satu dimensi umumnya mencakup pe-
ngeluaran atau pendapatan, sedangkan pengukuran multidimensi
mencakup berbagai kebutuhan kehidupan yang lebih luas.

Bab ini ditujukan untuk mengungkapkan konsep pengukuran
kemiskinan yang dihimpun dari berbagai sumber literatur. Bab
ini bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan yang utuh
tentang perkembangan konsep dan pengukuran kemiskinan se-
cara umum. Selain itu juga memahami latar belakang mengapa
konsep pengukuran multidimensi, yang secara khusus dalam
buku ini disebut Ecopos (empowerment, capability, opportu-
nity, dan security), menjadi penting untuk diperhatikan dalam
mengukur jumlah penduduk miskin yang lebih realistis. Dengan
demikian, rumusan kebijakan dan strategi dalam mengentaskan
penduduk dari kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan sampai
ke akar-akarnya.



Namun, sebelum pokok bahasan tersebut didiskusikan, di
subbab B dijelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan pen-
gukuran kemiskinan dari waktu ke waktu. Kemudian, diikuti den-
gan uraian konsep dan definisi kemiskinan dari aspek pengukuran
di subbab C. Subbab D mendiskusikan pengukuran kemiskinan
secara objektif dalam kelompok statis dan dinamis. Pada subbab
E, dijelaskan soal garis kemiskinan yang berkembang di Indo-
nesia, baik resmi (yang dihitung dan disajikan oleh Badan Pusat
Statistik/BPS) maupun nonresmi (yang dihitung dan disajikan
oleh lembaga selain BPS) serta kelemahan dari GK tersebut. Akh-
irnya, catatan kesimpulan singkat diberikan pada subbab F.

B. PERKEMBANGAN PENGUKURAN
KEMISKINAN DARI WAKTU KE WAKTU

Dilihat berdasarkan pada perspektif waktu, pengukuran kemis-
kinan secara umum, sejalan dengan perubahan tingkat pemba-
ngunan, dimulai dari pengukuran secara objektif berdasarkan
pada satu dimensi dengan pendekatan absolut ataupun relatif. Di
Amerika, misalnya, perkiraan kemiskinan absolut secara nasional
dikeluarkan oleh United States Census Bureau (2019) dalam publi-
kasinya pada Agustus 1967, yang memberikan informasi tingkat
kemiskinan dalam periode 1959-1966. Informasi ini dikeluarkan
setelah Presiden Johnson mendeklarasikan War on Poverty pada
Januari 1964, dan diterimanya metode penghitungan kemiskinan
yang disarankan oleh Mollie Orshansky.

Berbeda dengan di Amerika, sejarah studi tentang kemiskinan
dan pengukurannya di Inggris jauh lebih tua, dengan dikemuka-
kannya sebuah garis kemiskinan (GK) absolut oleh Booth (1887)
dalam Glennerster, Hills, Piachaud, dan Webb (2003) yang me-
nyatakan:

"By the word poor I mean to describe those who have
a fairly regular though bare income, such as 18s to
21s per week for a moderate family, and by very poor’
those who fall below this standard, whether from

14 Garis Kemiskinan dan ...



chronic irregularity of work, sickness, or a large num-
ber of young children”

Studi dan pengukuran kemiskinan di Inggris kemudian
menjadi makin berkembang setelah adanya studi oleh Rowntree
(1901). Booth dan Rowntree mendukung konsep pengukuran ke-
miskinan absolut sebagaimana terlihat dari kutipan di atas serta
ungkapan Rowntree bahwa definisi kemiskinan primernya adalah
“Families whose total earnings are insufficient to obtain the mini-
mum necessaries for the maintenance of merely physical efficiency”
(sebagaimana dikutip oleh Noble, Ratcliffe, & Wright, 2004, 5).

Akan tetapi, pandangan tentang kemiskinan yang lain, yaitu
kemiskinan tidak hanya bersifat absolut, tetapi juga bersifat relatif
dan spesifik menurut tempat dan waktu, sebenarnya sudah jauh
lebih dahulu dikemukakan oleh Adam Smith, yang pada 1776
menyatakan bahwa:

“By necessaries I understand, not only the
commodities that are indispensably necessary for the
support of life, but whatever the custom of the country
renders it indecent for creditable people even of the

»

lowest order, to be without...... (sebagaimana dikutip
dari Srinivasan [2000, 15] dalam Asra dan Santos-

Francisco [2003].

Kemudian, pengukuran secara objektif dengan multidimensi
mulai diperkenalkan, diikuti dengan pengukuran secara dinamis,
yang biasanya masih bersifat satu dimensi. Pada akhir 1990-an
dan 2000-an, pendekatan subjektif makin luas diperkenalkan wa-
laupun di beberapa negara tertentu, seperti Filipina telah dilaku-
kan sejak 1980-an. Pada akhir 2000-an, pengukuran kemiskinan
secara objektif dan absolut dengan pendekatan multidimensi
menjadi berkembang dan sekarang merupakan pendekatan yang
tampaknya menjadi suatu keniscayaan dalam melakukan analisis
kemiskinan untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan kepu-
tusan.
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Pengukuran kemiskinan di Indonesia terjadi akibat isu ke-
miskinan yang “hangat” sejak akhir 1992, yaitu setelah Presiden
Soeharto secara resmi mengumumkan adanya sekitar 27 juta
penduduk miskin di Indonesia, atau sekitar 15% dari total pendu-
duk pada 1990. Sebenarnya, sebelum 1980-an, telah banyak stu-
di kasus yang membahas kemiskinan, tetapi gambaran makro
tingkat kemiskinan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya
perkiraan resmi insiden kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) (dahulu Biro Pusat Statistik) pada 1984 (BPS, 1984), yang
kemudian diikuti dengan publikasi kedua (BPS, 1992), dan angka
tersebut diumumkan secara resmi oleh Presiden Soeharto pada
Agustus 1992 dalam pidatonya di depan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).

Pengukuran kemiskinan di Indonesia tersebut di atas dimulai
dengan pengukuran secara objektif dan satu dimensi pada awal
1980-an sesuai dengan kebutuhan di waktu itu serta ketersediaan
data dan metode. Pengukuran tersebut kemudian dilengkapi
dengan penggunaan berbagai indikator yang dapat merefleksi ke-
miskinan pada tingkat desa, yang merupakan informasi pendukung
utama untuk kegiatan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak saat itu,
berkembanglah berbagai ukuran kemiskinan multidimensi untuk
tingkat wilayah, termasuk pada tingkat keluarga yang dilakukan
oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
dengan konsep keluarga sejahtera dan prasejahtera.

Pergeseran penggunaan berbagai pendekatan pengukuran
kemiskinan di Indonesia di atas sangat terkait dengan tidak hanya
perkembangan tingkat pembangunan suatu kelompok masyara-
kat (baca: bangsa atau negara), tetapi juga terkait dengan peru-
bahan tingkat pemahaman penggunaan ukuran kemiskinan terse-
but. Ukuran kemiskinan yang biasa dibuat oleh berbagai kantor
statistik nasional (national statistics office)’, yang biasanya berda-
sarkan pada pendapatan atau pengeluaran rumah tangga atau ke-

1 Lihat, misalnya, Asra dan San-Fransisco (2003), “Poverty Line: Eight Countries’
Experiences and the Issue of Specificity and Consistency”.
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luarga, umumnya digunakan sebagai ukuran agregat dan makro
untuk menunjukkan kinerja pembangunan yang telah dilakukan.?
Informasi ini dapat lebih diperinci menurut wilayah (poverty by
region), yang dapat digunakan untuk kebijakan intervensi tidak
langsung (indirect intervention) pada tingkat wilayah (dengan
adanya geographical poverty map).

Akan tetapi, untuk keperluan intervensi langsung (direct atau
targeted intervention) kepada individu miskin, diperlukan infor-
masi siapa (individu) yang miskin dan di mana keberadaannya
(who and where). Ini memerlukan informasi individu miskin by
name by address, yang sebenarnya bukanlah merupakan kegiatan
statistik (baca: kantor statistik nasional), yang tugas utamanya
memberikan data agregat/makro.> Dengan demikian, pada
umumnya informasi ini dikeluarkan oleh instansi lain, misal
Ministry of Welfare di Vietnam. Oleh karena itu, tepatlah bila data
individu miskin, by name by address, merupakan kewenangan
Kantor Wakil Presiden yang didelegasikan ke TNP2K (Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Pengukuran makro tingkat kemiskinan secara subjektif, se-
perti yang dilakukan di Filipina, sampai saat ini belum dilakukan
secara luas di Indonesia*, walaupun pengukuran kesejahteraan
secara subjektif dengan Indeks Kebahagiaan telah dilakukan.
Dengan kata lain, pengukuran kemiskinan secara subjektif masih
perlu disosialisasi dengan lebih intensif, terutama tentang manfaat
dan penggunaannya. Diibaratkan pemeriksaan kesehatan, peng-
ukuran subjektif adalah seperti pengukuran “denyut jantung”
atau “tekanan darah” yang bisa dilakukan secara cepat dan mudah

Lihat Seers (1969), “The Meaning of Development”

Menyebarluaskan data individu bukanlah kegiatan statistik dan melanggar sa-
lah satu kode etik perstatistikan.

4 Beberapa studi kecil tentang kemiskinan subjektif ini telah dilakukan, misalnya,
oleh Politeknik Statistika STIS, Jakarta, dalam proyek kerja lapangan mahasiswa
di Bengkulu pada 2017.
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sebelum pemeriksaan kesehatan yang sesungguhnya dilakukan
(baca Firdausy, 2012; 2013; 2016).

Sementara itu, untuk ukuran yang menggunakan multidi-
mensi di Indonesia yang dipakai sebagai dasar untuk pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan berada di bawah Kemen-
terian Sosial. Walau data bersumber dari TNP2K, dalam imple-
mentasinya hanya bisa diakses melalui Kementerian Sosial.

C.KEMISKINAN DARI ASPEK PENGUKURAN

Sebagaimana disebutkan di atas, pemahaman terhadap isu kemis-
kinan bisa dipelajari melalui aspek pengukuran, yang bisa dike-
lompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara objektif dan secara
subjektif. Gambar 2.1 di bawah ini menyajikan kerangka dari pen-
dekatan dimaksud serta berbagai cara pengukuran kemiskinan
secara lengkap, yang diikuti dengan pembahasan dari tiap pende-
katan dan pengukuran tersebut.

Pengukuran secara objektif telah lama digunakan, sedangkan
pengukuran secara subjektif makin sering disarankan untuk digu-

Pengukuran
Kemiskinan
Subjektif

Corme) G (o)

Absolut

Objektif

Absolut
- Satu Dimensi
- Multidimensi

Relatif - Satu Dimensi
- Satu Dimensi - Multidimensi
- Multidimensi

Sumber: Diringkas dari berbagai sumber oleh penulis.

Gambar 2.1 Perincian Pengukuran Kemiskinan
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nakan melengkapi pengukuran kemiskinan secara objektif. Untuk
kawasan ASEAN, mungkin juga di Asia, pengukuran kemiskinan
secara subjektif bisa dikatakan dipelopori oleh Filipina melalui
lembaga Social Weather Station yang dikoordinasi oleh Mahar
Mangahas (Mangahas, 2008). Secara internasional, penekanan
akan perlunya pengukuran kemiskinan secara subjektif tersurat
jelas dalam Stiglitz Commission (2009) dalam Dolan, Layard, dan
Metcalfe (2011, 3) yang menyatakan bahwa sangat memungkin-
kan untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya tentang ke-
sejahteraan subjektif. Lebih tegasnya dikatakan:

"Subjective poverty encompasses different aspects
(cognitive evaluations of one’s life, happiness,
satisfaction, positive emotions such as joy and pride,
and negative emotions such as pain and worry); each
of them should be measured separately to derive a
more comprehensive appreciation of people’s lives.....
(SWB) should be included in larger-scale surveys
undertaken by official statistical offices”

Dalam pengukuran secara objektif, pengukuran kemiskinan
dari suatu wilayah yang terdiri atas berbagai unit (individu atau
rumah tangga) dapat dilakukan (i) secara statis atau (ii) secara
dinamis. Pengukuran secara statis mencakup pengukuran kemis-
kinan pada suatu waktu tertentu (sehingga disebut dengan istilah
statis), dan wilayah tersebut dapat diukur ulang tingkat kemis-
kinan pada suatu waktu berikutnya (tidak harus unit yang sama
dengan waktu sebelumnya).

Dengan kata lain, data yang digunakan untuk pengukuran ini
adalah data silang (cross-section) yang bisa tersedia dari waktu ke
waktu (secara periodik). Pengukuran secara statis ini dapat dilaku-
kan dengan menggunakan satu variabel (satu dimensi) atau lebih
dari satu variabel (multidimensi) yang dianggap dapat mengklasi-
fikasikan individu atau rumah tangga ke dalam kelompok miskin
atau tidak miskin.
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Dalam pengukuran konsep dan definisi kemiskinan di atas,
biasanya dipakai dimensi pengukuran yang paling sering digu-
nakan, yaitu dimensi kemakmuran ekonomi (economic well-be-
ing). Dimensi kemakmuran ekonomi ini biasa diukur dengan
menggunakan salah satu dari tiga variabel berikut: pendapatan
(income), pengeluaran (expenditure), dan kesejahteraan ekonomi
(economic welfare).

Di samping kemakmuran ekonomi, terdapat pula kemakmur-
an dilihat dari dimensi lain, seperti kesejahteraan sosial dan jiwa
(sociological and psychological well-beings), dan kapabilitas (ca-
pability), keterkucilan sosial (social exclusion), ketiadaan kesem-
patan (lack of opportunity), ketidakamanan (insecurity), dan
ketidakberdayaan (disempowerment).> Semuanya ini memerlukan
pendekatan yang berbeda dalam pengukuran dibandingkan peng-
ukuran kemakmuran ekonomi yang biasanya berkaitan dengan
aspek kebendaan (material-wellbeings), yang sudah umum di-
lakukan.

Berbeda dengan pengukuran secara statis, dalam pengukuran
secara dinamis, unit yang sama diteliti dari waktu ke waktu (me-
rupakan data panel yang sesungguhnya atau data longitudinal).
Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana dinamika perubahan
berbagai kelompok masyarakat dalam suatu periode yang berkait-
an dengan tingkat kemiskinan mereka.

1. PENGUKURAN SECARA STATIS

Berdasarkan pada aspek pengukuran secara statis, kemiskinan
mencakup kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan
relatif (relative poverty). Kemiskinan absolut dan kemiskinan rela-
tif diukur secara objektif dengan menggunakan salah satu dari tiga
variabel dari dimensi kemakmuran ekonomi di atas.

5 Lihat, antara lain, Sen (1987, 1992, dan 999); Wagle (2002); serta Laderchi,
Saith, dan Stewart (2006).
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a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merefleksikan ketidakcukupan pemenuhan
kebutuhan hidup yang paling dasar. Dalam pengukurannya bisa
menggunakan satu dimensi, dalam pengertian hanya menggu-
nakan satu variabel, dan multidimensi, dalam pengertian menggu-
nakan beberapa variabel.

1) Satu dimensi

Dalam pendekatan ini, garis kemiskinan (GK) diturunkan dengan
melihat ketiga jenis variabel di atas secara objektif. Pada dasarnya,
cara penentuan GK dalam pendekatan ini dapat dikelompokkan ke
dalam tiga cara: Asupan Kalori Langsung (Direct Calorie Intake/
DCI), Asupan Energi Pangan (Food Energy Intake/FEI), dan Biaya
Kebutuhan Dasar (Cost of Basic Needs/CBN) (Ravallion, 1992).

Pendekatan DCI sebenarnya lebih mengukur tingkat keku-
rangan gizi (malnutrition) daripada mengukur kemiskinan. Pen-
duduk yang mempunyai asupan kalori lebih rendah dari yang
direkomendasikan sebenarnya lebih merupakan penduduk yang
kurang konsumsi kalori (malnutrition) dari pada merupakan pen-
duduk yang “miskin” (poverty). Akan tetapi, karena kemiskinan
berkorelasi erat dengan konsumsi kalori, persentase penduduk
dengan asupan kalori lebih rendah dari pada yang direkomen-
dasikan biasanya juga merupakan perkiraan persentase penduduk
miskin. Pada praktiknya, penggunaan pendekatan ini dilakukan
dengan menghitung konsumsi kalori per kapita dari rumah tang-
ga (berdasarkan pada survei pengeluaran dan konsumsi pangan)
dan membandingkannya dengan perkiraan minimum kalori yang
dibutuhkan per kapita per hari (recommended dietary daily allow-
ance/RDA), misalnya 2.100 kilokalori per kapita per hari. Rumah
tangga dengan konsumsi kalori per kapita per hari lebih rendah
dari RDA disebut rumah tangga miskin sehingga persentase ru-
mah tangga (dan penduduk) miskin dapat diperkirakan.

Dalam menurunkan GK dengan pendekatan FEI, diperlukan
terlebih dahulu penentuan secara rata-rata minimum kebutuhan
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energi (kalori) atau minimum FEI, kemudian dicari tingkat penge-
luaran atau pendapatan yang biasanya seseorang dapat mencapai
FEI tersebut. Ini dapat dilakukan dengan melakukan regresi dari
FEI terhadap pengeluaran konsumsi atau pendapatan. Sebagaima-
na dikatakan oleh Ravallion (1992), kelemahan utama pendekatan
ini akan terlihat pendekatan ini digunakan secara terpisah untuk
setiap wilayah, sektor, atau waktu tertentu dalam melakukan
pembandingan kemiskinan. Penggunaan pendekatan ini secara
terpisah cenderung menyebabkan pemerolehan GK yang tidak
terbandingkan antarwilayah, sektor, atau waktu dalam hal kon-
sumsi atau pengeluaran nyata. Hal ini terjadi karena hubungan
antara FEI dan konsumsi atau pendapatan tidak akan sama untuk
semua wilayah/sektor/waktu, tetapi akan berubah bergantung
pada perbedaan selera, tingkat aktivitas, harga relatif, dan variabel
lain (Ravallion, 1992, 28).

Pendekatan biaya kebutuhan dasar atau CBN (costs of basic
needs) yang banyak digunakan di berbagai negara, termasuk Indo-
nesia, menurunkan GK dengan menentukan terlebih dahulu se-
buah keranjang makanan (a food basket) yang dianggap merupa-
kan kebutuhan dasar bagi penduduk di negara tersebut. Penentu-
an keranjang makanan ini biasanya dikaitkan dengan pemenuhan
suatu tingkat kalori tertentu (misalnya 2.100 atau 2.200 kilokalori
per kapita per hari). Kemudian, dilakukan penilaian dengan nilai
uang yang diperlukan (berdasarkan pada harga setiap komoditas
dalam keranjang makanan tersebut) bagi keranjang makanan yang
telah ditentukan tersebut, dan diperoleh GK makanan (GKM).

Dalam memperkirakan GK Keseluruhan (GKK) dapat dilaku-
kan dengan minimal dua cara. Pertama, menggunakan rasio
pengeluaran makanan dalam total pengeluaran berdasarkan pada
hasil survei konsumsi masyarakat. Cara ini disebut dengan cara
Orhansky (Orhansky method), yaitu GKK diperkirakan dengan
GKM dibagi dengan rasio tersebut. Cara yang kedua, seperti
halnya untuk GKM, adalah menentukan suatu keranjang non-
makanan yang dianggap kebutuhan dasar dan kemudian dilakukan
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penilaian besaran pengeluaran yang diperlukan untuk bisa me-
menuhi keranjang nonmakanan tersebut sehingga diperoleh GK
nonmakanan (GKNM). Dengan demikian, diperoleh GKK yang
merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

2) Multidimensi

Pengukuran kemiskinan absolut juga bisa dilakukan dengan meng-
gunakan beberapa variabel secara sekaligus. Pengukuran dengan
multidimensi ini dilakukan berdasarkan pada pandangan bahwa
kemiskinan mencakup berbagai aspek kehidupan (multi-faceted
phenomenon) sehingga wajar kalau pengukuran kemiskinan juga
harus bersifat multidimensi, yang tidak hanya berdasarkan pada
“uang” (pengeluaran atau pendapatan).

Berbeda dengan pengukuran satu dimensi, yang biasanya
menggunakan variabel pendapatan atau pengeluaran, dengan
unit pengamatan rumah tangga atau individu, dalam pengukuran
multidimensi biasanya unit pengamatannya adalah wilayah, bu-
kan individu atau rumah tangga. Untuk Indonesia, misalnya,
pengukuran ini telah dimulai pada awal 1970-an pada saat me-
nentukan desa tertinggal. Namun, dalam beberapa hal, pendekat-
an multidimensi juga dapat diterapkan dengan unit pengamatan
rumah-tangga, seperti yang telah dilakukan Badan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendekatan kesejahteraan
keluarga.

Pengukuran multidimensi ini biasanya mencakup aspek kese-
jahteraan yang lebih luas, bukan hanya kesejahteraan ekonomi,
yang biasanya diwakili dengan “uang” (pengeluaran atau pendapa-
tan) (monetary poverty indicator), tetapi juga mencakup kese-
jahteraan sosial kemasyarakatan (biasa disebut sebagai non-in-
come/monetary poverty indicator). Sebagai awal dari pengukuran
ini, misalnya, adalah Indeks Mutu Hidup Fisik (Physical Quality of
Life Index/PQLI), yang kemudian dikembangkan menjadi Indeks
Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index/HPI).

Konsep dan Ukuran Pengukuran... 23



Berdasarkan pada pandangan bahwa kemiskinan tidak hanya
terkait dengan uang (about money), Nolan dan Wheelan (2009),
misalnya, memberi contoh sederhana bagaimana kemiskinan
absolut berdasarkan pada indikator “non-monetary” dapat diukur.
Berdasarkan pada 17 indikator, dapat diketahui berapa banyak
dan berapa persen rumah tangga yang deprivasi terhadap suatu
indikator. Oleh karena itu, bisa juga dihitung berapa banyak dan
berapa persen rumah tangga yang deprivasi terhadap dua indika-
tor tertentu serta tiga indikator tertentu, dan seterusnya.

Di samping itu, dapat juga diturunkan suatu indeks deprivasi
agregat, dengan memberikan nilai 1 untuk rumah tangga yang
deprivasi terhadap suatu indikator dan nilai 0 untuk yang tidak
deprivasi terhadap indikator tersebut, lalu nilai indikator tersebut
dijumlahkan dan diperoleh nilai rata-rata deprivasi. Dengan
demikian, dapat dibandingkan rata-rata deprivasi antartempat
atau antarwaktu. Misalnya, rata-rata nilai deprivasi Austria pada
2006 adalah 1,43, sedangkan Greece adalah 2,50 pada tahun yang
sama (Nolan & Wheelan, 2009, 7). Secara keseluruhan di Uni
Eropa Union, ternyata negara dengan rata-rata deprivasi terendah
pada 2006 adalah Negara Slovenia dengan indeks 0,96 dan negara
dengan rata-rata deprivasi tertinggi adalah Latvia dengan indeks
4,70.

Pengukuran kemiskinan absolut dengan pendekatan multi-
dimensi kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Alkire (2011),
yang menjelaskan secara terperinci keuntungan dan kelemahan
dari yang disebut dengan Multiple Poverty Index (MPI). Secara
ringkas, keuntungan utama dari pendekatan multidimensi dalam
mengukur kemiskinan adalah:

“.. dimungkinkannya diperoleh gambaran sebaran
kemiskinan berdasarkan kombinasi dari dimensi
yang ada, misal dimensi kesehatan dan pendidikan,
sehingga bisa terlihat kelompok yang perlu dibantu
berdasarkan dua dimensi secara bersamaan, yang
bisa berbeda dengan bila digunakan hanya secara
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satu dimensi, misalnya hanya kesehatan saja, atau
hanya pendidikan saja” (Asra, 2014a, 95)

Untuk mendalami MPI ini dengan berbagai variasinya, kita
bisa mempelajari artikel Alkire (2011) tersebut di atas.

b. Kemiskinan Relatif

Berbeda dengan kemiskinan absolut, pengukuran kemiskinan se-
cara relatif adalah berdasarkan pada asumsi bahwa tingkat hidup
seseorang bergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat di
wilayah orang tersebut tinggal. Seperti juga dalam kemiskinan
absolut, GK diperoleh dengan menggunakan ketiga jenis varia-
bel dari dimensi kemakmuran ekonomi di atas (pendapatan atau
pengeluaran atau kesejahteraan). Dalam suatu periode tertentu,
kemiskinan relatif bisa saja menurun, tetapi kemiskinan jenis ini
secara teori akan selalu ada dalam suatu kelompok masyarakat.®

1) Satu dimensi

Pengukuran kemiskinan relatif satu dimensi ialah pengukuran
kemiskinan yang berpatokan pada satu jenis variabel dari dimensi
kemakmuran ekonomi (pendapatan atau pengeluaran atau kese-
jahteraan). Sebagai contoh, seseorang dikategorikan miskin bila
mempunyai pendapatan kurang dari 75% dari rata-rata pendapat-
an di daerah seseorang tersebut menetap. Dengan demikian,
selalu ada orang yang miskin secara relatif, walaupun jumlah dan
persentase penduduk yang relatif miskin ini bisa menurun dari
waktu ke waktu.

2) Multidimensi

Kemiskinan relatif juga bisa dilakukan secara multidimensi, yang
juga bisa diambil contoh dari penelitian Nolan dan Wheelan
(2009). Bisa dilakukan penghitungan di setiap negara tentang
jumlah dan persentase rumah tangga yang mempunyai total nilai

6 Kecuali dalam suatu kelompok masyarakat ketika semua rumah tangga atau
penduduk mempunyai besaran pendapatan, atau pengeluaran, atau kesejah-
teraan yang persis sama (merupakan suatu hal yang amat tidak mungkin terjadi).
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skor lebih kecil dari rata-rata deprivasi atau lebih kecil dari median
deprivasi atau lebih kecil dari 30% nilai rata-rata deprivasi.

2. Pengukuran secara Dinamis

Pengukuran secara dinamis dengan memperhatikan siklus kehi-
dupan (/ife cycle) penduduk atau rumah tangga dalam suatu kurun
waktu menyebabkan adanya konsep yang disebut dengan kemis-
kinan kronis (chronic poverty) dan kemiskinan transien (transient
poverty). Pengukuran secara dinamis ini bisa diukur secara objek-
tif (absolut ataupun relatif) ataupun subjektif.

Kemiskinan kronis mencakup seseorang yang mengalami
pengeluaran atau pendapatan lebih rendah dari garis kemiskinan
dalam suatu kurun waktu yang panjang. Kemiskinan transien ber-
kaitan dengan seseorang yang dalam suatu kurun waktu mempu-
nyai pendapatan atau pengeluaran yang berfluktuasi sekitar garis
kemiskinan. Kelompok ini sangat rentan menjadi miskin akibat
adanya suatu “shocked” dalam perekonomian. Kebijakan dan
strategi pengentasan masyarakat dari kemiskinan akan berbeda
untuk setiap jenis kemiskinan (kronis atau transien).

Beberapa studi yang menggunakan pendekatan ini telah
disajikan oleh Astuti, Asra, dan Ilmma (2012). Disebutkan bahwa,
misalnya, di perdesaan China, makin kecil rumah tangga dan ma-
kin tinggi tingkat pendidikan “rumah tangga’, makin kecil peluang
rumah tangga tersebut menjadi miskin-kronis (Jalan & Ravallion,
2000). Disajikan pula bahwa di daerah perkotaan Brasil, antara
1995 dan 2003, 73% dari kemiskinan merupakan kemiskinan kro-
nis, dan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan awal
(Ribas & Machado, 2007). Di Cile, ditemukan bahwa pendidikan
merupakan faktor yang penting bagi rumah tangga untuk keluar
dari kemiskinan.

Kemiskinan subjektif juga menggunakan ketiga peubah ter-
sebut. Namun, pengukurannya didasarkan pada persepsi pen-
duduk terhadap dirinya (self rated). Dengan kata lain, pengukuran
kemiskinan ini berdasarkan pada persepsi kemiskinan dirinya
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sendiri. Di negara-negara sedang berkembang (developing
countries), biasanya pengukuran kemiskinan masih didominasi
dengan pendekatan absolut, sedangkan di negara-negara yang
sudah maju (developed countries) pendekatan relatif dan subjektif
sudah banyak dipakai dalam usaha penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan pendekatan subjektif ini, Goedhart,
Halberstadt, Kapteyn, dan Van Praag (1977) menyatakan bahwa
penentuan terhadap sebuah GK dapat dilakukan dengan mena-
nyakan langsung kepada masyarakat tentang pendapatan mini-
mum yang menurut mereka harus dipunyai sehingga mereka tidak
tergolong sebagai penduduk miskin. Pendekatan ini digunakan
pada 1975 di dalam sebuah survei terhadap sampel acak sebanyak
2.886 keluarga Belanda untuk memperoleh suatu GK. Alasan uta-
ma penggunaan pendekatan ini adalah aspek kemudahan dalam
menentukan suatu GK.

Di Inggris, ketertarikan terhadap pengukuran well-being se-
cara subjektif (subjective well-being/SWB) telah terlihat sejak 2011,
yang mungkin terdorong oleh rekomendasi Stiglitz Commission
(2009) dalam Dolan dan Metcalfe. (2011) yang menyarankan
bahwa “..(SWB) should be included in larger-scale surveys under-
taken by official statistical offices”. Dalam rekomendasinya,
disebutkan perlunya tiga komponen dalam pengukuran SWB,
yaitu komponen yang bersifat evaluasi (evaluative component),
komponen pengalaman hidup (experience component), dan kom-
ponen “eudemonik” (eudemonic component).

Di Asia, pendekatan penentuan GK secara langsung dengan
menanyakan kepada penduduk telah lama digunakan oleh Social
Whether Station (SWS)” di Filipina sejak 1983, seperti dikemuka-
kan sebelumnya. Awalnya, pengukuran tingkat kemiskinan dan

7 Secara formal, SWS didirikan di Filipina pada 1985 sebagai lembaga privat
dan nirlaba dengan misi utama adalah menyelenggarakan data survei sosial,
terutama angka kemiskinan dan kelaparan secara regular, sebagai pelengkap
dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina berdasarkan pada
perkiraan yang dibuat oleh National Statistical Coordination Board.
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indikator sosial lain, dengan cara penilaian sendiri oleh respon-
den (self-rating approach), diuji coba di Provinsi Batangas pada
1974 dengan sampel sebesar 1.000 rumah tangga. Keberhasilan
uji coba ini kemudian diikuti dengan penggunaan cara ini secara
nasional pada 1983 dan 1985.

Sekarang ini, survei berskala nasional® setiap kuartal dilaku-
kan oleh SWS secara teratur untuk melengkapi angka kemiskinan
resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina. Laporan SWS
telah dipublikasikan secara luas dan mendapat perhatian yang
tinggi dari pemerintah Filipina karena SWS memberikan “the
world’s most rapid and most up-to-date system for statistical mon-
itoring of poverty and hunger in a country at the national level”
(Mangahas, 2008, 6).

Singkatnya, kelebihan utama dari pendekatan subjektif ini
dalam pengukuran kemiskinan adalah pengukuran dapat dilaku-
kan secara mudah (easy to implement) sehingga hasilnya dapat
disajikan secara lebih cepat (quicker), lebih sering (more frequent),
dan teratur (regular). Hal ini juga telah mendorong negara Asia
lain, misalnya China, untuk melakukan survei sejenis untuk per-
desaan dengan besar sampel 9.200 rumah tangga’ mencakup 22
provinsi (Gustafsson & Yue, 2006).

Dalam survei di atas, seperti juga di Filipina, pertanyaan yang
sering digunakan, yaitu pertanyaan tentang pendapatan mini-
mum (minimum income question), juga dipergunakan dengan
sedikit modifikasi. Sebagaimana diduga, GK subjektif (subjective
poverty line) yang diperoleh berdasarkan pada studi lapangan
ternyata lebih tinggi daripada GK resmi yang digunakan pemer-
intah China. Salah satu hasil yang menarik dari survei ini adalah

8 Dengan besar sampel 1.200 rumah tangga yang tersebar di 240 lokasi.

9 Sampel diambil dari kerangka sampel sebanyak 67 ribu rumah tangga yang
digunakan dalam survei rumah tangga tahunan secara prosedur “multi-stage”
untuk keterwakilan provinsi dan desa. Dalam setiap desa, sepuluh rumah tang-
ga disampel dengan menggunakan teori peluang.
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tingkat kemiskinan di perdesaan China untuk 2002 adalah 15,3%
persen, dan ini dekat dengan perkiraan Bank Dunia untuk China
secara keseluruhan pada 2001, yaitu sebesar 16,5%.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, perubahan peng-
gunaan berbagai ukuran kemiskinan di atas terkait dengan pe-
rubahan tingkat pembangunan dan perkembangan pemahaman
tentang masalah kemiskinan. Ukuran kemiskinan objektif dan
absolut statik satu dimensi, misalnya, makin disadari bahwa ukur-
an ini kurang menggambarkan fenomena bahwa kemiskinan ber-
sifat multidimensi sehingga penggunaan pengukuran kemiskinan
multidimensi menjadi lebih sering digunakan. Demikian pula,
dengan makin majunya suatu negara atau bangsa atau masya-
rakat, kemiskinan absolut yang biasanya mengalami penurunan
menjadi makin kurang relevan, dan kemiskinan relatif mendapat
perhatian yang lebih, sehingga berbagai ukuran kemiskinan rela-
tif makin banyak digunakan. Meningkatnya pemahaman bahwa
masalah kemiskinan tidak hanya bisa diukur dan dipahami secara
objektif, tetapi juga mencakup aspek subjektivitas, menyebabkan
makin berkembangnya penggunaan pengukuran kemiskinan se-
cara relatif. Terakhir, bahwa kemiskinan antarwaktu yang bersifat
dinamis, dengan adanya kelompok atau individu yang “menjadi
miskin” dan yang “keluar dari kemiskinan’, membuat pengukuran
secara statis tidak dapat menangkap fenomena dari dinamika ke-
miskinan ini. Dengan demikian, pengukuran kemiskinan secara
dinamis menjadi makin banyak digunakan.

D. KEMISKINAN DARI ASPEK PENYEBAB

Di samping konsep dan definisi kemiskinan yang dilihat dari aspek
pengukuran di atas, kemiskinan juga dapat dilihat dari aspek faktor
penyebab terjadinya kemiskinan. Dalam pendekatan ini, terdapat
tiga tipe kemiskinan, yaitu kemiskinan alami (natural poverty),
kemiskinan akibat budaya (cultural poverty), dan kemiskinan struk-
tural (structural poverty). Dalam hal ini, diperlukan strategi yang
berbeda dalam mengatasi setiap jenis kemiskinan tersebut.
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1. Kemiskinan Alami (Natural Poverty)®

Kemiskinan alami terjadi akibat faktor alam, seperti karena gem-
pa, banjir, serta faktor ketidakmampuan memperoleh kehidupan
yang layak karena cacat dan lemah (berkaitan dengan usia). Dalam
mengatasi kemiskinan jenis ini, strategi yang harus diambil adalah
intervensi langsung (direct intervention) terhadap mereka yang
miskin tersebut. Misalnya, yang pernah dilakukan adalah dengan
memberikan beras untuk rakyat miskin (program “Beras Miskin”/
Raskin) atau dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
terhadap rumah tangga miskin.

2. Kemiskinan Budaya (Cultural Poverty)"

Kemiskinan akibat budaya terjadi karena adanya faktor-faktor
adat atau budaya yang melekat pada suatu kelompok masyarakat
yang menyebabkan kelompok masyarakat tersebut menjadi mis-
kin. Misalnya, budaya malas sehingga sumber alam yang tersedia,
seperti lahan, tidak dimanfaatkan, sehingga terjadi kekurangan
pangan. Dalam teori ekonomi, yang terkait dengan faktor budaya,
terdapat suatu fenomena “backward sloping supply curve’, yakni
pada suatu titik upah (pendapatan) para pekerja akan tidak akan
lagi bereaksi positif terhadap kenaikan upah, tetapi mereka akan
memilih “leisure” dari pada upah. Mereka bisa saja terkategori
‘miskin’ dilihat dari pendapatan, tetapi mereka sudah merasa
cukup dengan pendapatan yang ada sehingga mereka merasa
“bahagia”

3. Kemiskinan Struktural (Structural Poverty)®

Kemiskinan struktural terjadi karena masalah yang timbul akibat
perbuatan manusia atau masalah struktural yang terdapat pada
suatu masyarakat, seperti kebijakan harga, kepemilikan lahan

10 Lihat, misalnya, Firdausy. (2015, 63)
11 Lihat, antara lain, Jordan. (2004)
12 Lihat, antara lain, Jordan. (2004).
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pertanian, dan status pendidikan. Sebagaimana dinyatakan oleh
Jordan (2004), bahwa sebagian besar kemiskinan:

“can be traced back to structural factors inherent
to either the economy and/or to several interrelated
institutional environments that serve to favor certain
groups over others, generally based on gender, class,
or race”

Dengan demikian, kemiskinan struktural bisa didefinisikan
sebagai kemiskinan yang terkait dengan adanya faktor ekonomi
dan struktur sosial dan lingkungan yang tidak menguntungkan
bagi sebuah kelompok tertentu yang menyebabkan kelompok ini
menjadi miskin.

Dalam kondisi ini, yang harus dilakukan adalah perubahan
tatanan sosial sehingga si miskin dapat keluar dari kemiskinan
mereka melalui keterbukaan akses terhadap faktor produksi dan
peluang pengembangan kapasitas. Dengan demikian, mereka
bisa berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi dan memetik
manfaat dari pertumbuhan itu sendiri.

E. PENGUKURAN KEMISKINAN DI INDONESIA

1. Pengukuran Kemiskinan Resmi

a. Pengukuran satu dimensi

Sebagaimana dinyatakan di atas, pengukuran dan pembahasan
kemiskinan di Indonesia mulai menjadi sebuah isu dan kerisauan
publik (public concern) sejak Agustus 1992 sesudah Presiden
(Soeharto, pada waktu itu) berpidato di hadapan Dewan Perwa-
kilan Rakyat. Untuk pertama kalinya, pemerintah, dalam pidato
itu, secara resmi mengumumbkan adanya 27 juta penduduk miskin
di Indonesia pada 1990 atau sekitar 15% dari total penduduk."
Pada April 1993, Presiden mengadakan rapat, yang dihadiri oleh

13 Kenyataannya adalah Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga statistik resmi,
sejak 1984 telah memperkirakan tingkat kemiskinan dalam publikasinya yang
berjudul “Indikator Pemerataan Pendapatan: Jumlah dan Persentase Penduduk
Miskin di Indonesia” (Jakarta: BPS).
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14 menteri, guna membahas soal pengentasan penduduk dari
kemiskinan, dan dua minggu sesudah pertemuan ini Menteri
Ginanjar menyajikan informasi kantong-kantong kemiskinan ke
Presiden.'

Informasi resmi tentang statistik kemiskinan yang ada saat
ini adalah berdasarkan pendekatan absolut dengan mengguna-
kan data pengeluaran konsumsi (consumption expenditure)
dari survei rumah tangga (Survei Sosial Ekonomi Nasional/
Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan kata lain, pengukuran kemiskinan resmi ini adalah peng-
ukuran satu dimensi saja, yaitu dimensi “ekonomi” yang diukur
dengan pengeluaran.

Pengukuran kemiskinan resmi dengan menggunakan sebuah
garis kemiskinan (GK) pertama kali dilakukan BPS pada 1984
(BPS, 1984) untuk Indonesia secara keseluruhan dengan perincian
perdesaan dan perkotaan. Cara penghitungan yang dilakukan ada-
lah dengan menggunakan salah satu versi dari pendekatan asupan
energi pangan (AEP) atau food energy intake, yaitu dengan metode
biaya kalori. Dalam metode ini, GK Makanan (GKM) diperkira-
kan secara terpisah untuk perkotaan dan perdesaan, dengan
mengaitkan secara langsung angka kecukupan gizi (AKG) atau
recommended dietary allowance (RDA) sebesar 2.100 kilokalori
per kapita per hari dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk
mencapai AKG tersebut. GK Keseluruhan (GKK) diperkirakan
dengan menambahkan ke GK Makanan suatu nilai komponen bu-
kan makanan yang diperkirakan dengan suatu besaran persentase
dari GK Makanan."

Akan tetapi, pada 1990, komponen bukan makanan tersebut
diturunkan secara langsung dengan menentukan 12 (perdesaan)

14 Sebagaimana diacu oleh Asra (1993). Kantong-kantong kemiskinan ini, yang
menyajikan kecamatan miskin, dikatakan berdasarkan pada data BPS, yang
sebenarnya tidak. Kemudian BPS menyajikan desa-desa miskin berdasarkan
pada data dari survei Potensi Desa (Podes).

15 GK Keseluruhan = GK Makanan + sekian % dari GK Makanan.

32 Garis Kemiskinan dan ...



dan 13 (perkotaan) komoditas dasar nonmakanan dari kelompok
pengeluaran letak GK Makanan. Kemudian, pengeluaran yang
dibutuhkan untuk memenuhi kelompok nonmakanan tersebut
merupakan GK Non-Makanan (GKNM) sehingga GKK adalah
GKM ditambah dengan GKNM. Angka kemiskinan yang disajik-
an dalam publikasi BPS tentang kemiskinan yang pertama terse-
but (BPS, 1984) adalah untuk periode 1976—-1981.

Pada 1993, metode penentuan GK yang digunakan tidak
lagi pendekatan asupan energi pangan (AEP), akan tetapi yang
dipakai adalah pendekatan biaya kebutuhan dasar (cost of basic
needs/CBN). Akan tetapi, angka kemiskinan yang disajikan adalah
untuk periode sejak 1990.1¢

Dalam pendekatan ini ditentukan terlebih dahulu GKM,
kemudian GKNM dihitung sehingga bisa diperoleh GKK. Un-
tuk menurunkan GKM 52 jenis komoditas pangan (seperti pa-
di-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran,
kacang-kacangan, serta buah-buahan) ditentukan sebagai paket
komoditas kebutuhan dasar makanan.'” Sejak digunakannya
pendekatan CBN ini, berbagai variasi cara telah digunakan BPS
dalam menurunkan 52 komoditas makanan.

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang digunakan
adalah berdasarkan pada 46 komoditas yang diperoleh dari
Susenas 1993 dan sebuah survei khusus (Survei Paket Komoditas
Kebutuhan Dasar) yang dilakukan di 10 provinsi terdiri atas 800
rumah tangga. Komoditas non-makanan tidak lagi berdasarkan
pada kelompok miskin, tetapi berdasarkan pada komoditas non-
makanan yang ideal (Asra, 1997, 264).

Yang saat ini digunakan adalah 52 komoditas dasar makanan
yang riil dikonsumsi penduduk referensi (penduduk referensi
yaitu 20% penduduk yang berada di atas GK yang merupakan

16 Pada 1990, ada dua perkiraan, yaitu dengan cara lama dan baru.

17 Sejak pendekatan digunakan ini, berbagai variasi cara telah digunakan BPS
dalam menurunkan 52 komoditas makanan ini.
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GK periode lalu yang telah di-inflate dengan inflasi umum atau
Indeks Harga Konsumen) (BPS, 2011, 98). GK Makanan (GKM)
merupakan nilai pengeluaran dari 52 komoditas dasar tersebut
yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ber-
dasarkan pada rata-rata harga kalori dari ke-52 komoditas terse-
but. GK Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai
kebutuhan minimum dari komoditas nonmakanan terpilih yang
meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS,
2011, 98).18 Maka, Garis Kemiskinan Keseluruhan (GKK) meru-
pakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai “penduduk yang me-
miliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
KK” Ukuran kemiskinan yang digunakan mencakup persentase
penduduk miskin (head-count index), indeks kedalaman kemis-
kinan (poverty gap index), dan indeks keparahan kemiskinan
(poverty severity index) yang pertama kali dianjurkan oleh Foster,
Greer, dan Thorbecke (1984).

Pada Tabel 2.1, disajikan ringkasan perubahan cara pengu-
kuran GK resmi yang ada di Indonesia (Asra, 2014). Hal ini mem-
berikan indikasi bahwa dalam menginterpretasikan diperlukan
kehati-hatian karena angka kemiskinan yang disajikan hanya
terbanding dalam periode yang menggunakan cara pengukuran
yang sama. Perbedaan prosedur penghitungan akan menyebab-
kan perbedaan angka kemiskinan.

Selain kenyataan bahwa GK selalu ditentukan mengikuti pe-
rubahan yang terjadi antarwaktu, hal lain yang perlu diperhatikan
adalah insiden kemiskinan sangat sensitif terhadap fluktuasi har-
ga-harga komoditas dasar. Ketika harga naik, GK juga akan naik
sejalan dengan naiknya biaya yang harus dibayar, terutama oleh
golongan bawah, untuk memenuhi standar minimum kebutuhan
makanan dan bukan makanan.

18 Bagaimana GK nonmakanan dihitung, lihat BPS (2011, 98)
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Tabel 2.1 Perubahan Konsep dan Definisi Kemiskinan, 1976-2013

Periode Konsep dan Definisi Kemiskinan

1976-1990 Semacam metode food-energy intake digunakan. Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) adalah pengeluaran yang
diperlukan untuk memenuhi konsumsi 2.100 kilokalori
per kapita per hari (BPS, 1984). Dalam penghitungan,
dipakai “pengeluaran imajiner” yang diasumsikan
semuanya dibelanjakan untuk kalori. Penghitungan
GKM dilakukan secara interpolasi dari data berkelompok
banyaknya penduduk menurut kelas pengeluaran dan
kalori yang dikonsumsi. Sebelum 1990, penghitungan
untuk bukan-makanan dilakukan dengan menggunakan
persentase beberapa barang bukan-makanan yang
penting terhadap total pengeluaran “kelas miskin”,
sebagai alat “mark-up” untuk mendapatkan Garis
Kemiskinan Total (GKT). Pada 1990, penghitungan
sumbangan bukan-makanan terhadap GKT dilakukan
dengan menggunakan “pengeluaran mutlak” terhadap
12-13 barang bukan-makanan yang penting dari “kelas
miskin”.

1993-1996 Sejak 1993, BPS menggunakan semacam metode cost
of basic needs dalam menentukan GKM dan GKT.
Sebanyak 52 komoditas makanan dipilih dan kuantitas
yang dibutuhkan “disesuaikan” sehingga mencapai
2.100 kilokalori dan Susenas harga implisit digunakan
untuk menurunkan GKM. Sebanyak 46 bahan
bukan-makanan yang “ideal” ditentukan, tetapi penge-
luaran untuk komoditas ini digunakan pengeluaran
“kelas miskin”. Dengan demikian, GKT adalah GKM
+ pengeluaran kelompok miskin terhadap 46 bahan
bukan-makanan yang ideal.

1998-sekarang Keranjang makanan yang digunakan adalah standar
untuk tahun 1998.

Sumber: Berbagai publikasi BPS tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,
misalnya BPS (1992).
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b. Pengukuran muitidimensi

Sesungguhnya BPS juga pernah melakukan pengukuran kemis-
kinan dengan pendekatan multidimensi, tidak hanya menyajikan
angka kemiskinan penduduk (berdasarkan pada data pengeluaran
konsumsi rumah tangga dari Susenas). BPS pernah menyajikan
informasi kemiskinan pada tingkat desa dan pada tingkat rumah
tangga yang berdasarkan pada ukuran bukan konsumsi (non-con-
sumption poverty), yaitu non-income poverty.’ Misalnya, pada
1993, BPS menyajikan informasi tentang desa miskin (pengganti
dari informasi kecamatan miskin yang diberikan oleh Menteri
Ginanjar kepada Presiden Soeharto pada akhir April 1993).

Informasi desa miskin BPS di atas, yang diturunkan berdasar-
kan pada berbagai variabel bukan konsumsi (27 variabel untuk
perdesaan dan 25 variabel untuk perkotaan) di tingkat desa dari
data pada Survei Potensi Desa (Podes) yang dilakukan bersamaan
dengan Sensus Penduduk 1990, kemudian digunakan untuk
melaksanakan program Inpres Desa Tertinggal (terkenal dengan
singkatan IDT).

Selanjutnya, pada 2000, melalui Studi Penentuan Kriteria
Penduduk Miskin (SPKPM 2000)*, BPS juga menyajikan informasi
rumah tangga miskin berdasarkan pada delapan variabel, yaitu
luas lantai; jenis lantai; sumber air minum; tipe jamban; pemilikan
aset; pendapatan per bulan; persentase pengeluaran makanan;
serta konsumsi daging, telur, ayam dan ikan. Kemudian, berdasar-
kan pada data Susenas 2005, dengan menggunakan 14 variabel
untuk menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat tergolong
miskin dan informasi ini digunakan untuk menentukan kelayakan
(eligibility) dalam program Beras Miskin (Raskin).

19 Bank Dunia (2006) menyatakan bahwa untuk Indonesia, non-income poverty
merupakan problem yang lebih serius daripada income poverty (halaman xxiii).

20 Tujuh provinsi merupakan cakupan studi, yaitu Sumatra Selatan, DKI Jakarta,
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Su-
lawesi Selatan.
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Pada 2005, BPS juga melakukan pendataan sosial ekonomi
penduduk 2005 yang bertujuan mendapatkan direktori rumah
tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Empat belas
variabel yang digunakan merupakan variabel konsumsi, tetapi
juga mencakup kondisi rumah tangga (luas lantai, jenis lantai, je-
nis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum,
penerangan yang digunakan, dan bahan bakar yang digunakan),
frekuensi makan dalam sehari, kebiasaan membeli daging/ayam/
susu, kemampuan membeli pakaian, kemampuan berobat ke
puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan rumah tangga, pendi-
dikan kepala rumah tangga, dan kepemilikan aset (BPS, 2009,
26). Penentuan rumah tangga penerima BLT dilakukan dengan
melihat skor rumah tangga yang dihitung berdasarkan pada ke-14
variabel tersebut (BPS, 2009, 27).

Selanjutnya, pada 2008, BPS melakukan pemutakhiran data
basis rumah tangga sasaran Bantuan Langsung Tunai yang dilaku-
kan melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS
2008). Sekarang ini, penentuan rumah tangga sasaran dilakukan
oleh Kantor Wakil Presiden*, walaupun data dasarnya berasal
dari data yang dikumpulkan oleh BPS.

Khusus untuk sektor pertanian, BPS pernah melakukan peng-
hitungan kemiskinan multidimensi (BPS, 2014) pada 2014 dan
menyajikan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) (Multidi-
mensional Poverty Index). Tiga dimensi yang dicakup adalah pen-
didikan dengan dua indikator, kesehatan dengan dua indikator,
dan standar hidup dengan enam indikator sehingga IKM dihitung
berdasarkan pada tiga dimensi dan 10 indikator. Untuk 2013,
persentase RTUP yang miskin multidimensi adalah 21,1%. Se-
mentara itu, berdasarkan pada penduduk, penduduk yang miskin

21 Melalui TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Pe-
mindahan penentuan rumah tangga miskin ini dari BPS merupakan suatu hal
yang patut diapresiasi, karena pada prinsipnya penyajian data statistik, dalam
hal ini yang dilakukan oleh BPS, harus dalam bentuk data agregat (sehingga
data individu tidak diketahui umum) sesuai dengan prinsip kerahasiaan (confi-
dentiality) data individu. Ini sesuai dengan 10 prinsip dasar dari statistik resmi
(10 UN Fundamental Principles of Official Statistics).
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multidimensi di sektor pertanian sebesar 18,2%. Sayangnya,
persentase penduduk miskin yang berdasarkan pada satu dimensi
tidak tersedia menurut sektor sehingga angka kemiskinan multi-
dimensi di sektor pertanian tersebut tidak bisa dibandingkan ang-
ka kemiskinan satu dimensi di sektor yang sama.

Keterbatasan utama untuk pengukuran multidimensi yang
dilakukan BPS adalah penggunaan tiga dimensi saja, yaitu pendi-
dikan, kesehatan, serta standar hidup dan hanya mencakup 10
indikator, dan hanya dilakukan untuk sektor pertanian. Dengan
kata lain, masih perlu dilakukan penghitungan untuk semua sek-
tor dan tidak hanya menggunakan tiga dimensi itu karena masih
banyak dimensi lain, seperti dimensi keamanan dan kemampuan
misalnya.

2. Pengukuran Kemiskinan Lain

Selain informasi pengukuran kemiskinan resmi di atas, ada ber-
bagai cara pengukuran kemiskinan lain di Indonesia, antara lain
yang dijelaskan berikut ini. Sebagaimana GK pemerintah yang ter-
diri atas pengukuran kemiskinan dengan pendekatan satu dimensi
dan multidimensi, demikian pula GK lain terdiri atas pengukuran
satu dimensi dan multidimensi.

a. Pengukuran Kemiskinan Satu Dimensi
1) Pendekatan Sayogyo

Pada pertengahan 1970-an, sebagai contoh, Sayogyo (1977)
dan Asra (1992), menyatakan bahwa rumah tangga di perdesa-
an Indonesia dapat dianggap “miskin” jika pendapatan per ka-
pita per tahun lebih kecil dari 320 kilogram ekuivalen beras,
sedangkan untuk perkotaan 480 kilogram ekuivalen beras.
Kemudian, standar untuk perdesaan diubah menjadi 360 kilo-
gram ekuivalen beras (Sayogyo dan Wiradi, 1985; dalam Asra,
1992). Berdasarkan pada GK ini, Sayogyo menyajikan jumlah
penduduk (bukan keluarga) miskin di Indonesia untuk 1996,
dan angka ini berbeda dengan perkiraan resmi BPS tentang
penduduk miskin untuk tahun yang sama.
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2)

3)

Walaupun GK ini mudah digunakan dan dimengerti, pen-
dekatan ekuivalen beras ini mempunyai kelemahan, terutama
bila digunakan untuk melihat perubahan tingkat kemiskinan
antarwaktu. Kelemahan utama tersebut adalah, karena peru-
bahan harga beras pada umumnya tidak sejalan dengan peru-
bahan harga komoditas lain (biasanya kenaikan harga beras
lebih lambat dibandingkan kenaikan harga komoditas lain ter-
sebut). Dengan demikian, GK ini makin lama akan makin tidak
cocok untuk digunakan sebagai GK yang menggambarkan ke-
mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar,
termasuk beras dan komoditas lain (apalagi yang nonpangan).
Dengan kata lain, standar ekuivalen beras yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga pada 1976 akan menjadi
tidak cukup untuk tahun-tahun selanjutnya.

Garis Kemiskinan Bank Dunia

Bank Dunia, diikuti oleh Asian Development Bank, mengguna-
kan USD1 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari
sebagai GK internasional.*® Selanjutnya, GK ini diperluas
dengan USD2 PPP per kapita per hari. Dengan menggunakan
GK ini, tingkat kemiskinan yang diperoleh berbeda dari yang
berdasarkan pada angka resmi.

Garis Kemiskinan Lain

Sesudah krisis keuangan 1997, Suryahadi, Suryadarma, dan
Sumarto (2006), sebagaimana diacu oleh Asra (2011), menyaji-
kan angka kemiskinan lain yang menunjukkan perkiraan
tingkat kemiskinan di Indonesia untuk 1999 dan 2002 yang
berbeda dari angka BPS (2018). Untuk 1999, perkiraan persen-
tase penduduk miskin oleh Suryahadi, Suryadarma, dan
Sumarto. (2006) adalah 27,0%, sedangkan angka BPS sebesar
23,4%. Sementara untuk 2002, Suryahadi, Suryadarma, dan
Sumarto(2006) memberikan perkiraan sebesar 9,8% dan BPS
menyajikan angka sebesar 18,2%.

22

Untuk uraian bagaimana GK sebesar USD1 per kapita per hari, lihat misalnya
David, Asra, dan de Catsro (1999).
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b. Pengukuran Kemiskinan Secara Dinamis

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
telah melakukan penghitungan kemiskinan secara dinamis ber-
dasarkan pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
Sebelumnya, dua penelitian yang menggunakan pendekatan ini
adalah Alisyahbana dan Yusuf (2003) serta Widyanti, Suryahadi,
Sumarto, dan Yumna. (2009) yang memakai data panel dari Indo-
nesia Family Life Survey (IFLS) 1993 dan 1997 serta 2000.

Selama periode 2008-2010 ditemukan bahwa insiden dari
kemiskinan transien dan kronis, dengan unit pengamatan rumah
tangga, adalah sebesar 23,2%, yang jauh lebih tinggi daripada
insiden kemiskinan berdasarkan pada pendekatan statik (angka
resmi) pada 2010, yang hanya 13,3% (Astuti, Asra, & Ilmma,
2012). Hasil penghitungan ini tidak berbeda jauh dengan hasil
yang disajikan oleh TNP2K, yang menggunakan penduduk seba-
gai unit pengamatan, bukan rumah tangga, dalam menghitung ke-
miskinan dinamis. Hal ini memberikan indikasi bahwa magnitude
dari problem kemiskinan di Indonesia lebih besar daripada yang
biasa dianut berdasarkan pada penghitungan kemiskinan resmi
yang menggunakan pendekatan statis.

c. Pengukuran Kemiskinan Multidimensi

Di samping GK satu dimensi di atas, Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)? pernah menerapkan konsep dan
definisi kemiskinan dengan pendekatan kesejahteraan keluarga,
dengan menggunakan berbagai indikator non-income. BKKN
mengategorikan keluarga sebagai Keluarga Prasejahtera dan Ke-
luarga Sejahtera.*

Keluarga miskin, menurut BKKBN, adalah Keluarga Prase-
jahtera, yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator kese-
jahteraan keluarga di bawah ini:

23 Sekarang menjadi Badan Koordinasi Kependudukan Nasional.
24 AdaKS I, KS I, KS 1ll, dan KS 111 Plus.
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1) anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan
agama yang dianut masing-masing;

2) seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali
sehari atau lebih;

3) seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang ber-
beda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian;

4) bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah; dan

5) bila anak sakit atau Pasangan Usia Subur ingin mengikuti
program Keluarga Berencana (KB), mereka pergi ke sara-
na/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern (BPS,

2009, 16).

Pengukuran kemiskinan multidimensi telah pula dilakukan
dan disajikan oleh para peneliti di Prakarsa dalam beberapa publi-
kasinya.”® Sebagaimana diduga, angka kemiskinan multidimensi
memberikan angka kemiskinan yang berbeda dengan angka ke-
miskinan moneter (yang berdasarkan pada satu indikator, yaitu
pengeluaran). Sebagai contoh, pada 2012, IKM sebesar 35,0% dan
angka resmi adalah 11,7%, dan pada 2014, IKM sebesar 29,7%, se-
mentara persentase penduduk miskin yang resmi hanya sebesar
11,3% (Ningrum, Thaariq, Sagala, & Aidha, 2019).

Dengan kata lain, angka kemiskinan multidimensi bisa ber-
beda dari angka kemiskinan resmi, yang sesungguhnya tidaklah
mengherankan karena metode dan data yang digunakan berbeda.
Akan tetapi, IKM bisa memberikan informasi tambahan yang
penting dalam memahami kemiskinan di Indonesia. Namun, se-
bagaimana halnya IKM BPS (yang hanya untuk sektor pertanian),
IKM yang disajikan oleh peneliti Prakarsa juga hanya mencakup
tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, se-
hingga pengukuran multidimensi masih mungkin untuk dikem-
bangkan lagi dengan mencakup dimensi lain, seperti keamanan
dan kemampuan.

25 Lihat Ningrum dkk. (2010)
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F. KESIMPULAN

Pengukuran kemiskinan telah banyak berkembang dan banyak
didiskusikan dalam literatur. Dari perkembangan tersebut yang
telah dibahas, pada awalnya pengukuran kemiskinan secara objek-
tif, baik secara statik maupun dinamik dengan satu dimensi (uni-
dimensional), lebih dominan dilakukan.

Akan tetapi, berdasarkan peningkatan pemahaman adanya
kelemahan dari pengukuran kemiskinan satu dimensi, terutama
dimensi moneter (pendapatan atau pengeluaran), pada perkem-
bangan terakhir ini pengukuran kemiskinan dengan mengguna-
kan lebih dari satu dimensi (multidimensional) telah makin sering
digunakan. Pengukuran kemiskinan multidimensional relatif le-
bih banyak digunakan karena dianggap lebih realistis dalam me-
motret persoalan kemiskinan utuh yang tidak hanya berdasarkan
pada “uang” (pengeluaran atau pendapatan).

Untuk Indonesia, pengukuran ini telah dimulai pada awal
1970-an ketika menentukan desa tertinggal. Dalam beberapa
hal, pendekatan multidimensi juga telah diterapkan dengan unit
pengamatan rumah tangga, seperti yang telah dilakukan Badan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendekatan kese-
jahteraan keluarga. Pengukuran kemiskinan multidimensi ini da-
lam literatur kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Sen (1999),
Bank Dunia (2000), Alkire (2011), serta Alkire dan Santos (2011).
Untuk Indonesia, pengukuran kemiskinan multidimensi pernah
dilakukan oleh BPS (2014) dan peneliti di Prakarsa (BPS, 2014;
Ningrum, Thaariq, Sagala, & Aidha, 2019; Budiantoro, Martha, &
Sagala, 2015).

Akan tetapi, sebagaimana telah diungkapkan dalam pemba-
hasan sebelumnya, pengukuran multidimensi yang telah dilaku-
kan masih terbatas pada cakupan dimensi yang digunakan.
Dengan demikian, karena penggunaan ukuran kemiskinan multi-
dimensi di Indonesia sudah saatnya dipertimbangkan untuk lebih
banyak digunakan, buku ini menyajikan konsep pengukuran
multidimensi yang mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu yang
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disingkat dengan Ecopos (empowerment, capability, opportunity,
dan security). Dengan demikian, selain perhitungan angka kemis-
kinan penduduk tidak hanya berbasis nilai pengeluaran/pendapat-
an, tetapi juga berbasis dimensi non-ekonomi lainnya sehingga
kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat bisa dilakukan secara lebih menyeluruh.
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BABIII

VARIABEL, DIMENSI,
DAN INDIKATOR GARIS
KEMISKINAN ECOPOS

Carunia Mulya Firdausy

A. KONSEP UMUM ECOPOS

Seperti sudah dibahas di akhir Bab II, garis kemiskinan (GK)
resmi yang hanya berbasis pengeluaran (unidimensional) sudah
disadari memiliki kelemahan yang perlu dilengkapi. Dengan
kata lain, estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin di
Indonesia bisa tidak secara komprehensif mencerminkan realitas
kemiskinan yang dihadapi penduduk, yang sebenarnya bersifat
multidimensi. Di samping itu, walaupun kemiskinan multidimensi
telah dilakukan BPS (dalam Ningrum, Thaariq, Sagala, & Aidha,
2019), serta Budiantoro (2015), cakupan dimensi yang digunakan
masih terbatas pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan yang cakupannya lebih
luas, atau dalam buku ini disebut dengan Pengukuran Ecopos
(empowerment, capability, opportunity, dan security), penting
untuk dikaji secara detail dan mendalam.

Namun, sebelum detail pembahasan dari variabel, dimensi,
dan indikator GK Ecopos didiskusikan lebih lanjut, di bagian sub-
bab B berikut ini dijelaskan terlebih dahulu secara singkat menge-
nai latar belakang apa dan mengapa konsep GK Ecopos diunggul-
kan di dalam literatur. Kemudian, di bagian subbab C dilanjutkan
pembahasan menyangkut dimensi dan indikator-indikator dari
tiap variabel Ecopos yang diungkapkan dalam literatur-literatur.
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Setelah itu, pembahasan berikutnya menyangkut temuan hasil
penelitian lapangan terkait variabel, dimensi, dan indikator dalam
menentukan GK Ecopos di subbab D. Akhirnya, kesimpulan dari
bab ini diberikan di subbab E.

Untuk dicatat di sini, pembahasan dan argumentasi yang di-
ungkapkan dalam bab ini bersumber dari hasil temuan lapangan
melalui survei kualitatif dan kuantitatif, baik dengan cara wawan-
cara mendalam, focus group discussion (FGD), maupun penyebar-
an daftar pertanyaan, kepada sampel 100 rumah tangga miskin
dan nonmiskin di tiap daerah perkotaan dan daerah perdesaan
pada 2015. Daerah perkotaan dan perdesaan terpilih sebagai lo-
kasi penelitian ialah Kota Surabaya, Jawa Timur; Kota Semarang,
Jawa Tengah; dan Desa Babakan Pendeuy, Bogor, Jawa Barat.
Lokasi ini dipilih terutama karena penelitian yang sebelumnya
dilakukan pada 2013 dan 2014. Juga karena pemilihan lokasi kota
dan desa ini diyakini dapat mewakili respons dari masyarakat kota
dan desa. Sementara itu, para narasumber yang dilibatkan dalam
diskusi melalui FGD tidak hanya terbatas pada kalangan akademi-
si dari berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu sosiologi,
antropologi, dan ekonomi, tetapi juga para praktisi dan birokrat
yang berasal dari satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD) di
tiga provinsi tersebut di atas.

Selain itu, FGD dilakukan dengan narasumber yang berasal
dari lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi masyarakat
lainnya. Catatan, untuk diketahui, selain lokasi penelitian di Jawa
tersebut, penelitian lapangan telah dilakukan di daerah perdesaan
dan perkotaan di luar Jawa, seperti Palembang, Sumatra Selatan;
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat;
dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Adapun lokasi penelitian di Provinsi Sumatra Selatan adalah
Kota Palembang, sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Ka-
limantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing adalah
kota kecil Gowa, Kota Pontianak, dan Lombok Barat. Pemilihan
lokasi penelitian ini terutama berdasarkan pada masukan pihak
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Kantor Statistik BPS setempat. Di Kota Palembang, misalnya,
proporsi penduduk miskin sampai 2019 masih di atas dua digit,
yakni sebesar 13,56%. Angka ini bahkan di atas angka kemiskinan
di Provinsi Sumatra Selatan sebesar 12,82%. Demikian pula di
Lombok Barat (NTB) dan kota kecil Gowa (Sulawesi Selatan),
angka kemiskinan sampai 2018 masing-masing masih di atas
angka kemiskinan nasional, yakni 15,20% dan 11,23% (BPS, 2018).

Dalam operasionalisasi variabel, dimensi, dan indikator GK
Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan security) ha-
rus diakui tidak sepenuhnya berasal dari pikiran narasumber dan
para peserta FGD, tetapi juga menggunakan konfirmasi rujukan
literatur. Hal ini dimaksudkan agar variabel, dimensi, dan indika-
tor dari GK Ecopos yang ditemukan dalam penelitian ini dapat
dikonfirmasi dengan variabel, dimensi, dan indikator Ecopos yang
diungkapkan dalam literatur. Dengan demikian, hasil penelitian
ini dapat memperluas dan atau mengkritisi GK Ecopos yang di-
ungkapkan dalam literatur dan sekaligus menetapkan variabel,
dimensi, dan indikator GK Ecopos yang bersifat spesifik dan khas
untuk Indonesia.

B.APA DAN MENGAPA GK ECOPOS?

Konsep dan pemikiran penetapan GK Ecopos (empowerment,
capability, opportunity, dan security), sesuai dengan sebutannya,
bukan berasal dari Indonesia. Konsep dan pemikiran GK Ecopos
juga bukan merupakan konsep dan pemikiran yang serta-merta
timbul dalam pengukuran kemiskinan. Dalam literatur, konsep
ini diungkapkan bermula dari ketidakpercayaan atau kegagalan
dari peran modal melalui investasi fisik dan infrastruktur sebagai
cara utama dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan di satu
pihak dan pencapaian tujuan pembangunan di lain pihak. Bank
Dunia (1971) melalui World Development Report pada 1970, mi-
salnya, menyatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan
tidak cukup hanya diatasi dengan penyediaan modal, tetapi juga
melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan
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kesehatan tidak hanya penting dalam meningkatkan kualitas sum-
ber daya manusia, tetapi juga dalam meningkatkan produktivitas
dan pendapatan penduduk miskin.

Namun, pemikiran terhadap strategi penanggulangan kemis-
kinan melalui satu dimensi modal/kapital tersebut hanya mampu
berusia 10 tahun. Pada 1980, Bank Dunia kembali melakukan per-
ubahan strategi pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan
menekankan pentingnya peran perbaikan manajemen ekonomi
dan ekonomi pasar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.
Latar belakang pentingnya strategi ini didasarkan pada terjadinya
perbedaan hasil pembangunan akibat krisis utang dan resesi
global di negara Asia Timur, Amerika Latin, Asia Selatan, dan
negara Afrika lainnya. Dalam konteks ini, negara-negara di Asia
Timur dan Amerika Latin menunjukkan keberhasilan dalam pe-
ngentasan masyarakat dari kemiskinan melalui perbaikan mana-
jemen ekonomi dan pengembangan ekonomi pasar, sedangkan
negara Asia Selatan dan Afrika relatif lambat dalam mengentaskan
penduduknya dari kemiskinan melalui upaya peningkatan kuali-
tas pendidikan dan kesehatan (Bank Dunia, 2000).

Kemudian, bandul strategi pengentasan penduduk dari ke-
miskinan berubah kembali memasuki awal 1990. Dalam World
Development Report pada 1990, Bank Dunia (1991) menekan-
kan pentingnya dua strategi dalam pengentasan penduduk dari
kemiskinan. Kedua strategi tersebut adalah strategi promosi
pertumbuhan berbasis pemanfaatan tenaga kerja dan investasi
infrastruktur serta strategi penyediaan kebutuhan dasar bagi
penduduk miskin melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan.

Namun, pada akhir 1990, terjadi lagi perubahan pemikiran
dalam strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan. Perubahan
ini tidak hanya merupakan akibat banyaknya bukti dan pengala-
man pada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan tidak op-
timalnya kedua strategi di atas dalam pengentasan penduduk dari
kemiskinan di satu pihak dan adanya perubahan ekonomi berbagai
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negara sebagai akibat globalisasi ekonomi. Adapun strategi yang
disarankan oleh Bank Dunia untuk mengentaskan penduduk dari
kemiskinan tidak lagi didasarkan pada pendekatan ekonomi sema-
ta, tetapi lebih dikhususkan pada tiga strategi, yaitu strategi penye-
diaan kesempatan bagi penduduk miskin (promoting opportunity
strategy), pemfasilitasan pemberdayaan penduduk miskin (facili-
tating empowerment strategy), dan perluasan keamanan (enhancing
security). Penjelasan detail dari uraian ini dapat dibaca dalam World
Development Report 2000/2001 (Bank Dunia, 2001).

Perubahan strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan
juga mendapat dukungan dari Amartya Sen (1999) dalam buku-
nya, Development as Freedom. Menurutnya, selain tiga variabel
yang menyangkut ketiadaan kesempatan (lack of opportunity),
rendahnya keberdayaan (low empowerment), dan keadaan tidak
aman (insecurity), faktor kapabilitas (capabilities) juga harus
dilihat dalam upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan.
Pentingnya akomodasi keempat variabel tersebut dalam penetapan
GK juga disepakati, antara lain, oleh Van Praag, Bernard, &
Carbonnel (2006), Clark (2005), dan Wagle (2002).

Van Praag dkk. (2006), misalnya, menegaskan bahwa peng-
ukuran GK yang mengakomodasi keempat variabel Ecopos lebih
komprehensif bukan hanya dalam upaya memperoleh data pen-
duduk miskin yang lebih tepercaya, melainkan juga dapat meng-
ungkapkan persoalan dasar yang dihadapi penduduk miskin. Bah-
kan, Wagle (2002) tidak hanya menekankan pentingnya variabel
kapabilitas (capability), tetapi juga variabel keterkucilan sosial
(social exclusion) yang banyak berkaitan dengan masalah sosial,
budaya, dan politik. Dengan demikian, GK yang ditetapkan dalam
kebijakan dan program pengentasan penduduk dari kemiskinan
akan lebih berkualitas, adil, dan sesuai dengan persoalan nyata
yang dihadapi penduduk miskin. Itulah sebabnya GK Ecopos di-
rekomendasikan untuk digunakan dalam mengukur jumlah pen-
duduk miskin, khususnya di negara-negara anggota Bank Dunia.
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C.APA DIMENSI DAN INDIKATOR GK ECOPOS?

Seperti diuraikan di atas, penetapan GK berbasis Ecopos men-
jadi cara yang paling komprehensif saat ini. Namun, penetapan
hierarki variabel mana dan apa yang harus didahulukan dan/atau
dilakukan pertama dari variabel Ecopos untuk mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan tidak mudah. Hal ini terjadi karena
tiap variabel Ecopos tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi
juga mempunyai keterkaitan satu sama lain. Jika misalnya variabel
GK hanya mengakomodasi perluasan kesempatan (opportunity)
berbasis indikator jumlah aset dan ketersediaan akses pasar pen-
duduk miskin, kedua indikator ini juga berimplikasi terhadap vari-
abel keberdayaan (empowerment) penduduk miskin sebagai akibat
menguatnya posisi tawarnya. Keadaan ini selanjutnya berdampak
pada variabel keamanan (security) penduduk miskin. Hal ini terja-
di karena aset tersebut menjadi pelindung (security) kemiskinan.

Demikian pula jika variabel yang diakomodasi dalam penang-
gulangan kemiskinan difokuskan pada indikator penguatan insti-
tusi demokrasi dan memberdayakan penduduk miskin (empow-
erment), misalnya dengan menghapuskan diskriminasi peraturan
yang menghambat penduduk miskin, hal ini berarti penduduk
miskin dapat memperoleh kesempatan (opportunity) untuk be-
rusaha keluar dari perangkap kemiskinan. Karena setiap variabel,
dimensi, dan indikator Ecopos mempunyai kaitan satu sama lain,
GK Ecopos harus merupakan satu paket.

Dari catatan World Development Report pada 2000 (Bank
Dunia, 2001), diungkapkan bahwa setiap variabel Ecopos memi-
liki banyak dimensi dan indikator. Variabel keberdayaan atau em-
powerment, misalnya, didefinisikan memiliki enam dimensi dan
indikator. Adapun definisi yang spesifik menjelaskan apa yang
dimaksud dengan pemberdayaan beserta dimensi-dimensinya ti-
dak dijelaskan secara detail dalam sumber rujukan tersebut. Oleh
karena itu, definisi operasional variabel pemberdayaan dalam
penelitian ini sepenuhnya hanya berdasarkan pada dimensi dan
indikatornya.
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Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Keberdayaan

Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan

Keberdayaan Hak Berpolitik Apakah responden dewasa
(Empowerment) (pemocracy) memiliki hak suara untuk memilih
dan dipilih dalam pemilu?
Apakah responden pernah
mendapat halangan saat
menyuarakan pendapat?

Pelayanan - Bagaimana kualitas dan keterse-

Publik diaan pelayanan publik (seperti
pendidikan dan kesehatan) yang
diberikan oleh pemerintah pusat/
daerah?

- Apakah responden mampu
menjangkau akses-akses
penanggulangan kemiskinan yang
diselenggarakan pemerintah?

Kesetaraan - Apakah ada anggota rumah tangga
Gender responden yang pernah mendapat
perlakuan berbeda terkait gender?

Kesetaraan - Apakah responden pernah meng-
Hukum alami perlakuan yang berbeda/
tidak adil terkait dengan hukum?

Keterbatasan - Apakah ada anggota rumah tangga
Fisik responden yang memiliki keterba-
tasan (cacat) fisik?

Hubungan - Apakah responden memiliki
Sosial kendala dalam hubungan sosial
kemasyarakatan?

- Apakah responden memiliki relasi
(jaringan) yang luas?

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan
dalam World Development Report. Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator

diubah menjadi pertanyaan.
Sumber: Bank Dunia (2000)
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Variabel pemberdayaan (empowerment) didefinisikan dalam
enam dimensi dan sembilan indikator. Dimensi tersebut adalah
hak berpolitik, pelayanan publik, kesetaraan gender, kesetaraan
hukum, keterbatasan fisik, dan hubungan sosial. Setiap dimensi
memiliki beragam indikator yang bertujuan mempertajam peng-
ukuran setiap dimensi. Dimensi hak berpolitik, misalnya, memi-
liki dua indikator untuk mengukurnya, yaitu hak memiliki suara
dan hambatan untuk menyuarakan pendapat. Detail dari dimensi
dan daftar pertanyaan untuk indikator variabel keberdayaan
(empowerment) diberikan pada Tabel 3.1.

Berbeda dengan jumlah dimensi dan indikator dari variabel
keberdayaan (empowerment), variabel kemampuan (capability)
didefinisikan dalam tiga dimensi, yaitu kecukupan, harga diri,
dan kebebasan. Sementara itu, indikator dari dimensi kecukupan
didefinisikan khususnya memiliki jumlah indikator yang banyak.
Hal ini tidak mengherankan karena dimensi kecukupan tidak
hanya menyangkut kecukupan pangan, tetapi juga menyangkut
kecukupan nonpangan yang dibutuhkan penduduk. Kecukupan
nonpangan yang dimaksudkan antara lain kecukupan pakaian, pe-
rumahan, dan kesehatan, ataupun pendidikan. Detail dari semua
indikator yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan dari tiap
dimensi untuk mendefinisikan variabel kemampuan (capability)
dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Namun, harus dicatat di sini bahwa tidak semua dimensi dan
indikator untuk menjelaskan variabel kemampuan diambil dari
indikator yang dikemukakan oleh Sen (1999). Ada beberapa in-
dikator yang diungkapkan dalam dimensi kecukupan, khususnya
yang disesuaikan dengan temuan penelitian lapangan sebelum-
nya (Firdausy, 2015a; 2015b). Sementara itu, semua indikator
dalam dimensi harga diri dan kebebasan diambil dari konsep
yang ditetapkan oleh Sen (1999). Hal ini terjadi karena indikator-
indikator dalam dimensi kecukupan tersebut dikonfirmasi dari
temuan penelitian sebelumnya yang penting untuk diakomodasi
dalam konteks dimensi kecukupan dari variabel kemampuan.
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Tabel 3.2 Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Kemampuan
(Capadbility)

Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan

Kemampuan Kecukupan - Dalam 12 bulan terakhir, apakah respon-

(Capability) den pernah mengalami kekurangan
bahan makanan sehingga tidak mampu
memenuhi kebutuhan pangan?

- Apakah rumah tangga responden bisa
mendapatkan air yang bersih untuk air
minum?

- Apakah anggota rumah tangga memiliki
pakaian layak pakai minimal tiga pasang?

- Apakah tempat tinggal responden layak
huni (luas bangunan/anggota rumah
tangga, lantai, atap, dan sebagainya)?

- Apakah tanah dan bangunan yang dihuni
responden merupakan milik sendiri?

- Apakah ada anggota rumah tangga
yang tidak mampu berobat ke fasilitas
kesehatan dasar?

- Apakah ada bayi/balita yang kekurangan
gizi?

- Apakah ada bayi/balita yang meninggal?

- Apakah ada anggota rumah tangga yang
terkena penyakit parah?

- Apa tingkat pendidikan tertinggi
dari anggota rumah tangga dewasa
(perolehan ijazah terakhir)?

Apakah responden puas terhadap kondisi

saat ini?

- Apa motivasi responden untuk mengem-
bangkan diri?

- Apakah responden pernah mengalami

tindakan pelecehan?

Harga Diri
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Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan

Kebebasan

Apakah responden memiliki kebebasan

dalam menyuarakan pendapat?

- Apakah responden memiliki kebebasan
untuk memilih dalam berpolitik?

- Apakah responden memiliki hak yang

sama untuk dipilih dalam berpolitik?

- Apakah anggota rumah tangga perem-
puan pernah mengalami perbedaan
perlakuan terkait gender?

- Apakah responden pernah mengalami
tindakan kejahatan di lingkungan sekitar
responden?

- Apakah responden memperoleh per-
lakuan hukum yang sama di masyarakat?

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan
dalam Sen (1999). Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator diubah menjadi

pertanyaan.
Sumber: Sen (1999)

Adapun contoh indikator dari dimensi kecukupan dimaksud
antara lain menyangkut kecukupan pakaian, rumah layak huni,
aset tanah dan bangunan, ketidakmampuan berobat, serta akses
terhadap pendidikan.

Hal yang sama ditemukan untuk variabel kesempatan
(opportunity). Definisi kesempatan juga hanya diungkapkan da-
lam bentuk dimensi dan indikator. Namun, dalam hal ini, tidak
semua indikator dari ketujuh dimensi dalam variabel kesempatan
diambil dari World Development Report 2000 (Bank Dunia,
2000). Dalam hal dimensi kesempatan kerja, misalnya, indikator
yang berhubungan dengan usia produktif, ketersediaan lapangan
pekerjaan, dan jenis pekerjaan mayoritas penduduk merupakan
indikator yang diperoleh dari hasil FGD dengan narasumber
dalam penelitian ini (Tabel 3.3).

Begitu pula indikator dalam dimensi akses pelatihan bisnis,
akses jalan, dan akses terhadap listrik/energi. Beberapa indikator
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dalam tiap dimensi tersebut berbeda dengan indikator dalam tiap
dimensi yang diungkapkan dalam literatur. Hal ini mengindikasi-
kan adanya kekhasan indikator dalam dimensi akses pelatihan
bisnis, akses jalan, dan akses terhadap listrik/energi yang menjadi
temuan penelitian ini. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa
penggunaan dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam ru-
jukan literatur perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi
dan lingkungan budaya Indonesia. Bahkan, dalam konteks ini,
temuan penelitian ini dapat melengkapi dimensi dan indikator
yang diungkapkan dalam literatur.

Adapun indikator yang berkaitan dengan dimensi akses pasar,
pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta akses terha-
dap jaringan telekomunikasi yang ditemukan dalam penelitian ini
ternyata juga sesuai dengan indikator dari dimensi yang diung-
kapkan dalam World Development Report 2000 (Bank Dunia,
2000). Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya
mengonfirmasi pentingnya indikator-indikator dari tiap dimensi
dalam variabel kesempatan yang diungkapkan Bank Dunia (2001),
tetapi juga sekaligus memodifikasi indikator-indikator dari di-
mensi akses pelatihan bisnis, akses jalan, dan akses terhadap
listrik/energi dalam variabel kesempatan. Dengan catatan, semua
indikator yang diungkapkan di atas untuk keperluan penelitian ini
diubah menjadi daftar pertanyaan.

Tabel 3.3 Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Kesempatan

Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan
Kesempatan Akses Kredit - Apakah rumah tangga ini pernah
(Opportu- memperoleh pinjaman kredit dari
nity) lembaga keuangan formal?

- Untuk keperluan apa kredit tersebut
dipergunakan? (kredit konsumtif atau
produktif)
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Kesempatan
Kerja

Apakah ada anggota rumah tangga di
usia produktif (15—64 tahun) yang tidak
bekerja?

Apa yang menyebabkan ART tersebut
tidak bekerja?

Bagaimana ketersediaan lapangan
pekerjaan di daerah responden?

Apa pekerjaan mayoritas penduduk di
lokasi responden?

Akses
Jaringan
Telekomuni-
kasi

Apakah rumah tangga ini memiliki
jaringan internet?

Untuk keperluan apa biasanya jaringan
internet dipergunakan?

Apakah tempat tinggal responden sudah
terhubung dengan jaringan telepon?

Akses
Pelatihan
Bisnis

Apakah rumah tangga ini pernah
memperoleh pelatihan bisnis?
Bagaimana jarak dari tempat tinggal
menuju pelatihan bisnis tersebut?

Akses Jalan

Apakah tempat tinggal responden sudah
terhubung dengan pusat bisnis, sekolah,
rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya?
Bagaimana jarak dari tempat tinggal

responden menuju pusat bisnis, sekolah,
rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya?

Bagaimana kondisi jalan di sekitar
tempat tinggal responden?

Apakah ada fasilitas angkutan/
transportasi umum yang menghubung-
kan antara tempat tinggal responden
dengan pusat bisnis, sekolah, rumah
sakit, dan fasilitas sosial lainnya?

Akses
Listrik/
Energi

Apakah tempat tinggal responden
memiliki kendala dalam menjangkau
akses kelistrikan?

Apakah tempat tinggal responden jauh
dari akses pembelian bahan bakar,
seperti BBM, gas, dan sebagainya?
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Akses Pasar, - Apakah di sekitar tempat tinggal respon-

Pendidikan, den terdapat pasar untuk memasarkan

Kesehatan, hasil produksi responden?

Sanitasi, dan - Apakah responden mampu meman-

Air Bersih faatkan pasar untuk memasarkan hasil
produksi?

- Apakah di sekitar tempat tinggal
responden terdapat sekolah atau
lembaga pendidikan lainnya?

- Apakah responden mampu bersekolah?

- Apakah di sekitar tempat tinggal
responden terdapat puskesmas, rumah
sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya?

- Apakah responden mampu berobat di
rumah sakit tersebut?

- Apakah di sekitar tempat tinggal respon-
den terdapat sistem sanitasi dan air
bersih yang baik?

- Apakah responden mampu memanfaat-
kan fasilitas sanitasi dan air bersih yang
ada?

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan

dalam World Development Report 2000. Untuk keperluan pengumpulan data, setiap
indikator diubah menjadi pertanyaan.

Sumber: Bank Dunia (2000)

Untuk dimensi dan indikator dalam variabel keamanan
(security), semua sampel responden dan FGD di lokasi penelitian
nyaris tidak secara eksplisit mengungkapkan pentingnya variabel,
dimensi, dan indikator keamanan dalam menetapkan GK Ecopos.
Variabel keamanan (security) didefinisikan meliputi empat dimen-
si dan delapan indikator. Dimensi dan indikator yang diubah da-
lam bentuk daftar pertanyaan dipersepsikan tidak mutlak penting
dalam penetapan GK Ecopos, tetapi lebih bersifat perlu (necessary
conditions). Barangkali temuan ini tidak mengherankan karena
responden beranggapan variabel keamanan beserta dimensi dan
indikator yang ditentukan dalam literatur merupakan tanggung
jawab dan kewajiban pemerintah yang diperuntukkan bagi setiap
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warga negara. Detail dimensi dan indikator yang diubah dalam
bentuk pertanyaan dari variabel keamanan yang ditetapkan da-
lam literatur dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel, di-
mensi, dan indikator Ecopos yang perlu diakomodasi dalam me-
netapkan GK Ecopos tidak dapat digeneralisasi atau seluruhnya
sama dengan yang diungkapkan dalam literatur, tetapi bervariasi
sesuai dengan karakteristik lokasi kemiskinan berada. Dalam pe-
nelitian ini, ditemukan bahwa variabel keamanan (security) tidak
atau belum mutlak perlu digunakan sebagai variabel yang harus
ditetapkan dalam GK Ecopos untuk mengukur proporsi dan jum-
lah penduduk miskin. Variabel keamanan dipersepsikan sebagai
variabel yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban peme-
rintah kepada setiap warga negara Indonesia. Untuk variabel ke-
berdayaan (empowerment), kemampuan (capability), dan kesem-
patan (opportunity), ditemukan mutlak perlu diakomodasi dalam
penetapan garis kemiskinan Ecopos. Lantas, bagaimana hierarki
dan ranking (peringkat) dari variabel, dimensi, dan indikator da-
lam menetapkan GK Ecopos?

D.HIERARKI SERTA RANKING VARIABEL,
DIMENSI, DAN INDIKATOR GK ECOPOS

Penetapan hierarki dan ranking dari variabel, dimensi dan indika-
tor dalam GK Ecopos penting diungkapkan di sini. Paling tidak di-
maksudkan untuk tiga tujuan. Pertama, untuk menajamkan dan/
atau memilah variabel, dimensi, dan indikator yang harus diperha-
tikan dan/atau merupakan necessary condition dalam penetapan
GK Ecopos. Kedua, untuk mengonfirmasi hasil temuan penelitian
ini dengan temuan empiris yang diungkapkan dalam literatur
terdahulu menyangkut tambahan atau pengurangan variabel, di-
mensi, dan indikator dalam penetapan GK Ecopos khas Indonesia.
Ketiga, untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program
pengentasan penduduk dari kemiskinan secara lebih tepat.
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Tabel 3.4. Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator

Keamanan

Variabel Dimensi

Daftar Pertanyaan

Keamanan Kerentanan
(Security)  terhadap Krisis

Apakah responden memiliki pekerjaan
tetap?

Keuangan - Apakah responden memiliki
penghasilan tetap setiap bulannya?
- Apakah responden terkena dampak
adanya krisis keuangan pada
1998/2008?
Kerentanan - Apakah tempat tinggal responden
terhadap berada dalam lokasi yang rawan terjadi
Bencana bencana?
Kerentanan - Apakah di sekitar tempat tinggal
terhadap responden rentan terjadi konflik sosial?
Konflik Sosial - _ Apakah responden pernah mengalami
tindak kejahatan di sekitar tempat
tinggal responden?
Kerentanan - Apakah ada anggota rumah tangga
terhadap responden yang terkena penyakit
Penyakit menular atau penyakit berat?

Apakah lingkungan sekitar rumah
responden rentan terhadap penyakit?

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan
dalam World Development Report (2000). Untuk keperluan pengumpulan data, setiap

indikator diubah menjadi pertanyaan.

Sumber: Bank Dunia, 2000.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa keempat variabel
Ecopos dipersepsikan tidak dapat dibuat ranking atau hierarki se-
cara tegas dalam penetapan GK Ecopos. Hal ini mengindikasikan
bahwa keempat variabel secara umum memiliki tingkat kepen-
tingan yang sama (indifference) untuk diakomodasikan dalam GK
Ecopos. Temuan ini juga mengonfirmasi pernyataan Bank Dunia
(2000) dalam World Development Report 2000 sebagai berikut.
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“There is no hierarchy of importance. The elements
are deeply complementary. Each part of the strategy
affects underlying causes of poverty addressed by the
others”

Namun, berbeda dengan catatan World Development Report
2000, dari keempat konsep Ecopos tersebut, variabel security rela-
tif tidak dianggap sebagai variabel yang mutlak harus dimasukkan
ke penetapan GK Ecopos, tetapi sebagai kondisi yang diperlukan
(necessary condition) atau dapat disebut juga sebagai comple-
mentary factors dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan.
Hal ini tidak mengherankan karena dimensi dan indikator dari
variabel keamanan tersebut tidak hanya merupakan kebutuhan
penduduk miskin, tetapi juga penduduk non-miskin. Dengan kata
lain, dimensi dan indikator dari variabel keamanan ini merupakan
dimensi dan indikator yang bersifat community atau common
right atau juga public right dan bukan terkait dengan kebutuhan
dan hak orang per orang (individual right) sehingga tidak mutlak
harus diakomodasi dalam penetapan GK Ecopos.

Berbeda dengan variabel, dimensi, dan indikator keberdayaan
(empowerment), temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirma-
sikan pentingnya variabel ini, melainkan juga semua dimensi dan
indikator dari variabel keberdayaan yang ditetapkan literatur
(Bank Dunia, 2000) dalam merumuskan GK Ecopos. Keseluruhan
dimensi dan indikator dari variabel keberdayaan yang dimaksud-
kan adalah keberdayaan berpolitik dan berpendapat, keberdayaan
memanfaatkan pelayanan publik, keberdayaan kesetaraan gender,
keberdayaan kesetaraan hukum, keberdayaan fisik, serta keber-
dayaan kehidupan sosial masyarakat (Tabel 3.1).

Selain enam dimensi tersebut, temuan penelitian ini menam-
bahkan tiga dimensi keberdayaan lain yang dipersepsikan penting
dalam GK Ecopos yang diungkapkan dari hasil FGD. Ketiga di-
mensi keberdayaan tambahan tersebut adalah keberdayaan mem-
peroleh lapangan kerja, keberdayaan melakukan dan memperoleh
kegiatan usaha, serta keberdayaan memenuhi kebutuhan non-
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makanan. Namun, dari sembilan dimensi variabel keberdayaan
di atas, ternyata empat dimensi dalam variabel keberdayaan
(empowerment) tersebut diposisikan wajib oleh peserta FGD
untuk dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Keempat dimensi
keberdayaan tersebut adalah dimensi keberdayaan memenuhi
kebutuhan pangan, keberdayaan melakukan dan memperoleh
kegiatan usaha, keberdayaan memperoleh lapangan kerja, serta
keberdayaan memanfaatkan fasilitas publik. Sementara itu, lima
dimensi keberdayaan berpolitik, kesetaraan gender, kesetaraan
hukum, keterbatasan fisik, dan keberdayaan melakukan kehidup-
an sosial tidak diposisikan sangat diperlukan oleh peserta FDG
bagi penetapan GK Ecopos. Alasannya, kelima dimensi ini relatif
diperlukan tidak saja penduduk miskin tetapi juga oleh penduduk
tidak miskin agar tidak mengalami kehidupan miskin.

Untuk variabel, dimensi, dan indikator kemampuan (capabil-
ity), variabel kemampuan perlu dimasukkan ke GK Ecopos. Na-
mun, dalam hal dimensi dan indikatornya, dimensi yang dipersep-
sikan penting untuk GK Ecopos adalah dimensi kecukupan.
Sementara itu, dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu
dimasukkan dalam GK Ecopos (Tabel 3.2). Penyebab lainnya ada-
lah dimensi harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang
bukan merupakan individual right, melainkan lebih merupakan
community right atau common right seperti halnya dimensi dan
indikator dari variabel keamanan yang diuraikan di atas. Dengan
kata lain, harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang tidak
spesifik hanya dibutuhkan bagi penduduk miskin.

Untuk dimensi kecukupan, paling tidak terdapat 11 indikator
yang diungkapkan dalam FGD yang perlu dimasukkan ke pene-
tapan GK Ecopos. Ke-11 indikator itu terkait dengan kemampuan
memenuhi kecukupan pangan, air bersih, pakaian layak, tempat
tinggal, makanan bergizi, kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan/
nafkah untuk rumah tangga, pemilikan aset, kecukupan penda-
patan/pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan sosial kemasyara-
katan (Tabel 3.2).
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Namun, jika 11 indikator dari dimensi kecukupan dalam
variabel kemampuan di atas harus diperingkat berdasarkan pada
tingkat kepentingan, hasil penelitian ini tidak konklusif. Artinya,
tidak ada indikator yang harus lebih didahulukan (indifference).
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan ke-11 indikator
dalam dimensi kecukupan dinilai memiliki kedudukan yang
mutlak sama. Implikasi temuan ini adalah dimensi kecukupan
dengan sebelas indikator yang diberikan pada Tabel 3.2 mutlak
diperlukan dalam penetapan GK Ecopos sesuai dengan yang di-
ungkapkan oleh sampel responden dan FGD.

Selanjutnya, untuk variabel kesempatan (opportunity), pene-
litian ini menegaskan bahwa variabel ini dengan tujuh dimensi
dan 25 indikator perlu diperhatikan dalam menetapkan GK
Ecopos (Tabel 3.3). Tujuh dimensi dari variabel kesempatan yang
mutlak diperlukan dalam menetapkan GK Ecopos adalah akses
memperoleh kredit; akses kesempatan kerja; akses jaringan tele-
komunikasi; akses pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik dan
energi; serta akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Namun, dalam hal ranking kepentingan, dari 25 indikator
untuk semua dimensi variabel kesempatan, ternyata indikator pe-
layanan hidup bersih dan indikator kesempatan mendapatkan
informasi dan komunikasi diposisikan diberi ranking kepentingan
yang rendah oleh responden ataupun peserta FGD penelitian ini
dalam penetapan GK Ecopos. Alasannya, kedua indikator ini lebih
terkait dengan latar belakang sosial budaya (dalam hal ini menyang-
kut pelayanan hidup bersih) dan kenyataan telah meluasnya per-
kembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini.

E. KESIMPULAN

Penetapan GK Ecopos perlu memasukkan variabel keberdayaan
(empowerment), kemampuan (capability), dan kesempatan (op-
portunity). Sementara variabel keamanan (security) dengan segala
dimensi dan indikatornya dipersepsikan hanya sebagai bagian
penting dari GK Ecopos, dan bukan bagian mutlak yang perlu di-
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akomodasi dalam penetapan GK Ecopos. Hal ini mengindikasikan
bahwa penetapan GK perlu mengakomodasi variabel non-
ekonomi, khususnya variabel keberdayaan, kemampuan, dan ke-
sempatan. Sementara itu, variabel keamanan tidak secara eksplisit
diungkapkan menjadi variabel penting dalam penetapan GK. Jus-
tifikasi tidak dipentingkannya variabel keamanan terutama karena
variabel ini dianggap tidak secara linear terkait dengan kemiskinan
seseorang. Dengan kata lain, keamanan merupakan public goods
dan bukan private goods.

Dimensi dan indikator GK Ecopos yang diungkapkan dalam
literatur tidak dapat digeneralisasi dalam penerapannya di Indo-
nesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk variabel ke-
berdayaan, terdapat lima dimensi yang tidak dapat diterapkan da-
lam penetapan GK Ecopos. Kelima dimensi dari variabel pember-
dayaan itu adalah dimensi pemberdayaan berpolitik, kesetaraan
gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik, dan keberdayaan
melakukan kehidupan sosial. Sementara untuk variabel kemam-
puan (capability), dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu
dimasukkan ke GK Ecopos. Dimensi kecukupan dalam variabel
kemampuan merupakan satu-satunya dimensi yang diperlukan
dalam penetapan GK Ecopos. Temuan yang sama didapatkan
untuk variabel kesempatan (opportunity), dengan indikator mem-
peroleh kesempatan mendapatkan informasi dan komunikasi
diberi ranking kepentingan yang rendah.

Oleh karena itu, implikasi kebijakan penetapan GK Ecopos
berdasarkan pada studi ini adalah sebagai berikut. Pertama,
variabel, dimensi, dan indikator untuk menetapkan GK Ecopos di
Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan yang ditemukan dalam
literatur. Kedua, GK resmi BPS yang hanya menggunakan variabel
pengeluaran dengan dua dimensi makanan dan nonmakanan
perlu dilengkapi dengan masukan variabel, dimensi, dan indika-
tor Ecopos yang dipersepsikan penduduk miskin dan tidak miskin
dalam penelitian ini. Ketiga, perbaikan terhadap GK resmi yang
berpedoman pada GK Ecopos yang dipersepsikan dalam peneli-
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tian diyakini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan kepada
pemerintah untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan,
tetapi juga dapat meningkatkan kualitas SDM, daya saing, produk-
tivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional kini dan mendatang.
Hal ini terjadi karena dengan dipenuhinya keempat variabel Eco-
pos beserta dimensi dan indikatornya, penduduk miskin besar
kemungkinan memiliki peluang yang luas untuk meningkatkan
kualitas kehidupannya yang kemudian dapat berkontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi nasional.
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BAB IV

PENCAPAIAN KERJA
LAYAK MELALUI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN ECOPOS
SEKTOR INFORMAL

Nawawi

A.KERJA LAYAK DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Konsep kerja layak (decent work) diperkenalkan pertama kali pada
1999 dalam konferensi lembaga perburuhan internasional (Inter-
national Labour Organisation/ILO) sesike-87 di Geneva, Swiss. Ide
awalnya adalah merangkum berbagai dimensi dan indikator yang
terkait ketenagakerjaan sebagai instrumen penting bagi pemerin-
tah di setiap negara untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan yang
merata, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan (International
Labour Organization [ILO], 1999). Pada saat itu, pencapaian kerja
layak juga masuk salah satu pembahasan untuk persiapan mendu-
kung kesepakatan agenda internasional yang kemudian dikenal
dengan Millennium Development Goals (MDGs). Selanjutnya,
dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2005,
lebih dari 150 negara menyatakan berkomitmen melaksanakan
pencapaian kerja layak yang mengharuskan adanya tindakan di
tingkat global, regional, ataupun nasional (ILO, 2007). Pada Feb-
ruari 2008, Komisi PBB untuk Pembangunan Sosial juga menetap-
kan resolusi tentang pencapaian kerja layak bagi semua orang,
sekaligus menegaskan kembali adanya kebutuhan yang mendesak
untuk menciptakan kondisi kondusif di tingkat nasional ataupun
internasional dalam rangka pencapaian kerja layak (ILO, 2018).
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Pada 16 Februari 2016, setelah pelaksanaan MDGs berakhir,
masyarakat internasional kembali menyepakati masuknya agenda
pencapaian kerja layak dalam tujuan pembangunan berkelanjutan

atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals
atau SDGs (ILO, 2018).

Pencapaian kerja layak merupakan salah satu upaya yang
diyakini dapat mengatasi permasalahan kemiskinan (ILO, 1999;
Anker, Chernyshev, Egger, Mehran, & Ritter, 2007; Widarti, 2007).
Dalam hal ini, upaya mengatasi kemiskinan melalui pencapaian
kerja layak dilakukan dengan penerapan berbagai kebijakan kete-
nagakerjaan dengan tujuan utama perluasan kesempatan kerja
yang dapat memberikan kesempatan bekerja kepada setiap orang
untuk terlibat dalam pekerjaan yang layak dan produktif. Konsep
“bekerja” menurut perspektif kerja layak menitikberatkan pada
aspek keadilan dan pemenuhan hak fundamental yang melekat
pada tenaga kerja (pekerja) disertai urgensi pengembangan diri
pekerja ke arah bekerja yang lebih produktif (ILO, 1999). Dengan
kata lain, keterkaitan antara kelayakan pekerjaan dan upaya me-
ngurangi kemiskinan harus dilihat bukan hanya sebagai akibat
dari ketidakmampuan secara ekonomi, melainkan erat kaitannya
dengan pemenuhan hak dasar manusia dan perlakuan adil bagi
seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan
(bekerja) secara (lebih) bermartabat (Anker dkk., 2002).

Anker dkk. (2002, 2) mengemukakan bahwa pencapaian kerja
layak berimplikasi kuat terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini
terjadi karena yang menjadi kelompok target dari pencapaian ker-
ja layak adalah mereka yang dikategorikan miskin dan rentan (the
poor and vulnerable). Selanjutnya, dinyatakan bahwa pencapaian
pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah keharusan dalam
upaya pengurangan kemiskinan, tetapi hal tersebut merupakan
sebuah kondisi yang tidak cukup untuk menciptakan pengurang-
an kemiskinan secara berkelanjutan. Diperlukan berbagai kom-
binasi kebijakan untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang berimplikasi terhadap percepatan pengurangan kemiskinan
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dan bukan sebaliknya (perlambatan penurunan kemiskinan). Da-
lam hal ini, analisis yang lebih baik tentang konsep kerja layak dan
keterkaitannya dengan kemiskinan akan memberikan pemikiran
yang bermanfaat terhadap kemungkinan penentuan berbagai
pilihan kebijakan pengurangan kemiskinan.

Dalam upaya mengampanyekan pencapaian kerja layak, ILO
berpedoman pada pencapaian empat dimensi yang menjadi pi-
lar utama pencapaian kerja layak. Keempat dimensi kerja layak
tersebut adalah (1) Perluasan kesempatan kerja; (2) Perlindungan
hak pekerja; (3) Pelaksanaan jaminan sosial; dan (4) Dialog sosial.
Penerapan keempat dimensi ini bersifat universal, yaitu berlaku
tidak hanya pada pekerja di sektor ekonomi formal, tetapi juga
pekerja di sektor informal, di antaranya penerima upah tidak tetap
(unregulated wage workers), pekerja mandiri (self employed), dan
pekerja rumahan (home workers) yang jumlahnya mendominasi
sebagian besar angkatan kerja di banyak negara di seluruh dunia
(ILO, 2007, 3).

ILO menempatkan keempat pilar tersebut sebagai kerangka
strategis bagi pemerintah di berbagai negara untuk menggalang
kemitraan dengan berbagai pihak menuju tercapainya sasaran
kerja layak (Anker dkk., 2002). Namun, tidak semua dimensi kerja
layak yang dikembangkan oleh ILO tersebut aplikatif di semua
negara, sehingga pengembangan suatu konsep kerja layak me-
merlukan penyesuaian terhadap berbagai faktor atau karakteristik
yang ada di setiap negara, wilayah, daerah, hingga di tingkat ko-
munitas (Widarti, 2007). Penyesuaian tersebut diperlukan terkait
dengan perbedaan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk
penentuan prioritas strategis dalam proses pembangunan serta
kondisi pasar kerja dan angkatan kerja di tiap negara (Ghai, 2003).
Pada banyak kasus di negara berkembang, seperti di Indonesia,
dengan sektor ekonomi informal umumnya cenderung mendomi-
nasi penyediaan lapangan kerja, maka penyesuaian terhadap apli-
kasi kerja layak menjadi sangat diperlukan (Nagib, 2010, 4).
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Indonesia merupakan satu di antara kelompok negara perta-
ma di dunia yang sejak awal telah menyepakati rencana aksi pen-
capaian kerja layak, termasuk turut berkomitmen mempromosi-
kan serta mengupayakan pencapaian kerja layak. Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)
tahap kedua pada 2010-2014, pencapaian kerja layak ditempatkan
sebagai salah satu strategi yang terintegrasi dalam agenda pening-
katan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
Strategi tersebut dikenal dengan triple track strategy, yaitu pro-
job, pro poor, dan pro growth. Pelaksanaan ketiga strategi tersebut
ditujukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang layak, yaitu
lapangan kerja produktif, keamanan di tempat kerja dan perlin-
dungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta memberikan ke-
bebasan berekspresi dan beraspirasi, kebutuhan berorganisasi dan
ruang partisipasi dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi
kehidupan pekerja (Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, 2009). Keseriusan dan komitmen Pemerin-
tah Indonesia dalam meningkatkan pencapaian kerja layak ber-
lanjut pada pelaksanaan RPJMN tahap ketiga pada 2015-2019
yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan daya
saing dan kualitas tenaga kerja sebagai salah satu sasaran strate-
gis dalam pembangunan nasional (Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, 2014).

Dalam konteks Indonesia, upaya pengurangan kemiskinan
tentunya tidak akan berhasil tanpa menyentuh perekonomian in-
formal (Nagib, 2010). Hal ini sangat penting, mengingat ciri per-
ekonomian Indonesia yang dualistik, yakni sektor informal (tra-
disional) memiliki peran dominan dalam menyediakan lapangan
kerja dibandingkan sektor formal. Artinya, penerapan indikator
kerja layak sangat perlu memperhatikan dinamika pekerjaan di
sektor ekonomi informal (agar lebih aplikatif), walaupun pene-
rapannya di sektor formal masih menghadapi banyak keterbatasan
(Widarti, 2007). Sebagai contoh, indikator tingkat pengangguran
terbuka (TPT) dianggap kurang sensitif jika digunakan untuk
menganalisis masalah ketenagakerjaan di negara yang sedang
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berkembang seperti Indonesia karena TPT tidak mencerminkan
masalah ketenagakerjaan secara keseluruhan (Handayani, 2008).
Terlebih bila indikator TPT tersebut digunakan untuk meng-
gambarkan kondisi kemiskinan. Sebagian besar penduduk Indo-
nesia tidak akan sanggup menjadi penganggur, sehingga hal ini
kurang sensitif untuk menggambarkan kondisi kemiskinan yang
sebenarnya (Squire, 1992, 3). Berbeda dengan negara-negara yang
lebih maju yang menyediakan tunjangan pengangguran (unem-
ployment benefit). Di sisi lain, sebagian besar penduduk Indonesia
yang berpotensi menganggur sebenarnya tertampung di ekonomi
informal yang kondisinya erat dengan kemiskinan (Nagib, 2010).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian
kerja layak tentunya perlu memperhitungkan keragaman daerah,
terutama prioritas kebijakan dan dukungan pemerintah setempat
terhadap ekonomi tradisional serta tradisi demokratik yang se-
dang berkembang. Sebagaimana dikemukakan dalam Discussion
Paper for the Tripartite Meeting of Experts on the Measurement
of Decent Work di Geneva pada September 2008, bahwa indikator
kerja layak, selain mencakup seperangkat indikator-indikator uta-
ma, harus mencerminkan keadaan khusus yang dapat mengiden-
tifikasi indikator yang paling relevan, sehingga dapat menangkap
semua dimensi kerja layak. Artinya, dalam memahami pencapai-
an kerja layak, dapat ditambahkan indikator-indikator baru yang
lebih relevan dan spesifik sesuai dengan karakteristik suatu nega-
ra, daerah dan komunitas (ILO, 2007, 13).

Pembahasan dalam bab ini bertujuan menganalisis upaya
pencapaian kerja layak melalui konsep penanggulangan kemis-
kinan Ecopos dengan fokus pada pekerja di sektor informal.
Secara khusus, analisis dalam bab ini ditujukan untuk mengkaji
keterkaitan antara upaya pengurangan kemiskinan melalui pen-
capaian kerja layak dan aplikasinya pada empat dimensi yang
menjadi domain utama konsep pengurangan kemiskinan Eco-
pos. Keempat dimensi kemiskinan Ecopos adalah keberdayaan
(empowerment), kemampuan (capability), kesempatan/peluang
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(opportunity), dan keamanan (security). Dalam hal ini, konsep
pengurangan kemiskinan Ecopos diletakkan sebagai cara lain da-
lam melihat sumber dan persoalan kemiskinan, yaitu tidak semata
berpaku pada rendahnya pendapatan/pengeluaran seseorang.
Kombinasi kedua pendekatan ini, yaitu konsep kerja layak dan
pengurangan kemiskinan Ecopos diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif dan realistis terhadap sum-
ber dan permasalahan kemiskinan di Indonesia sehingga rumus-
an dan penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat
dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan target penanggulangan
kemiskinan. Hal ini didasari pemikiran awal bahwa kemiskinan
bersifat multidimensi yang keberagamannya dapat dijelaskan me-
lalui berbagai pendekatan multidisiplin. Kemiskinan merupakan
akibat dari suatu keadaan, tetapi secara bersamaan juga bisa di-
pandang sebagai sebab dari suatu keadaan. Artinya, tidak ada satu
“resep” yang berlaku untuk semua keadaan. Kenyataan ini seka-
ligus memperlihatkan kompleksitas upaya mengurangi kemis-
kinan di Indonesia, termasuk untuk melihat sumber permasalah-
an kemiskinan itu sendiri. Sementara itu, sektor informal dipilih
sebagai fokus dalam pembahasan di bab ini dengan pertimbangan
utama karena dominasi ekonomi informal pada penyediaan lapa-
ngan kerja di Indonesia.

Data utama dalam tulisan ini berasal dari hasil serangkaian
focus group discussion (FGD) dan workshop tentang pengurangan
kemiskinan Ecopos dan kerja layak di sektor informal yang dila-
kukan oleh tim kajian pengurangan kemiskinan Ecopos LIPI di
kota Jakarta, Yogyakarta, dan Kabupaten Subang (2014-2015).
Kegiatan FGD dan workshop tersebut melibatkan perwakilan
pelaku pekerja informal, perkumpulan/asosiasi pekerja informal,
dan aparatur pemerintahan daerah. Data pendukung lainnya
berasal dari hasil penelitian tentang indikator pekerjaan layak
yang sebelumnya dilakukan di Tangerang, Solo, Temanggung,
dan Bantul (2011-2013). Penelitian di Kota Tangerang dan Solo
dilakukan untuk mewakili analisis daerah perkotaan. Sementara
penelitian di kabupaten Temanggung dan Bantul dipilih untuk
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mewakili daerah perdesaan. Di keempat daerah penelitian ini,
kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan kombinasi
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh
melalui penyebaran kuesioner, mencakup masing-masing 150 re-
sponden kepala rumah tangga di setiap lokasi penelitian, dengan
mengambil kasus pada tiga desa (kasus perdesaan) dan tiga
kelurahan (kasus kelurahan) yang memiliki komposisi dominasi
paling banyak angkatan kerja yang bekerja di sektor informal. Se-
mentara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara
mendalam dan FGD melibatkan berbagai narasumber seperti
pekerja sektor informal (petani, pedagang, pekerja rumahan,
dan pekerja tidak tetap/serabutan), kepala rumah tangga, tokoh
masyarakat, organisasi pekerja sektor informal, hingga pemangku
kebijakan di tingkat desa/kelurahan dan kota/kabupaten.

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi empat subbab yang
saling terkait. Setelah bagian pertama, yang menjelaskan soal
keterkaitan antara pencapaian kerja yang layak dan pengurangan
kemiskinan, uraian dalam bab ini dilanjutkan pada bagian kedua
yang menjelaskan konsep dan dimensi kerja layak. Pada bagian
ini, pembahasan dikhususkan pada konsep operasional yang di-
pakai dalam tulisan ini sebagai dasar analisis keterkaitan antara
pencapaian kerja layak dan pengurangan kemiskinan melalui
pendekatan Ecopos di sektor informal. Pembahasan dilanjutkan
pada bagian ketiga yang mendiskusikan implikasi dan strategi
penanggulangan kemiskinan Ecopos untuk mencapai kerja layak
di sektor informal. Bagian terakhir merupakan catatan penutup
yang merangkum inti pembahasan dalam bab ini terkait upaya
pencapaian kerja layak di sektor informal melalui pendekatan ke-
miskinan Ecopos.

B. KONSEP DAN DIMENSI KERJA LAYAK

Kerja layak merupakan konsep yang luas dengan beragam aspek
penerapan yang berbeda antara satu negara dan negara lain. Di
samping untuk meningkatkan pendapatan, pencapaian kerja layak
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juga ditujukan untuk mendukung peningkatan ekonomi dan sosial
penduduk yang lebih luas. Pencapaian kerja layak juga diyakini
dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja, menjaga stabilitas
ekonomi di tingkat keluarga, dan bentuk demokrasi yang menjadi
hak setiap individu di masyarakat. Di samping itu, pencapaian
kerja layak sangat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan
sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan
berkelanjutan. Mengacu pada ILO (1999), kerja layak didefinisikan
sebagai berikut:

“Decent work involves opportunities for work that
is productive and delivers a fair income, security
in the workplace and social protection for families,
better prospects for personal development and social
integration, freedom for people to express their
concerns, organize and participate in the decisions
that affect their lives and equality of opportunity and
treatment for all women and men’.

Dalam perkembangannya, sebagai bagian dari upaya untuk
mengevaluasi pencapaian kerja layak di suatu negara, keempat
elemen dasar kerja layak diturunkan ke berbagai indikator. Ank-
er dkk. (2002) menurunkan empat komponen tersebut dalam 11
variabel utama dan 39 indikator turunan. Sementara itu, Widarti
(2007), dalam kajiannya tentang aplikasi indikator pekerjaan layak
di Indonesia, menurunkan keempat pilar utama pencapaian kerja
layak menjadi 23 indikator. Konsep kerja layak juga memiliki cara
pandang lain dengan mengelompokkan komponen dasar menjadi
dua kategori berdasarkan pada sumber pencapaiannya. Pada kat-
egori pertama, yaitu komponen kesempatan kerja dan jaminan
sosial merujuk pada pencapaian yang diakibatkan dari kegiatan
pembangunan ekonomi suatu negara. Sementara kategori kedua,
yakni pengakuan hak pekerja dan dialog sosial, merujuk pada
keberadaan peraturan terkait ketenagakerjaan yang mengatur
berbagai perlindungan terhadap pekerja serta hubungan antara
pekerja dan pemberi kerja (Anker dkk., 2002).
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Meskipun bersifat universal, dalam arti indikator tersebut
dapat diterapkan pada semua negara dengan tahap-tahap pemba-
ngunan yang berbeda, dalam penerapannya terdapat beberapa
indikator yang cenderung bias pada negara maju dan pekerja
sektor formal, khususnya untuk komponen perlindungan sosial
dan dialog sosial. Hasil kajian Widarti (2007) menyimpulkan
bahwa indikator perlindungan sosial dan dialog sosial merupakan
aspek penting yang berkaitan dengan tingkat dan kapasitas
pembangunan masyarakat. Perlindungan sosial mencakup kebu-
tuhan mendesak seseorang dan untuk memberikan perlindungan
atas kejadian yang tidak terduga. Sebagian besar negara industri
atau negara maju menyediakan perlindungan sosial untuk risiko-
risiko yang dihadapi oleh mayoritas pekerja. Namun, sebagian be-
sar negara berkembang cakupannya hanya terbatas pada pekerja
sektor formal dengan tingkat kesertaan yang juga masih belum
optimal, termasuk yang ditemukan di Indonesia. Temuan lainnya
oleh Nagib (2010), dalam penelitiannya di Kota Bandung, me-
nyimpulkan bahwa tidak semua indikator kerja layak ILO dapat
dioperasionalkan di lokasi kajian. Tingginya proporsi pekerjaan di
sektor informal dan beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal
menyebabkan banyak indikator kerja layak sulit diterapkan. Hal
ini terutama karena konsep kerja layak cenderung bias pekerjaan
formal (terutama sektor industri pengolahan), dan tidak adanya
standar untuk mengukur “kelayakan” suatu pekerjaan. Sebagian
besar indikator “kelayakan” pekerjaan cenderung menunjukkan
pekerjaan “tidak layak’, terutama dilihat dari beberapa indikator,
seperti “proporsi pekerja di sektor informal’, “pengangguran pe-
muda’, “tingkat pengangguran’, “share perempuan di pekerjaan
profesional’, “penghasilan rata-rata pekerja’, dan “kelebihan jam
kerja” pekerja.

Keterbatasan lain terkait dengan penerapan indikator pen-
capaian kerja layak adalah belum (kurang) tersedianya data yang
lengkap yang diturunkan dari keempat komponen kerja layak.
Masalah ini terkait dengan akses dan kelayakan data sehingga
evaluasi terkait pencapaian kerja layak di suatu negara sering kali
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bersifat parsial. Selain itu, terdapat kecenderungan pengukuran
yang bersifat kuantitatif dan kurang didukung dengan analisis
kualitatif. Padahal terdapat berbagai aspek yang tidak terukur
yang dapat memberikan makna berbeda dalam upaya pencapaian
kerja layak, khususnya dikaitkan dengan pengurangan kemis-
kinan.

Mengingat sumber dan masalah kemiskinan bersifat multi-
dimensi, upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan harus mem-
pertimbangkan banyak aspek. Selain sisi pendapatan dan penge-
luaran, diperlukan telaah terkait dengan dimensi lain yang me-
mengaruhi setiap pekerja dalam berusaha keluar dari keterbatasan
akibat masalah kemiskinan. Pelaksanaan strategi dan kebijakan
pengurangan kemiskinan tidak akan berjalan efektif jika dilaku-
kan tanpa mengaitkan aspek lain, baik itu ekonomi, politik, sosial,
maupun budaya. Dalam hal ini, selain mengacu pada dimensi
utama kerja layak yang dipromosikan oleh ILO, operasionalisasi
kerja layak untuk pengurangan kemiskinan yang digunakan da-
lam tulisan ini mengacu pada konsep pengurangan kemiskinan
Ecopos. Operasionalisasi kerja layak diturunkan melalui pengga-
lian aspirasi dan persepsi pekerja dan kelompok pekerja di sektor
informal terhadap urgensi pencapaian indikator kesempatan ker-
ja, perlindungan, jaminan sosial, dan dialog sosial—sebagai indi-
kator utama dalam pencapaian kerja layak. Sementara kebijakan
pemerintah, khususnya dalam konteks otonomi daerah, ditempat-
kan sebagai dimensi yang dapat memengaruhi terciptanya kesem-
patan, kemampuan, keberdayaan, dan keamanan pekerja di sektor
informal—sebagaimana empat dimensi yang menjadi penekanan
utama konsep kemiskinan Ecopos. Dengan menggabungkan dua
pendekatan tersebut, diharapkan ditemukan irisan penting yang
saling melengkapi antara konsep pengurangan kemiskinan Eco-
pos dan kerja layak. Cara ini diharapkan dapat memberikan alter-
natif pemikiran berdasarkan pada persepsi dan aspirasi masalah
dan sumber kemiskinan pada aspek pekerjaan individu (dalam
hal ini pekerja sektor informal) atau kelompok tertentu dalam
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masyarakat, serta bagaimana keragaman dimensi keberdayaan,
kemampuan, kesempatan, dan keamanan dapat diaplikasikan un-
tuk memengaruhi kondisi kerja yang layak pekerja informal, baik
di tingkat rumah tangga pekerja hingga kepentingan yang lebih
luas (pelaksanaan pembangunan di daerah). Uraian dalam subbab
berikut ini menjelaskan keterkaitan dua pendekatan tersebut se-
cara lebih terperinci.

C.KETERKAITAN KONSEP KEMISKINAN
ECOPOS DENGAN KERJA LAYAK

Materi utama pembahasan berikut ini berasal dari hasil serang-
kaian kegiatan FGD dan workshop terbatas di Kota Jakarta, Yogya-
karta, dan Subang (2015) yang melibatkan pemangku utama
pelaku dan pembuat kebijakan terkait sektor informal di daerah,
yakni pekerja informal, perkumpulan/organisasi pekerja informal,
dan aparatur pemerintahan daerah. Tujuan utama pelaksanaan
FGD dan workshop tersebut adalah menangkap aspirasi dari
pelaku utama kegiatan ekonomi informal dan pemangku kebija-
kan di daerah serta validasi terkait aplikasi konsep pengurangan
kemiskinan Ecopos dan kerja layak di sektor informal.

Dalam serangkaian workshop tersebut, peserta diberi pema-
haman terlebih dahulu terkait konsep kemiskinan Ecopos dan
konsep kerja layak (termasuk temuan penelitian sebelumnya di
Tangerang, Solo, Temanggung, dan Bantul). Selanjutnya, dengan
maksud untuk memperdalam pemahaman keterkaitan antara
konsep kemiskinan Ecopos dan kerja layak, dalam setiap kegiatan
workshop di ketiga lokasi tersebut peserta dibagi ke dalam empat
hingga lima kelompok dan kemudian bekerja bersama (partici-
patory approach) untuk menilai dan menentukan relevansi dan
urgensi indikator utama kerja layak dan kaitannya dengan empat
dimensi konsep kemiskinan Ecopos. Cara ini digunakan, selain
untuk menangkap aspirasi langsung dari pelaku dan penentu ke-
bijakan sektor informal di daerah, untuk mendapatkan gambaran
yang lebih realitas di lapangan terkait pencapaian kerja layak dan
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sumber permasalahan kemiskinan di sektor informal—khususnya
dengan mempertimbangkan kedekatan, pengalaman, dan kepen-
tingan langsung dari pelaku sektor informal di daerah terhadap
pencapaian kerja layak dan upaya pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan pada hasil FGD dan serangkaian workshop
tersebut, dapat dinyatakan bahwa dari 17 indikator utama yang
digunakan dalam kajian ini untuk menilai kelayakan pekerjaan
di sektor informal, terdapat delapan indikator yang dapat dikate-
gorikan paling relevan (mendapat nilai paling tinggi) memiliki
keterkaitan langsung dengan konsep pengurangan kemiskinan
Ecopos. Kedelapan indikator tersebut adalah akses tempat
usaha dan sumber pendapatan alternatif (dimensi keberdayaan),
investasi pendidikan dan pengembangan modal usaha (dimen-
si kapabilitas), keberlanjutan dan ketersediaan pekerjaan (di-
mensi kesempatan), serta perlindungan usaha dan minim risiko
kerugian (dimensi keamanan). Sementara itu, sembilan indikator
kerja layak yang dianggap tidak menjadi prioritas utama, tetapi
penting dalam melihat kelayakan pekerjaan di sektor informal,
adalah indikator jam kerja, tingkat pendidikan, kesempatan ke-

Gambar 4.1 Keterkaitan Konsep Kemiskinan Ecopos dalam Pencapaian Kerja
Layak Menurut Indikator Utama.
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hidupan pribadi, interaksi sosial, jaminan hari tua dan kematian,
jaminan kecelakaan kerja, keanggotaan organisasi pekerja infor-
mal, ketersediaan tenaga kerja, serta kenyamanan dalam bekerja.
Gambar 4.1 berikut ini meringkas keterkaitan di antara kedelapan
indikator utama kerja layak yang dikelompokkan berdasarkan
pada empat dimensi pengurangan kemiskinan Ecopos, dilanjut-
kan penjelasan terkait tiap aspek tersebut dengan mengambil be-
berapa kasus yang ditemukan di lokasi penelitian terpilih.

1. Dimensi Keberdayaan/Pemberdayaan
(Empowerment)

Dimensi keberdayaan/pemberdayaan (empowerment) dalam pe-
ngurangan kemiskinan Ecopos memiliki keterkaitan erat dengan
konsep kerja layak sektor informal. Bagi pekerja informal perkota-
an, dimensi keberdayaan menyangkut pengakuan atas keberadaan
dan peran ekonomi informal. Bentuk pengakuan tersebut diarti-
kan oleh pelaku kegiatan ekonomi informal ke dalam dua kebu-
tuhan. Pertama, terkait ada atau tidaknya dukungan kebijakan
pemerintah daerah untuk menyediakan tempat usaha; dan kedua
terkait keberadaan jaminan kenyamanan dalam mengembangkan
usaha bagi pelaku ekonomi informal. Pandangan ini umumnya
disampaikan oleh pekerja informal perkotaan yang bekerja di
sektor perdagangan. Dalam hal ini, kebutuhan permodalan bukan
menjadi aspek paling penting dalam konteks membangun keber-
dayaan pekerja informal perkotaan.

Temuan ini sangat penting, mengingat selama ini aspek per-
modalan sering kali dianggap merupakan faktor paling penting
bagi setiap pelaku/pekerja di sektor informal, khususnya subsek-
tor perdagangan. Berdasarkan pada hasil pendalaman, diketahui
bahwa pengakuan keberadaan sektor informal melalui penyediaan
tempat usaha dan jaminan kenyamanan usaha dipercaya oleh para
pelaku pekerja informal secara otomatis akan berdampak positif
terhadap upaya peningkatan pendapatan yang mereka peroleh.
Dalam hal ini, temuan kajian di Kota Solo dapat diambil sebagai
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contoh kasus untuk menggambarkan bagaimana keberhasilan pe-
merintah daerah setempat berusaha meningkatkan keberdayaan
pekerja informal perkotaan (khususnya pedagang kaki lima)
melalui serangkaian pelaksanaan kebijakan ekonomi informal.
Melalui pemberian izin dan pengaturan usaha pedagang kaki lima
pada hari, jam dan lokasi tertentu diakui oleh pelaku pekerja infor-
mal di daerah tersebut dapat menjamin kepastian usaha mereka
di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam
memberikan fasilitas tempat usaha permanen bagi pedagang kaki
lima. Aparatur pemerintah daerah Kota Solo juga dinilai berhasil
memberikan perlindungan bagi pelaku pekerja informal dengan
mengatur keberadaan sektor perdagangan modern (seperti shop-
ping mall) dan merevitalisasi kegiatan ekonomi informal (pasar
tradisional). Penyusunan rencana penataan lokasi dan alokasi
waktu usaha bagi pelaku pekerja informal yang dirancang oleh pe-
merintah daerah Kota Solo, khususnya pedagang kaki lima, juga
melibatkan aspirasi perwakilan organisasi pekerja informal. Pro-
ses tersebut dinilai oleh pelaku pekerja informal sebagai bagian
dari bentuk pengakuan pemerintah setempat terhadap posisi dan
peran sektor informal dalam perekonomian daerah serta mampu
meningkatkan kepercayaan mereka terhadap berbagai rencana
pemerintah daerah dalam mengelola sektor informal.

Berbeda dengan pelaku ekonomi informal perkotaan, bagi
pekerja informal perdesaan aspek keberdayaan untuk mengurangi
kemiskinan melalui pencapaian kerja layak dimaknai sebagai
upaya memperoleh berbagai kegiatan ekonomi alternatif yang
dapat memberikan tambahan pendapatan. Artinya, keberadaan
pekerjaan tambahan di samping pekerjaan utama menjadi unsur
penting dalam melihat keberhasilan pemberdayaan pekerja infor-
mal perdesaan. Hal ini dapat dipahami, mengingat kurang berag-
amnya alternatif mendapatkan pekerjaan tambahan di perdesaan
dibandingkan wilayah perkotaan terutama yang menjanjikan
pendapatan memadai.
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Berdasarkan pada hasil FGD dan workshop di Yogyakarta
(2015), ditemukan bahwa selama ini petani dan peternak di kabu-
paten Bantul telah banyak menerima berbagai program pember-
dayaan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah.
Namun mayoritas program tersebut tidak berkesinambungan. Ke-
banyakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berhenti
setelah program selesai dilaksanakan. Contohnya adalah program
kredit usaha tani, budi daya usaha tani buah, pengembangan usaha
tahu, dan pengembangbiakan sapi. Program pemberdayaan yang
dilakukan umumnya hanya terkonsentrasi pada pengembangan
pada sisi petani/peternak dan minim melibatkan pihak pemasok
(bibit dan bahan baku), pasar dan kelembagaan keuangan. Prog-
ram pemberdayaan yang dilaksanakan bersifat top down, tidak
mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan ketersediaan sumber
daya yang ada di daerah, sehingga tingkat kegagalannya dinilai
sangat tinggi dan tidak signifikan untuk membantu masyarakat
keluar dari keterbatasan kemiskinan.

Sementara itu, hasil FGD dan workshop di Kabupaten Subang
menemukan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan pekerja di
sektor pertanian, selain program peningkatan pendapatan, petani
di daerah ini menilai pentingnya keberadaan tenaga pendamping
pertanian (penyuluh pertanian). Keberadaan tenaga penyuluh
pertanian dibutuhkan sebagai media transfer pengetahuan serta
memberikan masukan terkait pilihan solusi berbagai permasa-
lahan budi daya pertanian. Alasan utamanya karena selama ini
transfer pengetahuan terkait metode atau cara budi daya pertani-
an modern masih kurang berkembang di daerah ini, sementara
petani dan peternak makin dituntut untuk menyesuaikan dengan
permintaan pasar yang cenderung bergerak lebih cepat serta
kebutuhan peningkatan produktivitas usaha yang lebih tinggi
melalui teknik budi daya modern dibandingkan cara pertanian
tradisional.
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2. Dimensi Kemampuan (Capability)

Dimensi kemampuan dalam konteks pencapaian kerja layak dipa-
hami oleh pekerja informal sebagai kepastian terhadap adanya
jaminan dari pendapatan yang mereka peroleh untuk peningkatan
kualitas hidup, khususnya akses pendidikan bagi anggota keluarga
pekerja informal dan kemampuan mengembangkan usaha atau
permodalan. Pemahaman ini diungkapkan baik bagi pelaku
ekonomi informal di perkotaan maupun perdesaan. Artinya, bagi
pekerja informal, untuk menilai kemampuan mereka dalam pen-
capaian kerja layak, capaian indikator tingkat pendidikan anggota
keluarga menjadi sangat penting, terutama kemampuan untuk
menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Sementara untuk aspek pengembangan usaha dan permodalan,
dimensi kemampuan untuk pencapaian kerja layak dikaitkan
dengan sejauh mana modal atau aset usaha yang mereka miliki
dapat dikembangkan untuk perluasan usaha ke arah yang lebih
produktif.

Kemampuan untuk menyekolahkan anak (anggota rumah
tangga) dianggap sebagai aspek penting dalam menentukan
dimensi kemampuan pekerja informal karena dianggap dapat
memutus rantai kemiskinan serta memberikan jaminan bagi ang-
gota keluarga untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Pan-
dangan ini tidak hanya ditemukan dari hasil workshop di Jakarta,
Yogyakarta, dan Subang (2014—-2015), tetapi juga hasil survei di
Tangerang, Solo, Temanggung, dan Bantul yang melibatkan 600
responden kepala rumah tangga pekerja informal di lokasi terpi-
lih. Dari 14 indikator utama kerja layak yang diuji, akses/jaminan
untuk menyekolahkan anak (IKP12) memperoleh penilai nomor
tiga tertinggi setelah indikator ketersediaan pekerjaan (IKP1) dan
akses/jaminan pelayanan kesehatan (IKP8).! Penilaian ini berlaku

1 Indikator utama lainnya yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai ker-
ja layak di sektor informal adalah tingkat pendapatan (IKP2), jam kerja (IKP3),
tingkat pendidikan (IKP4), kehidupan pribadi (IKP5), interaksi sosial (IKP6),
kelangsungan pekerjaan (IKP7), keamanan dalam bekerja (IKP9), jaminan
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baik bagi pekerja informal di perkotaan maupun di perdesaan
(lihat tabel 4.1). Responden di perkotaan memberikan nilai lebih
tinggi dibandingkan perdesaan, terutama karena perbedaan akses
pendidikan dan persyaratan tingkat pendidikan yang diperlukan
untuk memperoleh pekerjaan yang relatif berbeda antara di dae-
rah perkotaan dan perdesaan. Dari hasil pendalaman melalui
wawancara mendalam, penilaian tersebut ada kaitannya dengan
persepsi pelaku pekerja informal yang menempatkan kemampuan
menyekolahkan anggota keluarga mereka ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi, sebagai jaminan agar kelak anak mereka
memperoleh pekerjaan yang lebih layak dibandingkan pekerjaan
yang dilakukan oleh orang tua mereka. Hampir sebagian besar
pelaku pekerja informal yang diwawancarai dalam penelitian
ini menyatakan adanya harapan perbaikan dari jenis pekerjaan
yang dapat dilakukan oleh anggota rumah tangga mereka (anak).
Memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dianggap bukan hanya
sebagai jalan keluar untuk menyediakan kesempatan memperoleh
pekerjaan yang lebih layak, melainkan juga upaya memperbaiki
kualitas hidup dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik.

Terkait dengan pengembangan aset dan permodalan, pekerja
informal menganggap aspek tersebut penting untuk meningkatkan
kemampuan mereka dalam mengelola usaha, khususnya terkait
dengan peningkatan pendapatan dan produktivitas usaha. Dalam
sesi FGD dengan pelaku pekerja informal sektor perdagangan
di Jakarta, Yogyakarta, dan Subang (2015), ditemukan bahwa
upaya pengembangan asset dan modal usaha sering kali menemui
kendala karena sifat dari kegiatan usaha mereka yang cenderung
tidak menjamin kepastian pendapatan. Berbagai tawaran kredit
usaha yang selama ini menjadi andalan pemerintah daerah untuk
meningkatkan kemampuan pekerja informal di sektor perdagang-
an dalam mengembangkan usahanya dinilai kurang responsif
terhadap kendala yang mereka hadapi. Misalnya akses terhadap

sosial (IKP10-13), perlindungan usaha (IKP14), serta keanggotaan organisasi
pekerja informal (IKP15).
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Gambar 4.2 Aspirasi terhadap Kelayakan Pekerjaan Sektor Informal Menurut
Indikator Utama Kerja Layak di Perkotaan dan Perdesaan
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pengembangan modal usaha melalui bantuan kredit usaha yang
kurang optimal dimanfaatkan oleh pekerja informal di sektor
perdagangan karena adanya kendala persyaratan izin dan lokasi
usaha. Untuk mengatasi kendala tersebut, kasus yang ditemukan
di Kota Solo dapat menjadi pembelajaran yang baik, ketika keter-
batasan persyaratan izin dan lokasi bagi pelaku ekonomi informal
untuk mendapatkan akses pengembangan asset dan modal usaha
dapat diminimalisasi melalui kerja sama antara pemerintah dae-
rah setempat dan organisasi perkumpulan pekerja informal—
pendirian koperasi pekerja informal. Terobosan tersebut tidak
hanya dapat memberikan kemudahan bagi pelaku informal untuk
mengakses tambahan modal usaha—dengan persyaratan yang
lebih mudah dan terjangkau, tetapi juga mendorong para pelaku
ekonomi informal untuk terwadahkan dalam satu perkumpulan
(menjadi anggota perkumpulan). Dalam hal ini, upaya tersebut
juga dapat dinyatakan turut mendukung pencapaian kerja layak
di sektor informal melalui indikator dialog sosial, yang salah satu
ukurannya adalah keanggotaan pekerja informal dalam organisasi
atau perkumpulan sektor informal.

3. Dimensi Kesempatan (Opportunity)

Dimensi kesempatan (opportunity) pengurangan kemiskinan Eco-
pos memiliki keterkaitan erat dengan konsep kerja layak melalui
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dimensi kesempatan kerja produktif, khususnya indikator keber-
langsungan pekerjaan dan akses mendapatkan pekerjaan tetap
dan alternatif pekerjaan tambahan. Keterkaitan di antara kedua
dimensi ini makin terlihat jelas jika dibedakan antara pekerja in-
formal di daerah perkotaan dan perdesaan.

Di daerah perkotaan, sebagaimana ditemukan pada kasus di
Kota Tangerang dan Solo, keberlangsungan pekerjaan dan kesem-
patan memperoleh pekerjaan yang berkelanjutan merupakan
aspek paling penting bagi pekerja informal untuk keluar dari
kemiskinan dan mencapai kelayakan pekerjaan. Kondisi terse-
but terkait dengan tingginya tingkat job insecurity di sektor ini,
serta keterbatasan daya serap sektor formal untuk menyediakan
pekerjaan yang menjamin keberlanjutan. Kondisi ini sangat erat
kaitannya dengan salah satu karakteristik dari pekerjaan di sektor
informal yang sangat fleksibel (mudah keluar-masuk dan berganti
usaha). Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah diang-
gap sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan
di sektor informal, khususnya bagi pekerja informal yang bekerja
sebagai pedagang kaki lima.

Berdasarkan pada hasil FGD dengan pelaku ekonomi informal
di Kota Tangerang, ditemukan bahwa upaya penertiban pedagang
kaki lima tanpa solusi penempatan dianggap paling berpengaruh
memengaruhi tingkat job insecurity pekerja informal. Sementara
itu, di Kota Solo, upaya pemerintah setempat melalui pengaturan
pedagang kaki lima, seperti penetapan hari, jam operasional, dan
zona lokasi pedagang kaki lima di jalan utama yang strategis bagi
pelaku usaha pedagang kaki lima dianggap memberikan dampak
positif untuk mengurangi tingkat job insecurity pekerja informal
(pedagang kaki lima) di kota ini. Kebijakan tersebut dianggap ti-
dak hanya memberikan akses kesempatan untuk menjamin keber-
langsungan usaha, tetapi juga sekaligus peningkatan pendapatan.

Hasil penelusuran berdasarkan pada data survei di Kota
Tangerang dan Solo terkait status pekerjaan responden sebelum-
nya menemukan fakta adanya 28 persen responden (Tangerang)

dan 16 persen (Solo) yang memiliki pengalaman kerja sebelum-
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nya di sektor formal, namun mereka kembali bekerja di sektor
informal. Alasan utama mereka pindah pekerjaan karena tingkat
job insecurity sebagai pekerja kontrak dan outsourcing di sektor
formal dianggap tidak lebih baik dibandingkan bekerja di sektor
informal, termasuk tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Ke-
adaan ini pada akhirnya menyebabkan persaingan untuk bekerja
di sektor informal juga sangat tinggi. Implikasinya pada di satu sisi
sektor informal masih tetap menjadi andalan bagi sebagian besar
pekerja yang belum terserap di pasar kerja formal, tetapi di sisi
lain tingginya tingkat ketidakpastian keberlangsungan pekerjaan
di sektor formal juga telah menempatkan kegiatan ekonomi di
sektor informal sebagai alternatif sumber pekerjaan bagi sebagian
besar pekerja formal di perkotaan, khususnya di sektor padat
karya (industri pengolahan dan jasa).

Bagi pekerja informal perdesaan, kesempatan memperoleh
pekerjaan tetap sebagai pekerja utama dan ketersediaan alternatif
pekerjaan tambahan yang menjamin keberlangsungan pekerjaan
dan sumber pendapatan dianggap sebagai indikator penting da-
lam dimensi kesempatan konsep pengurangan kemiskinan Eco-
pos dan pencapaian kerja layak. Preferensi tersebut tentunya
memberikan implikasi penting terkait prioritas strategi kebijakan
yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, terutama dikaitkan
dengan upaya pengurangan kemiskinan bagi pekerja informal
perdesaan.

Bagi para pelaku pekerja informal di perdesaan, seperti di-
temukan di Temanggung, Bantul, dan Subang, tidak adanya ke-
pastian terhadap keberlangsungan pekerjaan utama diakui telah
menyebabkan pelaku pekerja informal di daerah ini untuk me-
nganggur lebih lama, mencari pekerjaan serabutan, atau mencari
alternatif pekerjaan baru di perkotaan. Selain karena rendahnya
tingkat pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan informal di
sektor pertanian, karakteristik dari pekerjaan informal di sektor
pertanian dianggap berkontribusi besar dalam memengaruhi
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ketidakpastian keberlangsungan pekerjaan utama sektor informal
di perdesaan.

Pada kasus petani di Kabupaten Bantul, ditemukan bahwa
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan utama sebagai petani
jumlahnya tidak cukup untuk diandalkan sebagai sumber utama
pemenuhan kebutuhan hidup. Terutama bagi petani tanaman
pangan seperti padi dan jagung di mana akumulasi pendapatan
hanya bisa diperoleh pada saat musim panen (sekitar dua kali se-
tahun). Untuk memenuhi kebutuhan hidup di luar masa panen,
sebagian besar petani di daerah ini berusaha untuk melakukan
pekerjaan tambahan, misalnya beternak, bekerja serabutan, men-
jadi buruh tani, hingga mencari pekerjaan musiman di wilayah
perkotaan.

Di Kabupaten Temanggung, ditemukan bahwa pekerjaan
utama sebagai buruh tani tembakau hanya dapat diandalkan pada
masa panen yang berlangsung tidak lebih dari tiga bulan dalam
setahun. Untuk mempertahankan agar tetap bisa bekerja, keba-
nyakan buruh tani tembakau di daerah ini berusaha mencari
pekerjaan temporer di sektor industri di luar masa panen tem-
bakau. Lowongan pekerjaan di sektor perkebunan sawit di Pulau
Sumatra yang banyak ditawarkan di daerah ini dianggap hanya
cocok untuk pekerja usia muda/produktif. Begitu pula pelatihan
keterampilan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah setempat
yang umumnya ditujukan untuk angkatan kerja muda yang akan
masuk ke pasar kerja. Sementara itu, di Kabupaten Subang,
ditemukan bahwa lamanya akumulasi pendapatan yang diper-
oleh dari kegiatan pertanian lahan (padi) menyebabkan sebagian
petani di daerah ini berusaha melakukan penyesuaian usaha per-
tanian, dari pertanian bercocok tanam ke peternakan benih ikan.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa saat ini alih fungsi lahan
pertanian lahan ke peternakan ikan air tawar di daerah ini intensi-
tasnya makin meningkat.
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4. Dimensi Keamanan (Security)

Dimensi keamanan (security) dalam konteks pengurangan kemis-
kinan Ecopos dan pencapaian kerja layak dipahami berbeda oleh
pekerja, baik pekerja informal perkotaan maupun perdesaan. Bagi
pekerja informal perkotaan, keamanan dipahami sebagai upaya
untuk menjamin ketenangan usaha, termasuk terhindar dari peng-
gusuran dan pungutan liar. Sementara itu, bagi pekerja perdesaan,
khususnya di sektor pertanian, dimensi keamanan dalam konteks
pengurangan kemiskinan Ecopos dan pencapaian kerja layak
dipahami sebagai minimnya risiko dari kerugian usaha, terutama
kerugian yang diakibatkan oleh serangan hama, kegagalan panen,
kelangkaan bahan baku, ketersediaan saprodi (pupuk), dan fluktu-
asi harga komoditas pertanian.

Dalam konteks pencapaian kerja layak, dimensi keamanan
(security) umumnya dipandang oleh pekerja informal sebagai
aspek yang berada di luar jangkauan mereka. Artinya, upaya pe-
ngurangan kemiskinan dan pencapaian kelayakan pekerjaan yang
bersinggungan dengan aspek ini sangat bergantung pada sejauh
mana kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan sektor
informal yang dijalankan pemerintah dilaksanakan dalam rangka
mendukung pengembangan usaha sekaligus memberikan perlin-
dungan terhadap kegiatan usaha dan peran ekonomi yang me-
reka jalankan. Sebagai contoh, dalam kasus penggusuran peda-
gang kaki lima yang ditemukan di Kota Tangerang, organisasi
pekerja informal di daerah ini memandang penggusuran peda-
gang kaki lima tentu saja dapat dimaklumi sepanjang tujuannya
menegakkan peraturan daerah (perda) dan menjamin kenyaman-
an publik. Namun, upaya tersebut dianggap hanya menyelesaikan
masalah sementara karena sumber masalah utama, yaitu akses
ketersediaan dan keberpihakan pemerintah daerah untuk pem-
binaan dan pengembangan ekonomi pedagang kaki lima, sering
kali diabaikan. Penggusuran pedagang kaki lima tanpa relokasi
dan penyediaan tempat usaha yang memadai dianggap bagian
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dari ketidakpedulian pemerintah terhadap peran dan kontribusi
ekonomi informal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nagib (2010) dan Seriani
(2016) menyimpulkan bahwa keberadaan ekonomi informal
berkontribusi positif bagi penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan. Selain sebagai sektor yang mudah dimasuki untuk
mendapatkan pekerjaan, sektor ekonomi informal menjadi tum-
puan bagi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk
memenuhi akses sandang dan pangan. Ketidakberpihakan peme-
rintah terhadap pelaku sektor ekonomi informal justru dianggap
kontraproduktif dengan upaya pengentasan masyarakat dari
kemiskinan. Dalam konteks pengurangan kemiskinan Ecopos
dan pencapaian kerja layak sektor informal, dimensi keamanan
yang diaplikasikan dengan memastikan adanya perlindungan dan
dukungan usaha bagi pelaku ekonomi informal diyakini tidak
hanya akan berdampak positif terhadap kelangsungan usaha dan
peningkatan pendapatan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas
hidup dan jaminan kesejahteraan bagi rumah tangga pekerja in-
formal.

D. IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ECOPOS
DAN PENCAPAIAN KERJA LAYAK DI SEKTOR
INFORMAL

Salah satu tujuan pengukuran pekerjaan layak adalah melihat
capaian kelayakan pekerjaan, baik di tingkat individu maupun ke-
lompok, dan sekaligus mengetahui sejauh mana capaian tersebut
berhasil mengangkat setiap individu keluar dari kemiskinan. Makin
besar proporsi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan layak, makin
berkurang proporsi pekerja miskin (ILO, 2008). Di sisi lain, pengem-
bangan konsep dan pengukuran yang lebih aplikatif dan kompre-
hensif terkait dengan indikator pekerjaan layak dapat memberikan
sebuah assessment of mechanism yang lebih lengkap dalam melihat
implikasi pencapaian pekerjaan layak secara langsung dan tidak
langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan.
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Berdasarkan hasil workshop yang dilakukan di Jakarta, Yogya-
karta, dan Kabupaten Subang (2015), upaya pencapaian pekerjaan
layak dalam konteks penanggulangan kemiskinan Ecopos dapat
berjalan efektif jika beberapa kondisi berikut ini terpenuhi: (1)
Adanya kebijakan dan program pembangunan yang pro-masya-
rakat miskin; (2) Pelaksanaan program yang terpadu dan ter-
organisasi; (3) Ketersediaan data dan indikator yang dibangun
berdasarkan pada karakteristik lokal; serta (4) Keterlibatan secara
langsung berbagai elemen utama dalam masyarakat serta kelem-
bagaan swasta dan pemerintah yang berkepentingan dalam peru-
musan dan perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan

di daerah.

Untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan yang
pro-poor, upaya penanggulangan kemiskinan perlu didukung bu-
kan hanya oleh political will, tetapi juga political action dari peme-
rintah, baik pusat maupun daerah. Program anti-kemiskinan perlu
dirancang tidak hanya untuk mengatasi masalah kemiskinan jangka
pendek, tetapi juga memperhatikan dampak yang dapat dirasakan
dalam jangka panjang. Program pro-poor menjadi sebuah keharus-
an, tetapi penentuan program harus melihat urgensi dan dampak-
nya pada jangka panjang. Berdasarkan pada hasil FGD dan work-
shop di Jakarta, Yogyakarta, dan Subang (2015), dapat dinyatakan
bahwa salah satu program strategis untuk meningkatkan kapasitas
pekerja informal adalah program bantuan permodalan dan pe-
nguatan ekonomi melalui pelatihan dan pembimbingan usaha yang
cakupannya masih terbatas soal jumlah sasaran ataupun materi
pembimbingan yang dapat diberikan.

Program penanggulangan kemiskinan lain yang dapat diarah-
kan langsung untuk kelompok miskin sektor informal adalah pe-
merataan pelayanan kesehatan yang memadai dan akses terhadap
pendidikan. Kedua program ini merupakan hal yang tidak bisa
“ditawar” ketika berkaitan dengan kebijakan pro-rakyat miskin.
Hingga saat ini, pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut telah
ditetapkan melalui program nasional melalui BPJS Kesehatan dan
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Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, pelaksanaan kedua
program ini, khususnya di tingkat daerah, masih mengalami ba-
nyak kendala dan keterbatasan cakupan.

Contoh kasus yang dilakukan pemerintah daerah Kota Solo
dapat menjadi role model bagaimana pemerintah daerah meran-
cang program pengurangan kemiskinan. Di daerah ini, program
pengurangan kemiskinan didesain pada penguatan ekonomi
masyarakat melalui pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan
pariwisata, serta pemanfaatan koperasi untuk memudahkan pen-
danaan usaha sektor informal, seperti pedagang pasar dan peda-
gang kaki lima. Beberapa program yang dinilai berhasil adalah
penataan pedagang kaki lima (relokasi, “gerobakisasi’, dan shelter),
pemanfaatan lokasi untuk penciptaan lapangan kerja baru
(Galabo, Sunday Market), dan pemanfaatan dana corporate social
responsibility untuk pembinaan wirausahawan muda di tingkat
kelurahan. Berbagai program tersebut memiliki sasaran utama
pada sektor informal dan umumnya melibatkan kelompok pekerja
miskin (working poor). Strategi tersebut sejalan dengan konsep
pengurangan kemiskinan Ecopos, yakni upaya pengurangan
kemiskinan tidak hanya dilihat dari sejauh mana program yang
dijalankan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, tetapi juga
harus berdampak terhadap peningkatan keberdayaan, kemampu-
an, penciptaan kesempatan yang berkelanjutan, dan jaminan ke-
amanan dalam berusaha.

Koordinasi antara pelaksana kebijakan dan program di ting-
kat satuan pelaksana kedinasan unsur pemerintahan daerah juga
sangat krusial dalam menentukan keberhasilan perencanaan dan
pelaksanaan program pengurangan kemiskinan di daerah. Kondi-
si ini antara lain bertujuan mengatasi adanya tumpang-tindih
pelaksanaan kebijakan antar pelaksana kedinasan dengan pelak-
sana kebijakan. Permasalahan koordinasi di tingkat pelaksana ke-
bijakan juga makin diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan pada setiap kegiatan.
Oleh karena itu, kapabilitas dan ketegasan pimpinan daerah
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merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi
poin tersendiri yang dapat menentukan keberhasilan koordinasi
pelaksanaan kebijakan dan program pengurangan kemiskinan di
tingkat daerah. Sementara itu, aspek pengawasan dari lembaga
legislatif dan komponen masyarakat dapat menjadi pendorong
pelaksanaan dan pertanggungjawaban berbagai kebijakan dan
program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan.

Ketersediaan data dan penyesuaian indikator pengurangan
kemiskinan juga diperlukan. Adanya ketersediaan data yang aku-
rat tentang jumlah dan sasaran penduduk miskin penting untuk
mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program terkait
dengan penanggulangan kemiskinan. Selain ketersediaan data,
validitas jumlah penduduk miskin sama pentingnya. Pasalnya,
banyak program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pub-
lik (seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pelatihan kete-
rampilan, dan pemberdayaan masyarakat) belum memiliki data
yang akurat untuk sasaran program kemiskinan. Selain keterse-
diaan data, konsep dan indikator kemiskinan harus jelas karena
selama ini masih terdapat beberapa pendekatan yang dipakai
untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, antara lain BPS,
Kemendiknas, dan BKKBN, yang menghasilkan angka penduduk
miskin yang berbeda. Akibatnya, kategori siapa yang dimaksud
penduduk miskin sering menjadi perdebatan, termasuk ber-
dampak pada pelaksanaan program pemberian bantuan sosial
ekonomi bagi masyarakat miskin yang salah sasaran.

Program penanggulangan kemiskinan secara nasional, misal-
nya, mengacu pada data yang disediakan BPS menggunakan 14
indikator untuk menetapkan sasaran program. Namun, penggu-
naan 14 indikator kemiskinan versi BPS di beberapa daerah sering
kali diperdebatkan. Hal ini terjadi karena aplikasi indikator yang
ada kurang mencerminkan karakter spesifik yang menjadi ciri
penduduk miskin, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Oleh
karena itu, dalam kerangka pengurangan kemiskinan (dan seka-
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ligus dalam upaya pencapaian pekerjaan layak) penentuan indi-
kator berdasarkan pada karakteristik lokal merupakan salah satu
faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Selain pentingnya
ketersediaan indikator kemiskinan berbasis karakteristik lokal,
ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan terpadu merupa-
kan faktor yang sangat mendesak dalam menentukan efektivitas
pengurangan kemiskinan dan pencapaian pekerjaan layak di sek-
tor informal.

Efektivitas pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan
Ecopos dan pencapaian kerja layak di sektor informal juga memer-
lukan keterlibatan seluruh komponen kepentingan, khususnya
organisasi yang menaungi keanggotaan pekerja informal. Dalam
konsep kerja layak, kondisi ini berkaitan erat dengan urgensi
membangun kekuatan dialog sosial sekaligus dimensi keamanan
dalam perspektif kemiskinan Ecopos. Keterlibatan komponen ke-
pentingan yang dimaksud tidak hanya sebatas dalam pemilihan
dan perancangan program kemiskinan, tetapi juga dalam pelaksa-
naan dan pengawasan program. Kondisi tersebut diperlukan agar
persepsi, pola, sikap, serta nilai-nilai dan pengetahuan pelaku
ekonomi informal yang berlaku dapat terakomodasi dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskin-
an di daerah.

Selain sebagai basis penentuan dimensi kelayakan pekerjaan,
konsep kerja yang layak harus dipahami sebagai upaya untuk me-
lihat berbagai dimensi permasalahan ketenagakerjaan dalam satu
framework yang saling terkait. Pemecahan masalah ketenagaker-
jaan, seperti ketersediaan pekerjaan, kecukupan pendapatan, ke-
amanan kerja, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat, tidak bisa
dilakukan melalui intervensi kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi
dilihat sebagai satu kerangka kebijakan yang tidak terpisahkan
baik dari sisi pencapaian aspek kelayakan pekerjaan dan bidang
lainnya (saling terkait).

Upaya pencapaian kerja yang layak harus dibarengi dengan
adanya perbaikan dan peningkatan berbagai akses dan kemudah-
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an bagi setiap pekerja untuk memanfaatkan dimensi kesempatan
(opportunity), keberdayaan (empowerment), keamanan (security),
dan kapabilitas (capability) yang tercakup dalam konsep penang-
gulangan kemiskinan Ecopos. Jika salah satu dari dimensi terse-
but belum terpenuhi, artinya kelayakan kerja yang tercipta dapat
dikatakan belum optimal.

Berdasarkan pada hasil workshop di Jakarta, Yogyakarta, dan
Subang (2015), berikut ini rangkuman rekomendasi terkait dengan
strategi yang dapat ditempuh oleh semua pemangku kepentingan
terhadap pencapaian pekerjaan layak dan pengurangan kemiskin-
an Ecopos di sektor informal. Strategi yang dibangun disinergikan
melalui upaya pencapaian empat elemen dasar pekerjaan layak
dan dimensi pengurangan kemiskinan Ecopos dengan berbagai
prioritas kebijakan dan program pembangunan, khususnya yang
terkait dengan pencapaian pekerjaan layak dan pengurangan ke-
miskinan di sektor informal perkotaan dan perdesaan. Tabel 4.1
di bawah ini merangkum beberapa usulan strategi yang dapat di-
tempuh dalam kerangka pencapaian pekerjaan layak di ekonomi
informal dalam konteks pengurangan kemiskinan Ecopos.
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D. KESIMPULAN

Pencapaian kerja layak diakui memiliki pengaruh kuat terhadap
upaya pengurangan kemiskinan. Melakukan pekerjaan yang la-
yak merupakan dambaan bagi setiap individu dalam upaya me-
ningkatkan kualitas hidup, termasuk keluar dari keterbatasan
kemiskinan. Tidak dapat dimungkiri bahwa aktivitas bekerja
merupakan bagian terbesar dalam kehidupan setiap individu,
terutama terhadap alokasi pikiran, tenaga, waktu, integrasi sosial,
dan aktivitas individual. Artinya, pencapaian pekerjaan yang layak
dipercaya akan berkontribusi penting terhadap pencapaian per-
baikan kualitas hidup yang berkelanjutan dan merupakan elemen
penting sebagai pengakuan hak individu atau kelompok, terlebih
pada upaya pengurangan kemiskinan.

Upaya pencapaian pekerjaan layak untuk semua orang (decent
work for all) tidak akan berhasil tanpa menyentuh perekonomian
sektor informal. Hal ini terjadi karena yang menjadi target dari
pencapaian pekerjaan layak adalah kelompok masyarakat miskin
dan rentan miskin yang sebagian besar merupakan para pelaku
kegiatan ekonomi sektor informal. Dalam hal ini, upaya pengen-
tasan masyarakat dari kemiskinan bagi pelaku ekonomi infor-
mal harus diletakkan tidak hanya sebagai upaya meningkatkan
pendapatan semata, tetapi juga bagaimana mereka bisa keluar
dari keterbatasan akibat kemiskinan.

Hingga saat ini, telah banyak pendekatan yang digunakan
untuk memahami sumber, masalah, dan upaya mengurangi ke-
miskinan penduduk. Salah satu pendekatan tersebut adalah
konsep pengurangan kemiskinan Ecopos yang mengedepankan
pendekatan untuk memahami masalah dan sumber kemiskinan
bukan hanya dari sisi pendapatan atau pengeluaran penduduk
miskin, melainkan juga dari aspek multidimensi berdasarkan pada
empat pilar utama, yaitu keberdayaan, kemampuan, kesempatan,
dan keamanan. Berdasarkan pada pembahasan yang telah disam-
paikan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa ke-empat
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dimensi konsep kemiskinan Ecopos memiliki keterkaitan yang
sangat kuat terhadap pencapaian pekerjaan layak pekerja di sektor
informal. Makin tinggi kemungkinan adanya pencapaian keempat
dimensi tersebut akan berdampak positif terhadap upaya penca-
paian kerja layak dan pengurangan kemiskinan sektor informal.

Dimensi keberdayaan dalam konteks pengurangan kemis-
kinan Ecopos memiliki keterkaitan yang sangat kuat terhadap
pencapaian kerja layak sektor informal melalui penyediaan ja-
minan akses tempat usaha (perkotaan) dan sumber pendapatan
alternatif (perdesaan). Beberapa program dan kebijakan yang
direkomendasikan untuk memperkuat capaian kerja layak sektor
informal yang terkait dengan dimensi keberdayaan, antara
lain legalisasi tempat usaha sektor informal, revitalisasi pasar
tradisional, program padat karya perkotaan dan perdesaan yang
ditujukan sebagai sumber pendapatan tambahan/alternatif,
pelatihan wirausaha berbasis sumber daya lokal—terutama untuk
perempuan—serta akses pelatihan wirausaha.

Dimensi kemampuan dalam konsep pengurangan kemiskin-
an Ecopos memiliki tingkat keterkaitan paling relevan bagi upaya
pencapaian kerja layak di sektor informal melalui akses pendi-
dikan bagi anggota keluarga dan pengembangan aset dan per-
modalan usaha pekerja informal. Kedua aspek tersebut dianggap
oleh pelaku ekonomi informal sebagai bagian dari upaya pening-
katan kualitas hidup anggota keluarga dan perluasan usaha yang
lebih produktif. Strategi program kebijakan yang direkomen-
dasikan antara lain peningkatan akses pendidikan bagi keluarga
miskin melalui penyediaan beasiswa pendidikan dan bantuan
operasional pendidikan, peningkatan akses sarana pendidikan
hingga sekolah menengah di perdesaan, program pelatihan ke-
terampilan bagi keluarga miskin, program bantuan kredit usaha,
hingga penguatan kelembagaan organisasi pekerja informal me-
lalui pendirian koperasi yang menyediakan kredit usaha bagi ang-
gota pekerja informal.
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Dimensi kesempatan dalam konsep pengurangan kemiskinan
Ecopos berkaitan erat dengan penciptaan kesempatan kerja pro-
duktif, khususnya terkait dengan keberlangsungan pekerjaan
dan akses mendapatkan pekerjaan tetap dan alternatif pekerjaan
tambahan. Keterkaitan di antara kedua dimensi ini makin terlihat
jelas jika dibedakan antara pekerja informal di daerah perkotaan
dan perdesaan. Strategi program dan kebijakan yang direkomen-
dasikan antara lain penataan usaha sektor ekonomi informal
yang mengedepankan aspek keutamaan keberlangsungan usaha;
penataan waktu, jam operasi, dan lokasi usaha yang memberikan
kesempatan bagi pelaku ekonomi informal untuk menjalankan
usaha yang lebih menguntungkan; bantuan kredit usaha dan pela-
tihan; serta pelatihan usaha dan keterampilan yang dapat menjadi
sumber alternatif pendapatan dan pekerjaan.

Sementara itu, dimensi keamanan dalam konteks pengurang-
an kemiskinan Ecopos dan pencapaian kerja layak sektor informal
sangat berkaitan erat dengan adanya jaminan ketenangan usaha
bagi pelaku sektor informal, termasuk terhindar dari penggusur-
an, premanisme, dan pungutan liar. Sementara itu, bagi pekerja
perdesaan, khususnya di sektor pertanian, dimensi keamanan
dalam konteks pengurangan kemiskinan Ecopos dan pencapaian
kerja layak sangat erat kaitannya dengan minimnya risiko dari ke-
rugian usaha, terutama kerugian yang diakibatkan oleh serangan
hama, kegagalan panen, kelangkaan bahan baku, ketersediaan
saprodi (pupuk), dan fluktuasi harga komoditas pertanian. Meng-
ingat kedua aspek yang tercakup dalam dimensi keamanan ini
bersifat di luar jangkauan kemampuan pelaku ekonomi informal
secara langsung, peran dari pemangku kebijakan sangat penting,
terutama pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlin-
dungan, legalitas, dan keamanan usaha sektor informal, serta
program antisipasi kerugian usaha tani di perdesaan.
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BABV

DIMENSI ECOPOS KREDIT
USAHA RAKYAT DALAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Agus Eko Nugroho

A. KREDIT USAHA RAKYAT DAN KEMISKINAN

Kemampuan program kredit mikro, khususnya Kredit Usaha
Rakyat (KUR), dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan
masih menjadi perdebatan, baik pada tataran teoretis maupun
empiris (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2014; 2015).
Di satu sisi, pemerintah meyakini penyediaan KUR akan mening-
katkan akses finansial masyarakat miskin untuk mendukung ke-
giatan usaha mikro-kecil (UMK). Hal ini karena, dengan adanya
KUR, proses reproduksi kapital dapat lebih dipercepat sehingga
memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat miskin untuk
keluar dari perangkap kemiskinan.

Sebaliknya, banyak juga yang berpendapat bahwa KUR dan
kredit mikro lainnya sulit diharapkan dapat memecahkan perma-
salahan kemiskinan. Lebih tegasnya, KUR dan program kredit
mikro bukanlah panacea, yang hanya dengan peningkatan akses
finansial akan mampu memecahkan kompleksitas permasalahan
kemiskinan. Pendapat tersebut didukung bukti empiris yang
menemukan bahwa masyarakat miskin yang telah memperoleh
kredit tidak mampu untuk meningkatkan pendapatannya dan ke-
luar dari jerat kemiskinan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor,
seperti desain program yang tidak sesuai, kegagalan proses imple-
mentasi program, maupun hambatan-hambatan sosio-ekonomi
yang dihadapi (Adam, 2010; Nugroho, 2014; Islam, 2007).
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Implementasi program KUR bukanlah a-history dan apalagi
sebagai program baru. Program ini merupakan evolusi kebijakan
kredit murah kepada masyarakat miskin sejak era kolonial hingga
sekarang. Di era kolonial, pre-cursor BRI adalah De Poerwoker-
tosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank
Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto’, untuk
menghilangkan ketergantungan pegawai bumi putra kepada ren-
tenir. Selanjutnya, di era Orde Baru, pada awal 1970-an, pemerin-
tah mengeluarkan program Bimbingan Massa (Bimas) untuk
mencapai swasembada pangan melalui penyaluran kredit mikro
bersubsidi kepada petani’. Kemudian, pada 1990-an, program
Kredit Usaha Tani (KUT) diinisiasi untuk meningkatkan produk-
tivitas pertanian. Namun, program KUT ini juga menghadapi
permasalahan tingginya kredit macet dan dihentikan pada 2000.

Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan program
Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan KUR sejak 2007. Berbagai
program anti-kemiskinan juga sering kali memiliki kegiatan pe-
nyaluran kredit murah kepada masyarakat miskin, seperti skema
Simpan-Pinjam Perempuan (SPP) dalam program PNPM Mandiri
Perdesaan. Skema kredit murah untuk nelayan dan petani garam
juga diberikan dalam Program PNPM Mandiri-KP (Kelautan-
Perikanan). Sementara itu, kredit bersubsidi untuk pengembang-
an koperasi melalui Badan Layanan Umum-Lembaga Pelayanan
Dana Bergulir (BLU-LPDB) oleh Kementerian Koperasi dan
UMKM. Berbagai pemerintah daerah (pemda) juga melakukan
program kredit murah, seperti Kredit Cinta Rakyat oleh Pemerin-
tah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Program Dana Bergulir oleh
Pemprov Jawa Timur, dan sebagainya.

Berbeda dengan program-program kredit lainnya, penyaluran
program KUR lebih berbasis komersial dan tidak bertumpu pada
subsidi bunga. Pengelolaan berbasis komersial ini karena prog-

1 Program kredit murah ini cenderung menghadapi tingginya kredit macet.
Tingkat pengembalian kredit dalam Program Bimas hanya sekitar 57% selama
1976-1984 (Robinson, 2002), sehingga program tersebut dihentikan pada awal
1980-an.
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ram KUR bersumber dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan,
sedangkan subsidi pemerintah dialokasikan untuk penjamin KUR
melalui PT Jamkrindo dan Perum Askrindo. Mengingat sumber
dana KUR adalah DPK dan karena ada risiko kredit yang ditang-
gung bank pelaksana, mekanisme penyaluran KUR ditentukan
oleh bank pelaksana itu sendiri dengan tingkat bunga yang tidak
jauh berbeda dari bunga pasar. Pemerintah dalam hal ini hanya
menentukan persyaratan umum, misalnya nilai kredit per nasa-
bah untuk KUR mikro adalah UMKM yang layak dan belum
bankable. Dengan mekanisme penyaluran berbasis komersial ini,
penyaluran KUR meningkat secara signifikan sejak diinisiasi pada
2007, dengan rata-rata kredit macet kurang dari 5% (Kemenko
Perekonomian, 2015). Namun, pertanyaannya sekarang, mampu-
kah program KUR berkontribusi signifikan pada penanggulangan
kemiskinan?

Menjawab pertanyaan di atas, beberapa hasil penelitian me-
nemukan bahwa desain program KUR yang bersifat pasif dan open
meny menyebabkan program ini sulit mengarah pada sasaran
rumah tangga miskin (RTM). Desain program seperti ini menye-
babkan bank pelaksana kurang berminat menyalurkan KUR pada
RTM karena dipandang sangat berisiko. Penelitian oleh Pusat
Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI menunjukkan bahwa hanya seki-
tar 15% penerima KUR adalah RTM dengan tingkat pendapatan
di bawah garis kemiskinan (Nugroho, Rifai, Septia, Ermawati, &
Yuliana, 2014).

Bab ini memiliki dua tujuan. Pertama, mengkaji kinerja
KUR dalam penanggulangan kemiskinan. Kedua, mendiskusikan
dimensi Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan
security) dalam program KUR. Namun, sebelum kedua pokok
tersebut diungkapkan, di bagian berikut ini dikemukakan perkem-
bangan kemiskinan dan aksesibilitas kredit dalam mengatasi ke-
miskinan sebagai latar belakang analisis. Dari penjelasan tersebut,
kemudian kinerja finansial program KUR dianalisis di subbab C.
Selanjutnya, pembahasan menyangkut dimensi Ecopos dalam
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program KUR diungkapkan di subbab D. Akhirnya, di subbab E
diberi kesimpulan dan rekomendasi dari studi ini. Perlu dicatat
bahwa pendekatan penelitian ini lebih ditekankan pada pendekat-
an kualitatif deskriptif, yakni dengan menjelaskan data sekunder
yang dikumpulkan, terutama dari Bank Indonesia dan Badan Pu-
sat Statistik ataupun hasil penelitian terdahulu (Nugroho, 2010;
2011). Selain data sekunder, yang dilakukan adalah pengumpulan
data primer melalui in depth interview dan FGD dengan narasum-
ber terbatas yang terdiri atas, antara lain, para peminjam KUR,
staf BRI, staf Bank Perkreditan Rakyat, serta staf Dinas Koperasi
dan UKM di Surabaya, Jawa Timur. Harus diakui, sebagian data
yang digunakan mendiskusikan hal-hal di atas sebagian bersum-
ber pada data 2014. Hal ini terjadi karena penelitian ini dilakukan
pada 2015. Namun, penggunaan data tersebut diyakini tidak me-
ngurangi nilai dan aktualitas pembahasan dalam bab ini.

B. KEMISKINAN DAN AKSESIBILITAS KREDIT

Selama empat dekade pembangunan nasional telah menurunkan
tingkat kemiskinan secara signifikan di Indonesia dari sekitar
60% pada 1970 menjadi sekitar 11,3% pada 1996. Sayangnya,
krisis moneter 1998 menyebabkan persentase penduduk miskin
meningkat menjadi sekitar 24% (Gambar 5.1 dan 5.2). Hal ini
disebabkan oleh melambungnya inflasi dan besarnya pemutusan
hubungan kerja (PHK) akibat krisis moneter tersebut. Adam
(2010) berpendapat, sedikitnya diperlukan waktu 14 tahun (2000—
2014) untuk mengembalikan tingkat kemiskinan seperti sebelum
krisis 1998. Hal ini terjadi karena peningkatan 1% pertumbuhan
ekonomi hanya akan mengurangi jumlah penduduk miskin sekitar
0,7%. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak elastis dalam
menurunkan tingkat kemiskinan. Bahkan pertumbuhan ekonomi
dewasa ini cenderung kurang berkualitas karena dibarengi dengan
penurunan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatnya
ketimpangan dan degradasi lingkungan.
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Gambar 5.1 Tingkat Kemiskinan Desa-Kota 1970-2014 (persen)
Sumber:-FNP2KA2613); Kementerian Koordinator Perekonomian2615)
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Gambar 5.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat
Kemiskinan (persen)
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Dalam konteks wilayah, tingkat kemiskinan perdesaan dan
perkotaan cenderung semakin melebar. Pada saat tren penurunan
tingkat kemiskinan di perkotaan mencapai rata-rata sekitar 4,4%,
penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan sekitar 3,4% per ta-
hun. Prioritas pembangunan sektor pertanian pada 1970-1980-
an jelas berkontribusi secara signifikan terhadap percepatan
penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan (Gambar 5.1). Prog-
ram intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk mewujudkan
swasembada pangan pada masa itu mampu meningkatkan pro-
duktivitas pertanian dan pendapatan petani pada umumnya. Se-
baliknya, pergeseran orientasi pembangunan yang menekankan
pada industrialisasi di perkotaan sejak 1990-an memberikan
manfaat kepada penduduk perkotaan. Oleh karena itu, cukup
beralasan bahwa pembangunan sektor industri di perkotaan sejak
1990-an menyebabkan proses pemiskinan di perdesaan.

Upaya masyarakat miskin untuk keluar dari perangkap kemis-
kinan bersifat dinamis seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.3.
Andaikan pada periode tertentu (t,—t,), terjadi panen dengan har-
ga yang tinggi, produksi pertanian berpotensi menghasilkan aku-
mulasi kapital. Proses akumulasi ini kemudian dapat mendorong
tingkat pendapatan berada di atas garis kemiskinan, misalnya dari
titik A ke titik B. Namun, kondisi ini tidak terjadi secara permanen
seperti pergerakan dari titik B ke titik B. Sebaliknya, gejolak eks-
ternal, seperti adanya krisis ekonomi, bencana alam, kematian,
dan sebagainya, dapat menyebabkan mereka kembali ke jebakan
kemiskinan, yaitu pergerakan dari titik B ke titik C. Skala produksi
yang kecil menyebabkan proses (re)produksi kapital yang dilaku-
kan masyarakat miskin sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki masyarakat miskin juga
menjadi kendala untuk masuk ke sektor-sektor ekonomi yang le-
bih produktif.

Menurut Myrdal (1978), rendahnya produktivitas akibat mi-
nimnya kualitas SDM menyebabkan perilaku yang tidak produktif
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Sumber: Nugroho (2011)

Gambar 5.3 Dinamika Masyarakat dalam Upaya Keluar dari Perangkap
Kemiskinan

dan cenderung subsisten. Pola kegiatan ekonomi subsisten ber-
implikasi pada rendahnya tabungan dan investasi oleh masyarakat
miskin. Proses ini terjadi secara sirkular, terus-menerus dan
kumulatif (circular-cumulative-causation/CCC) sehingga menye-
babkan masyarakat miskin terperangkap dalam kemiskinan
(vicious circle).

Myrdal (1978) mengemukakan bahwa lingkaran kemiskinan
ini terjadi bukan hanya karena (1) ketimpangan pendapatan dan
sumber daya ekonomi (tanah, teknologi, kapital), tetapi juga ter-
kait dengan (2) hambatan dalam mobilitas sosial akibat ketim-
pangan dalam kesempatan pendidikan dan (3) partisipasi politik,
atau terjadinya diskriminasi sosial-politik. Dalam konteks inilah
kemiskinan dimaknai sebagai permasalahan yang multidimen-
sional dan kompleks, dengan satu faktor terkait dengan faktor-
faktor lainnya yang bersifat sirkular, kumulatif, dan kausalitas.
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Multidimensional dari permasalahan kemiskinan ini dipertegas
oleh hasil penelitian Firdausy (2013) bahwa pendekatan
natur-kultur-struktur/NKS (nature, culture, structure) diperlukan
dalam memahami fenomena kemiskinan di Indonesia. Kemiskin-
an tidak hanya disebabkan oleh struktur tata-kelola ekonomi
(governance systems), tetapi juga terkait dengan budaya/kultur
subsisten? serta kondisi alam, seperti intensitas bencana alam
dan kelangkaan/krisis air bersih. Dalam sistem yang kompleks,
Myrdal (1978) menyebutkan,

The dynamics of the systems are determined by the
fact that among all the endogenous conditions there
circular causation, implying that, if there is a change
in one condition, other will change in response. [...]
There is no basic factor; everything causes everything
else. This implies interdependence within the whole
process.

Dalam konteks keuangan mikro, rendahnya aksesibilitas
finansial ini akan membatasi kemampuan masyarakat dalam
melakukan proses (re)produksi kapital, ekspansi usaha, serta
memperkuat daya tahan terhadap berbagai gejolak sosial-
ekonomi, seperti inflasi, kematian, sakit, dan gagal panen. Salah
satu pilar utama dalam paradigma pembangunan inklusif adalah
inklusi keuangan, yang artinya peningkatan akses masyarakat
miskin pada lembaga keuangan formal (perbankan) akan mening-
katkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan permasalahan
kemiskinan.

Ada tiga manfaat utama dari aksesibilitas finansial ini,
yaitu (1) untuk mendukung pembiayaan proses produksi, (2)
untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga (consumption

2 Dalam aspek kultur/budaya, masyarakat miskin (mboten gadah) di Jawa ter-
golong ke dalam tiga kategori: mlarat, sengsoro, dan kesrakat. Mlarat merujuk
pada kemiskinan kronis yang menggantungkan hidup pada jaminan sosial.
Sengsoro adalah mereka yang bersedia bekerja apa saja untuk hidup, sedangkan
kesrakat adalah mereka yang dan tidak berdaya seperti orang jompo yang tidak
berkeluarga dan lain sebagainya (Nugroho, Rifai, Septia, Ermawati, & Yuliana,
2014).
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smoothing) pada saat terjadinya gejolak eksternal, serta (3) sebagai
investasi sumber daya manusia seperti pengeluaran pendidikan
dan kesehatan anak (Morduch, 2006). Sebaliknya, ketidakmam-
puan mengakses pelayanan keuangan akan menjadi kendala da-
lam proses (re)produksi kapital oleh masyarakat miskin.

Kementerian Koordinator Perekonomian (2015) menyebut-
kan bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia masih sangat
rendah, yaitu 19,6%, sementara dibanding dengan negara-negara
lain di ASEAN, indeks inklusi keuangan di Malaysia telah men-
capai 66%; Thailand 77,7%, Filipina 26,5%; dan Vietnam 21,4%.
Menurut kementerian ini, rumah tangga yang telah memiliki
tabungan di perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank
lainnya hanya mencapai 48% dari total jumlah rumah tangga
pada 2011. Data Kementerian Koordinator Perekonomian juga
menyebutkan bahwa aksesibilitas keuangan terkonsentrasi di
Jawa dan Bali, sedangkan di Indonesia bagian timur aksesibilitas
ini masih sangatlah kecil. Gambar 5.4 memperjelas gambaran
bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah memiliki korelasi
negatif dengan mobilitas kredit skala kecil yang ada di wilayah
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Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian (2015)

Gambar 5.4 Tingkat Kemiskinan dan Proporsi Kredit UMKM Menurut Provinsi
2014
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tersebut. Artinya, makin rendah persentase kredit skala kecil, ada
tendensi makin tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi.

Mencermati kompleksitas permasalahan kemiskinan, perta-
nyaan mendasar adalah mampukah program-program kredit
mikro memecahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia?
Berbagai studi mengemukakan bahwa program kredit murah
mampu meningkatkan kegiatan bisnis dan pendapatan masyara-
kat miskin, pendidikan anak, status kesehatan, serta memper-
luas jejaring sosial dan bisnis (modal sosial) dan lain sebagainya
(Nugroho, 2011). Namun, hal ini tidak dapat diartikan bahwa
perbaikan kondisi sosial-ekonomi akan menyebabkan masyarakat
miskin keluar dari jebakan kemiskinan. Implementasi program
kredit akan sulit memecahkan masalah kemiskinan tanpa diba-
rengi dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat lain,
seperti program peningkatan pendidikan dan keterampilan, kese-
hatan, kewirausahaan, serta penguatan kelembagaan sosial. Lebih
jauh lagi, banyak studi mengemukakan bahwa masyarakat miskin
memiliki keterbatasan dalam mengakses program-program kredit
murah. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti
ketidaktepatan sasaran program, minimnya tingkat partisipasi
masyarakat miskin, pola penggunaan kredit yang kurang pro-
duktif, dan exclusion karena anggapan bahwa masyarakat miskin
memiliki tingkat risiko kemacetan kredit yang tinggi (Morduch,
2006; Zeller & Meyer, 2002; Charitonenko & Afwan, 2003; Chari-
tonenko, Campion, & Fernando, 2004).

Dalam literatur keuangan mikro, kegagalan program kredit
mikro dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan
dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi pena-
waran, program kredit memiliki dua tujuan kembar, yaitu untuk
tyjuan pemberdayaan sosial dan profitabilitas. Hal ini berbeda
dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hanya memiliki
tujuan tunggal, yaitu pemberdayaan sosial, sedangkan bank ko-
mersial menyalurkan kredit mikro sepenuhnya untuk mencapai
profit (lihat Gambar 5.5). Bagi program kredit mikro, pemenuhan
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Sumber: Nugroho (2011)

Gambar 5.5 Misi Kembar Program Kredit Mikro: Pemberdayaan Sosial dan
Profitabilitas

tujuan profitabilitas adalah mendukung keberlanjutan (sustain-
ability) program. Dalam hal ini, kredit program harus disalurkan
secara hati-hati sehingga kredit macet dapat diminimalisasi.
Sebaliknya, sebagai upaya memenuhi misi pemberdayaan sosial
(social empowerment), program kredit mikro juga harus membe-
rikan prioritas pelayanan keuangan kepada kelompok masyarakat
paling miskin (the poorest of the poor). Artinya, indikator keber-
hasilan program kredit mikro adalah kemampuan program ini
menyalurkan kredit kepada sebanyak mungkin masyarakat paling
miskin (depth of outreach).

Namun, dalam operasionalnya, pemenuhan kedua tujuan ti-
dak berjalan secara harmonis. Bahkan terdapat kontradiksi antara
pemenuhan tujuan pemberdayaan sosial dan tujuan profitabilitas
program kredit mikro. Hal ini muncul karena kelompok masya-
rakat termiskin/miskin cenderung memiliki kerentanan yang be-
sar terhadap risiko kredit macet akibat perilaku kurang produktif,
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penggunaan kredit untuk konsumtif, pola produksi subsisten,
dan sebagainya. Konsekuensinya, lembaga keuangan, terutama
perbankan, sebagai pelaksana enggan penyaluran kredit program
kepada kelompok masyarakat termiskin. Hal ini terjadi karena
besarnya kredit macet akan memperburuk kinerja keuangan dari
program tersebut.

Secara umum disadari bahwa makin besar kredit macet, ma-
kin besar ketidakmampuan program kredit mikro untuk menjaga
keberlanjutan operasionalnya. Sebaliknya, program kredit mikro
cenderung disalurkan kepada kelompok masyarakat yang tidak
cukup miskin (the not-so poor) karena mereka diyakini memiliki
kemampuan pengembalian kredit (repayment capacity) yang
lebih baik. Dalam konteks inilah masyarakat miskin/termiskin
dikatakan menghadapi hambatan finansial (financial constraint)
untuk mengakses program kredit mikro.

Adapun dari sisi permintaan, kelompok masyarakat miskin/
termiskin cenderung enggan berpartisipasi dalam program kredit
mikro karena berbagai hambatan sosial-ekonomi, seperti rendah
diri, pasif, dan keterasingan sosial (social alienation). Dalam kon-
teks ekonomi, masyarakat miskin pada umumnya enggan meng-
akses program kredit murah yang disediakan akibat pola produksi
yang subsisten dan perilaku yang menghindari risiko (risk averse).
Untuk merespons meningkatnya permintaan pasar, kelompok
masyarakat dengan pola subsisten kurang termotivasi mengaju-
kan kredit karena takut menghadapi risiko kredit macet.

Rendahnya semangat kewirausahaan juga menjadi penyebab
keengganan mereka menggunakan pembiayaan kredit un-
tuk meningkatkan skala produksi dan memenuhi permintaan
pasar. Lebih jauh lagi, masyarakat miskin sering kali mengha-
dapi keterasingan sosial karena mentalitas rendah diri, pasif,
sera keengganan untuk memperluas komunikasi dan interaksi
dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Dalam konteks
inilah masyarakat miskin menghadapi hambatan sosio-ekonomi
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(socio-economic constraints) untuk mengakses program kredit
yang tersedia.

Perilaku ekonomi yang tidak produktif sering kali menjadi
penyebab kegagalan masyarakat miskin dalam menggunakan
kredit yang diterima secara hati-hati (prudent allocation). Perilaku
tidak produktif ini terkait dengan tiga faktor. Pertama, masya-
rakat miskin cenderung menganggap bahwa program kredit mu-
rah yang diterima sebagai suatu hadiah (gift) dari pemerintah.
Persepsi ini menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi yang
kuat untuk mengembalikan kredit tersebut.

Dalam konteks ini, masyarakat miskin penerima kredit telah
terkontaminasi masalah moral hazard, yaitu kesengajaan untuk ti-
dak mengembalikan kredit yang mereka terima (strategic default).
Hal ini sangat mungkin terjadi karena pada umumnya program
kredit mikro tidak mensyaratkan adanya agunan sehingga mereka
tidak termotivasi menggunakan kredit murah tersebut untuk tu-
juan-tujuan produktif. Sebaliknya, kredit program yang diterima
cenderung digunakan untuk tujuan konsumtif sehingga memiliki
probabilitas macet yang besar. Kredit macet tidak memiliki kon-
sekuensi finansial kepada penerima karena tidak mensyaratkan
adanya agunan.

Kedua, perilaku tidak produktif masyarakat miskin karena
antara kegiatan konsumsi dan produksi (consumption-production
inseparability) yang mereka lakukan tidak terpisahkan. Misalnya,
masyarakat miskin akan cenderung menggunakan kredit murah
untuk pembelian kendaraan bermotor karena dua tujuan, yaitu
untuk alat transportasi keluarga (seperti untuk mengantar anak
sekolah dan jalan-jalan) dan/atau untuk mengirim hasil produk-
si ke pasar. Konsekuensinya, kontradiksi di antara dua tujuan ini
menyebabkan alokasi kredit untuk pembelian kendaraan bermo-
tor tidak cukup berkontribusi terhadap peningkatan produktivi-
tas usaha. Padahal, peningkatan produktivitas ini sangat diperlu-
kan untuk meningkatkan pendapatan usaha guna mendukung
kemampuan pengembalian kredit (repayment capability).
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Perilaku seperti inilah yang menyebabkan program kredit
murah tidak menjadi faktor pendorong produktivitas, tetapi
justru menjadi beban finansial (financial burden) bagi masyara-
kat miskin. Lembaga keuangan penyalur program kredit tidak
mampu membatasi penggunaan kredit yang tidak hati-hati atau
produktif karena ada keterbatasan informasi (informational con-
straint), ketidakmampuan staf/SDM penyalur untuk memonitor
penggunaan kredit secara langsung, dan penggunaan kredit yang
mudah berubah (interchangeability of momney). Seperti halnya
uang, dalam konteks masyarakat miskin, alokasi kredit dapat di-
gunakan secara berubah-ubah, apakah untuk tujuan produktif
dan/atau konsumtif (Fernando, 2006).

C.KINERJA FINANSIAL PROGRAM KUR

Permasalahan utama program kredit mikro adalah sumber pem-
biayaan kredit seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah (public
fund), tingginya kredit macet dan masalah ketepatan-sasaran.
Untuk masalah kredit macet dapat disebabkan oleh tiga faktor. Per-
tama, sebagai agen penyalur (channeling agents), bank pelaksana ti-
dak menanggung risiko karena risiko kredit macet ditanggung oleh
pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada insentif bagi bank pelaksana
untuk menyalurkan kredit tersebut secara hati-hati (prudent man-
ners). Kedua, bank tidak bertanggung jawab apakah kredit yang
diberikan telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Di samping
itu, profesionalisme dari SDM perbankan justru bukan menilai
ketepatsasaranan program, melainkan lebih menilai bagaimana
menilai risiko dari kredit yang akan disalurkan.

Ketiga, tingkat bunga kredit yang ditetapkan jauh di bawah
tingkat bunga pasar menyebabkan munculnya moral hazard bagi
pegawai bank ataupun penerima kredit. Hal ini terjadi karena bank
tidak menanggung risiko kredit macet dan pembayaran fee diberi-
kan menurut persentase dari besarnya penyaluran kredit. Dengan
demikian, bank akan cenderung menyalurkan secara kurang hati-
hati (Nugroho, 2011; Robinson, 2002). Selanjutnya, hal ini juga
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disebabkan oleh rendahnya tingkat bunga kredit yang ditetapkan
sehingga tidak berkorelasi dengan makin tingginya tingkat pengem-
balian kredit. Selain itu, disebabkan oleh belum dihapuskannya
praktik rentenir yang ada di masyarakat perdesaan.

Gambar 5.6 di bawah ini menunjukkan bahwa penyaluran
kredit program KUR lebih pada pro-pasar. Artinya, program KUR
ini bersumber dari dana perbankan (bank pelaksana), sementara
anggaran pemerintah digunakan dalam bentuk penempatan dana
dan biaya penjaminan (imbal jasa penjaminan/IJP) kepada peru-
sahaan penjaminan (Jamkrindo dan Askrindo) untuk menjamin
risiko kredit macet. Dalam perjanjian kerja sama KUR, bank
pelaksana dan perusahaan penjaminan diharapkan memperoleh
keuntungan, sedangkan pemerintah memperoleh manfaat
peningkatan akses UMKM pada kredit perbankan. Aksesibilitas
UMKM terhadap KUR diharapkan dapat meningkatkan skala
usaha sehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat
miskin. Dalam konteks inilah program KUR dimaknai menggu-
nakan pendekatan komersial sehingga memperkuat keberlanjutan
program ini. KUR disalurkan secara hati-hati agar tingkat kredit
macet minimum sehingga bank pelaksana dan perusahaan pen-
jaminan dapat memperoleh keuntungan. Karena 70-80 persen
risiko KUR telah dijamin oleh perusahaan penjaminan, UMKM

Sumber: Nugroho (2014)

Gambar 5.6 KUR sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Program Kredit Mikro
untuk UMKM
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hanya diwajibkan menyediakan agunan tambahan 20-30% dari
nilai kredit.

Sebagai catatan, sejak 2007 hingga 2014, program KUR telah
menyalurkan kredit skala kecil kepada sekitar 11,4 juta UMK atau
sekitar 19,6 persen total UMK yang ada. Dengan outstanding
penyaluran KUR pada 2014 sebesar Rp178,8 triliun. BRI melalui
program KUR Mikro dan KUR Retail merupakan penyalur terbe-
sar hingga mencapai Rp18,81 triliun atau sekitar 40 persen dari
total outstanding KUR tahun 2014. Sementara sekitar 60 persen
tersalurkan melalui BNI, Mandiri, BTN, Bukopin, Bank Syariah
Mandiri (BSM), dan bank daerah. Secara umum, NPL dapat
ditekan hingga di bawah 5%, yaitu sekitar 3,3% pada 2014. Namun,
beberapa bank menunjukkan NPL yang cukup tinggi, yaitu BTN
sebesar 9,5%, BSM sebesar 8,4%, dan Bank Pembangunan Daerah
(BPD) secara rata-rata sebesar 8,9%. NPL mendekati angka 10%
ini dianggap cukup mengkhawatirkan karena pada batas NPL
sekitar 5% dianggap tingkat pengembalian yang masih cukup baik
dalam bisnis keuangan mikro (Komite KUR, 2014). Oleh karena
itu, sejak 2015 sampai kini, penyaluran KUR melalui bank daerah
dihentikan sementara.

Dari data BRI tahun 2014, mobilitas UMK penerima KUR
menjadi penerima kredit komersial mencapai 3 juta debitur atau
sekitar 26% dari total UMKM penerima. Dengan jumlah penem-
patan modal negara (PMN) kepada PT Jamkrindo dan Askrindo
sebesar sekitar Rp11,7 triliun ditambah dengan imbal jasa penja-
minan (IJP) sebesar Rp5 triliun, total investasi pemerintah untuk
mendukung program KUR mencapai sekitar Rpl6,7 triliun.
Dengan akumulasi penyaluran KUR sebesar Rp178,8 triliun, se-
tiap Rpl yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung
program KUR mampu mendorong mobilitas kredit sekitar Rp10
kepada UMKM. Artinya, program KUR memiliki daya ungkit
yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan kepada
UMKM. Sesuai dengan data yang tersedia, detail kinerja program
KUR ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut ini.
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Tabel 5.1 Kinerja Program KUR

Indikator
Jumlah Debitur KUR
(akumulasi)
Total Plafon KUR (akumulasi)
Baki Debet KUR
Penyaluran KUR Mikro

Penyaluran KUR Retail
NPL rata-rata

Migrasi KUR ke Kredit
Komersial

(data BRI posisi Oktober 2014)

Serapan Tenaga Kerja
UMKM

NPG Askrindo

NPG Jamkrindo

PMN Askrindo

PMN Jamkrindo
Total Pembayaran 1JP
(akumulasi)
Pembayaran Klaim
(akumulasi)

Kinerja per Desember 2014
12.475.927 debitur (11,4 juta debitur
KUR Mikro)

Rp178,85 triliun

Rp49,54 triliun

Rp96,26 triliun (53,8% dari total
penyaluran)

Rp82,58 triliun (46,17% dari total
penyaluran)

3,3% (NPL KUR Mikro = 1,6%)
3.011.727 debitur, Plafon = Rp31,27
triliun

20.344.639

3,8%

4,15%
Rp5,211 triliun
Rp6,539 triliun
Rp5,02 triliun

Askrindo = Rp2,25 triliun
Jamkrindo = Rp2,78 triliun

Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)

Dalam konteks distribusi KUR, sampai 2014, secara geografis
masih sangat terkonsentrasi di Jawa hingga mencapai sekitar 54%
dari total penyaluran KUR. Sementara 10 provinsi di Sumatra
memperoleh alokasi KUR sekitar 22,2% dan 29,6% di wilayah
Indonesia timur. Distribusi penyaluran KUR secara geografis
pada 2018 juga tidak mengalami perubahan yang berarti.

Adapun faktor yang membuat KUR tidak terdistribusi secara
proporsional adalah faktor keterbatasan cakupan pelayanan oleh
bank pelaksana dan perusahaan penjaminan KUR di beberapa
provinsi luar Jawa, seperti di Papua, NTT, NTB, dan Sulawesi
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Tenggara. Kenyataan ini patut disayangkan karena UMKM di
provinsi luar Jawa berkontribusi besar dalam memberikan ke-
sempatan kerja kepada masyarakat miskin dan berpendapatan
rendah.

Adapun secara sektoral, penyaluran KUR masih didominasi
oleh sektor perdagangan. Sampai Desember 2014, sesuai dengan
data yang tersedia, proporsi KUR yang tersalurkan ke sektor per-
dagangan mencapai angka 57,6%. Sementara itu, proporsi untuk
sektor pertanian sebesar 20,38%, industri pengolahan 2,9%, dan
jasa 10%. Terkonsentrasinya KUR ke sektor perdagangan terjadi
karena perbankan menilai bahwa sektor ini relatif kurang berisiko
dibandingkan sektor-sektor lainnya (Kementerian Koordinator
Perekonomian, 2014). Detail distribusi KUR berdasarkan pada lo-
kasi geografis dan sektor ekonomi ditunjukkan pada Gambar 5.7.

Namun, program KUR disinyalir menghadapi masalah, yakni
tidak tepat sasaran pada masyarakat miskin. Ketidaktepatan sa-
saran program KUR antara lain diakibatkan oleh desain program
tersebut yang tidak secara spesifik ditujukan untuk rumah tangga
miskin (RTM). Akibatnya, bank pelaksana enggan menyalurkan
KUR kepada RTM karena mereka dianggap memiliki tingkat risiko

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian (2014)

Gambar 5.7 Distribusi KUR Menurut Wilayah dan Sektor Ekonomi 2014 (persen)
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kemacetan yang tinggi. Sementara dari sisi penerima, penggunaan
yang tidak produktif oleh RTM terjadi karena cenderung meng-
gunakan kredit untuk tujuan konsumsi dibandingkan untuk tu-
juan investasi dan pengembangan usaha. Artinya, program KUR
bukanlah panacea dalam penanggulangan kemiskinan. Program
KUR hanya bagian kecil dari upaya pemberian kemudahan bagi
UKM untuk mengakses sumber daya finansial (financial capital).
Aksesibilitas finansial ini tidak akan berdampak signifikan bagi
penanggulangan kemiskinan bila faktor-faktor terkait lainnya (so-
sial, budaya, dan lingkungan hidup) tetap menjadi kendala bagi
masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Secara khusus, program KUR ini memiliki berbagai kontra-
diksi akibat adanya trade-off antara tujuan profitabilitas dan upaya
penanggulangan kemiskinan. Pada saat sumber pembiayaan
program KUR berasal dari dana perbankan, bank pelaksana akan
cenderung untuk menyalurkannya kepada kelompok nonmiskin
karena dianggap penyaluran KUR kepada rumah tangga miskin
adalah sangat berisiko. Konsekuensinya, bank cenderung untuk
tidak melayani kelompok miskin karena tingginya probabilitas
kredit macet yang akan dihadapi. Akibatnya, program KUR ini
cenderung pasif dalam melayani kelompok miskin (Nugroho,
2014).

Masalah ketepatsasaranan dan dampak program KUR ke-
pada RTM yang belum memuaskan juga disebabkan oleh faktor
berikut. Pertama, desain kelembagaan yang bias kepada bank
pelaksana dan lembaga penjamin yang lebih mengutamakan prin-
sip komersial. Akibatnya, pemenuhan prinsip kesejahteraan (wel-
fare) dari pelaksanaan program KUR relatif terabaikan. Kedua,
desain kelembagaan program yang kurang mendukung adanya
keterkaitan KUR dengan kelembagaan yang dibangun oleh prog-
ram kemiskinan lainnya. Dalam kaitan ini, program KUR tidak
terkait secara baik dengan program pemda, PNPM Mandiri, pro-
gram keluarga harapan (PKH), dan program lainnya. Dengan kata
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lain, kelembagaan yang dibentuk oleh berbagai program penang-
gulangan kemiskinan tidak terkait dengan program KUR.

Ketiga, implikasi dari kedua faktor di atas menyebabkan prog-
ram KUR berpotensi tidak menyentuh sasaran kelompok masya-
rakat miskin. Alokasi KUR hanya akan menyasar pada UMK
produktif yang dimiliki oleh kelompok masyarakat bukan miskin.
Konsekuensinya, besarnya alokasi KUR tidak memiliki korelasi
yang kuat terhadap pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
Pada saat penyaluran KUR hanya mengena pada kelompok UMK
yang sebenarnya sudah bankable, dampak yang dihasilkan hanya
akan mendorong kinerja bisnis UMK tersebut. Sebaiknya, penya-
luran KUR menyasar kelompok UMK yang belum bankable milik
RTM. Jika demikian, UMK milik RTM dapat berkembang menjadi
UMK dengan skala yang lebih besar. Keberhasilan dalam pening-
katan skala usaha UMK tersebut kemudian akan dapat mengen-
taskan pemiliknya dari perangkap kemiskinan. Lantas, apakah
program KUR memiliki dimensi empowerment, capability, oppor-
tunity, dan security (Ecopos) dalam menanggulangi kemiskinan?

D.DIMENSI ECOPOS DALAM PROGRAM KUR

Secara umum, program KUR memiliki dimensi Ecopos dalam me-
ngentaskan masyarakat dari kemiskinan (Gambar 5.8). Dimensi
kemiskinan Ecopos dalam program KUR antara lain, pertama,
karena program KUR diarahkan untuk peningkatan pendapatan
pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk penduduk miskin. Kedua,
dimensi Ecopos menjadi bagian penting dalam pencapaian keber-
hasilan program KUR. Dalam dimensi empowerment atau pember-
dayaan, misalnya, program KUR memiliki potensi memecahkan
masalah kemiskinan. Hal ini didasarkan pada fakta program KUR
yang memberikan akses finansial kegiatan usaha masyarakat mis-
kin. Demikian pula dimensi kemampuan (capability), dengan
adanya akses finansial yang diberikan program KUR, masyarakat
miskin memiliki tambahan akumulasi kapital, baik untuk
tabungan, perbaikan keterampilan, maupun sosial kapital. Semen-
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Sumber: Nugroho dkk. (2014)

Gambar 5.8 Pendekatan Ecopos dalam Program KUR untuk Penanggulangan
Kemiskinan

tara dari aspek kesempatan (opportunity), peningkatan akses kre-
dit diharapkan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada
masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada.
Demikian pula dimensi keamanan (security), yakni peningkatan
akses kredit dapat memperkuat ketahanan masyarakat miskin
terhadap berbagai gejolak eksternal yang dapat mengganggu ke-
giatan sosial-ekonomi masyarakat miskin. Detail penjelasan ma-
sing-masing dimensi Ecopos dalam pengentasan masyarakat dari
kemiskinan diberikan pada Gambar 5.8 berikut ini.

1. Dimensi Pemberdayaan

Seperti diungkapkan sebelumnya, program KUR pada dasarnya
ditujukan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) melalui peningkatan akses kredit perbankan. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan keterbatasan modal ataupun ku-
rangnya akses pembiayaan formal dalam pengembangan UMKM.
Oleh karena itu, desain KUR yang dilakukan saat ini oleh bank
pelaksana KUR diharapkan mendekatkan sumber pembiayaan
formal kepada para pelaku UMKM.
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Dalam realisasinya, KUR telah mampu memberdayakan
UMKM melalui beberapa pendekatan, seperti pertama, pendam-
pingan yang dilakukan oleh komunitas (UPK/BKM dari PNPM)
dalam bentuk akses informasi dalam prosedur dan syarat dalam
mengakses KUR. Hal ini dilakukan oleh tenaga pendamping UPK
dan BKM kepada para UMKM yang telah meminjam (menjadi
anggota dalam UPK tersebut) dan memiliki track record yang baik
(tidak pernah terlambat membayar ataupun default). Artinya,
UMKM anggota UPK/BKM akan didampingkan dengan bank
pelaksana KUR, sehingga mereka akan memiliki dua jenis pin-
jaman, yaitu SPP dan KUR. Selain informasi dan pendampingan
dalam memenuhi prosedur KUR hingga realisasi pinjaman, UPK
melakukan pembinaan kepada UMKM mengenai pemberian
informasi pemasaran sehingga mampu meningkatkan jangkauan
usaha bagi UMKM.

Hal serupa dilakukan oleh pendamping KUR yang berasal
dari koperasi yang memang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan
UMKM melalui pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM
(KUMKM). Dengan mekanisme yang hampir sama, terdapat be-
berapa perbedaan antara pendampingan yang dilakukan UPK/
BKM dan koperasi (pendamping KUR), yaitu pendampingan dari
koperasi tidak hanya berfokus pada akses UMKM kepada KUR,
tetapi lebih luas pada kegiatan yang lain dan bertujuan mening-
katkan kinerja UMKM. Contoh kegiatan tersebut adalah kegiatan
pengembangan metode produksi dan inovasi, pemasaran secara
bersama yang dikaitkan dengan dinas maupun bapak angkat dari
swasta (BUMN) hingga mengikuti kompetisi yang dilakukan di
tingkat regional maupun nasional. Hal ini dapat terjadi akibat:
1) sebagian anggota koperasi telah naik kelas dan menjadi nasa-
bah KUR sehingga pembinaan dilakukan sekaligus bagi anggota
koperasi maupun nasabah KUR; 2) intensitas pertemuan antar
anggota koperasi yang lebih sering sehingga membentuk ikatan
kekeluargaan di antara anggota koperasi; serta 3) masuk dalam
kelembagaan formal sehingga akses informasi, program, dan ke-
giatan kepada instansi terkait menjadi lebih mudah.
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Kedua, pemberdayaan juga dilakukan oleh aparat desa terkait
dengan administrasi-birokrasi untuk memenuhi persyaratan KUR
dalam bentuk pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai
salah satu syarat dalam mengajukan KUR. Di beberapa daerah,
aparat desa yang memahami prosedur KUR diminta membantu
menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan
UMKM untuk mendapatkan KUR. Dengan adanya peran aparat
desa ini, aparat desa berpeluang mendapatkan informasi dan latar
belakang calon debiturnya sehingga dapat berperan sebagai social
collateral memberikan rekomendasi mengenai performa UMKM
kepada Mantri KUR. Selain itu, proses pelayanan dari pihak bank
kepada UMKM menjadi lebih cepat.

Ketiga, pemberdayaan mengenai informasi prosedur per-
bankan juga dilakukan oleh mantri/petugas KUR dari bank atau-
pun dinas terkait. Hal ini secara langsung mendidik UMKM untuk
tertib administrasi (kemampuan memenuhi syarat dan prosedur
pinjaman); disiplin dalam mencicil (membayar cicilan); bertang-
gung jawab atas kepemilikan pinjaman dan manfaat dari akses
KUR. Artinya, para petugas bank ataupun sebagian dinas pemda
mengajak masyarakat mengikuti/memenuhi aturan perbankan.

Dengan adanya proses pelayanan yang baik tersebut, keter-
gantungan masyarakat mengakses pembiayaan ke lembaga ke-
uangan nonformal seperti rentenir yang mengenakan bunga
sangat tinggi dan memberatkan UMKM menjadi berkurang. Hal
lain yang perlu dicatat, di beberapa bank, BSM misalnya, per-
temuan rutin di kantor BSM selalu dilakukan bersama dengan
beberapa debitur KUR Mikro. Pertemuan ini dimaksudkan
untuk memberikan pengetahuan mengenai administrasi (pen-
catatan) keuangan, pemasaran, hingga mendorong pembentukan
kelompok usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
kerja sama antara kelompok dan melatih pembukuan (tertib
administrasi) yang nantinya dapat digunakan untuk mengajukan
pinjaman mikro komersial lainnya ataupun pengurusan izin
administrasi yang lain. Hal yang sama dilakukan oleh BRI melalui
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pendampingan secara individual (oleh mantri KUR) kepada nasa-
bah KUR, baik berupa cara pencatatan keuangan maupun sharing
knowledge mengenai pengembangan usaha. Bahkan ada beberapa
unit bank yang memilih debitur KUR untuk dijadikan anak angkat
dalam skema Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk
membantu pemasaran (melalui ekspo dan pameran) ataupun
mengikuti pelatihan khusus untuk meningkatkan kapasitas bisnis
UMKM.

Namun, terdapat isu sentral mengenai pemberdayaan dalam
kerangka debitur KUR. Pertama, UMKM membutuhkan pember-
dayaan bukan sekadar kemudahan akses permodalan (yang telah
terpenuhi melalui KUR), tetapi juga pemberdayaan dalam metode
produksi, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi, pemasaran, dan
manajemen usaha. Hal ini dimaksudkan agar KUR tidak hanya
sebatas menyelesaikan masalah dalam pembiayaan, tetapi juga
dalam pengembangan kinerja UMKM yang masih menemui ken-
dala dalam peningkatan daya saing.

Oleh karena itu, perlu ada dukungan lain yang mampu disi-
nergikan dengan program KUR. Diakui, realisasi hal ini masih
cukup sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena KUR belum terin-
tegrasi dengan program pemberdayaan UMKM yang lain. Selain
itu, karena KUR dilakukan oleh perbankan, sementara pember-
dayaan UMKM biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah, ko-
munitas, swasta, ataupun LSM. Benar memang, beberapa pemda
telah mencoba melakukan integrasi dengan menjalin antara data
penerima KUR dan calon peserta pemberdayaan UMKM. Namun,
hal ini masih sulit dilakukan karena pemda tidak memiliki data
penerima KUR dan belum adanya kepercayaan yang belum ter-
bangun kuat antara bank pelaksana KUR dan pemerintah daerah.

Kedua, mengenai siapa yang akan bertanggung jawab dalam
memberdayakan UMKM penerima KUR. Bank berargumentasi
bahwa core business bank adalah mediasi keuangan. Oleh karena
itu, jika melakukan pemberdayaan sebagai tugas pokok dan fungsi
(tupoksi), hal itu akan tidak sesuai dengan tujuan bank sebagai
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business entity yang berorientasi profit (keuntungan). Selain itu,
jumlah staf bank tidak sebanding dengan jumlah debitur KUR
yang mencapai jutaan, sehingga sulit untuk melakukan pember-
dayaan perseorangan kepada debitur KUR.

2. Dimensi Kemampuan

Dalam konteks kemampuan (capability), secara umum KUR telah
membantu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Bantuan
peningkatan kemampuan dimaksud antara lain dalam hal sebagai
berikut. Pertama, dalam peningkatan modal yang dimiliki. Hal
ini karena KUR secara langsung meningkatkan likuiditas usaha
akibat tambahan pembiayaan. Implikasinya adalah UMKM me-
miliki beberapa pilihan terhadap mitigasi dari kemiskinan, seperti
peningkatan cadangan modal produksi (dalam bentuk in-kind),
pembelian peralatan produksi, perbaikan/perluasan lokasi pro-
duksi (workshop) sehingga mampu meningkatkan kapasitas
produksi, dan pembelian kendaraan ataupun sewa lokasi toko
untuk memperluas pemasaran. Implikasi dari suntikan dana
KUR menyebabkan kapasitas usaha UMKM meningkat 20-30%
yang dapat diamati dari penambahan jumlah hasil produksi yang
dihasilkan dalam satu periode dibandingkan sebelum mengakses
KUR.

Kedua, penambahan sumber daya manusia (SDM) sebagai
karyawan. Sebelum akses KUR, rata-rata usaha dikerjakan sendi-
ri, dan setelah mengakses KUR sebagian UMKM menambah
karyawan satu—dua orang (diupah) dan sebagian yang lain hingga
empat—enam orang SDM. Ketiga, jangkauan pemasaran yang le-
bih luas dibandingkan sebelum mengakses KUR. Hal ini mungkin
terjadi karena 1) peningkatan kuantitas produksi sehingga mem-
butuhkan pasar baru yang lebih luas dibandingkan mengandalkan
existing konsumen; 2) adanya moda transportasi tambahan yang
mampu memperluas jaringan pemasaran; serta 3) perluasan jeja-
ring bisnis dan informasi yang diperoleh dari adanya kegiatan dan
interaksi dalam kerangka KUR, seperti dengan sesama debitur
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KUR yang pernah dikumpulkan dalam suatu forum, pendamping-
an yang dilakukan oleh komunitas, ataupun relasi yang terbangun
secara apik dengan staf bank dan dinas terkait yang selanjutnya
membantu dalam membangun link antara debitur KUR dan po-
tential customers yang lain. Berbagai kondisi tersebut berdampak
pada peningkatan pendapatan UMKM sebesar 20—-30% yang lebih
besar dibandingkan sebelum akses KUR. Akibatnya, beberapa
UMKM mampu membentuk cadangan kapital melalui peningka-
tan tabungan sebesar 10-20%.

Rata-rata UMKM memanfaatkan KUR dengan alokasi 50—
60% untuk pengembangan usaha, dan sisanya untuk membiayai
kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan (anak), biaya kese-
hatan, perbaikan rumah, dan acara-acara ritual (budaya/agama),
misalnya pernikahan ataupun kegiatan sakral lainnya. Artinya,
KUR berpeluang dalam peningkatan kapasitas pendapatan rumah
tangga ataupun peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
secara langsung sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih baik
dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Implikasi
lebih jauh adalah peningkatan kualitas kehidupan keluarga secara
umum, khususnya dalam membentuk generasi selanjutnya
dengan tercukupinya kebutuhan mendasar bagi tumbuh kembang
anak-anak mereka di masa mendatang. Perbaikan kondisi keluar-
ga tersebut berpotensi mereduksi risiko kemiskinan ataupun
kembali pada kondisi miskin.

3. Dimensi Kesempatan

KUR juga memberikan peluang (opportunity) bagi UMKM. Hal
ini terkait dengan adanya tambahan/injeksi kapital melalui KUR.
Dengan adanya tambahan kapital tersebut, UMKM berpeluang
memperluas pasar dan pelanggan yang lebih banyak sehingga
mampu mendukung peningkatan keuntungan. Peningkatan kapa-
sitas usaha tersebut akan diiringi penambahan jumlah karyawan
untuk mendukungoperasionalisasiusaha. Halinimengindikasikan
bahwa aksesibilitas KUR berpotensi meningkatkan pendapatan
(bagi pelaku UMKM) secara langsung ataupun pendapatan bagi
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karyawan (secara tidak langsung) yang sebelumnya menganggur
dan kemudian direkrut menjadi karyawan. Artinya, program KUR
berpeluang meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga
kerja yang sejalan dengan upaya pengurangan kemiskinan.

Peluang kedua adalah terbentuknya kemitraan dengan usaha
yang lebih besar (melalui forward linkages) ataupun usaha-usaha
serupa (dalam kerangka backward linkages). Pengembangan je-
jaring bisnis (networking) tersebut menjadi penting bagi UMKM
dalam membesarkan usahanya terkait dengan akses bahan
baku, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pengelolaan usaha,
preferensi pasar, updating informasi dan tren yang sedang ber-
kembang, hingga penumbuhan-penumbuhan inovasi sebagai mo-
tor penggerak daya saing UMKM. Keberadaan asosiasi ataupun
perhimpunan akan menguatkan UMKM melalui mekanisme
advokasi, kerja sama yang solid antarpelaku UMKM, sehingga
UMKN akan lebih tangguh menghadapi tekanan-tekanan
eksternal (pelemahan ekonomi global) dan internal (ketidak-
stabilan makroekonomi, seperti kurs, inflasi, dan pertumbuhan
ekonomi). Peluang ketiga tercipta pada saat UMKM naik kelas
dalam skala usaha. Dengan demikian, UMKM berpeluang meng-
akses pembiayaan yang lebih besar dibandingkan KUR sehingga
memiliki keberlanjutan dalam akses pembiayaan yang dibutuh-
kan seiring dengan perkembangan usaha UMKM.

4. Dimensi Keamanan

Dalam dimensi keamanan (security), program KUR memberikan
rasa aman bagi rumah tangga yang telah mengakses KUR. Hal ini
terjadi karena dengan diterimanya KUR, rumah tangga miskin
memiliki keamanan terhadap pengeluaran pendidikan dan kese-
hatan bagi keluarganya. Selain itu, dengan adanya KUR, telah ter-
jadi peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kapasi-
tas usaha rumah tangga penerima KUR. Peningkatan pendapatan
ini membantu dalam meningkatkan keamanan/jaminan gizi yang
lebih baik bagi generasi selanjutnya dan kualitas yang lebih baik di
masa mendatang.
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Penelitian ini juga menemukan pentingnya KUR dalam mem-
berikan keamanan rumah tangga penerima KUR. Hal ini terjadi
karena rumah tangga penerima KUR mencadangkan keuntungan
usahanya untuk pengembalian cicilan dua—tiga bulan ke depan.
Bahkan beberapa rumah tangga penerima KUR telah mampu
mengakumulasi tabungan dari keuntungan yang disisihkan.
Alokasi tabungan ini ditujukan sebagai asuransi mandiri terha-
dap kondisi yang tidak terduga di kemudian hari, seperti biaya
pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya-biaya pendidikan,
hingga penurunan omzet penjualan dan untuk membiayai ke-
butuhan sehari-hari. Dalam konteks inilah program KUR dapat
dikatakan berpotensi memperkuat keamanan dan ketahanan so-
sial-ekonomi rumah tangga penerima KUR.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan program KUR sangat penting untuk meningkatkan
akses kredit kepada UMKM. Program KUR telah mampu mening-
katkan mobilitas kredit perbankan kepada UMKM dengan tingkat
kemacetan yang relatif rendah. Berbeda dengan program kredit
berbasis subsidi bunga, program KUR dengan pola penjaminan
mampu memperkuat prinsip kehati-hatian dalam penyaluran
kredit skala kecil kepada UMKM. Pola penjaminan ini juga sangat
diperlukan karena pada umumnya UMKM menghadapi pemba-
tasan kredit (credit constraint) oleh perbankan akibat tingginya
risiko kredit. Aksesibilitas UMKM terhadap KUR telah memberi-
kan kesempatan kepada UMKM untuk melakukan reproduksi dan
akumulasi kapital, perbaikan kualitas SDM, dan kesehatan yang
sangat penting untuk mendukung struktur produksi UMKM.
Oleh karena itu, program KUR memiliki dimensi pemberdayaan
(empowerment), meningkatkan kemampuan (capability), mem-
berikan peluang (opportunity), dan memberikan keamanan (secu-
rity) bagi penerima program KUR.

Namun, masih ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan
dalam mengoptimalkan program KUR bagi penanggulangan ke-
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miskinan Ecopos. Hal ini antara lain meliputi upaya pemberda-
yaan yang tidak sekadar kemudahan akses permodalan saja, tetapi
juga pemberdayaan dalam metode produksi, penumbuhan inova-
si, adopsi teknologi, pemasaran, dan manajemen usaha. Selain itu,
menyangkut siapa yang akan bertanggung jawab dalam member-
dayakan UMKM penerima KUR. Oleh karena itu, masih banyak
pekerjaan rumah yang harus diperhatikan agar KUR mampu
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan Ecopos.
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BAB VI

KEMISKINAN ECOPOS
DALAM DIMENSI
AGRARIA

Lilis Mulyani

A. PEMILIKAN LAHAN DAN KEMISKINAN

Mengapa penduduk menjadi miskin kalau tidak memiliki tanah?
Jawabannya adalah karena tanah merupakan sumber kekayaan
yang dapat diolah untuk kehidupan. Tanah juga dapat menjadi sum-
ber identitas diri serta memberi kepercayaan diri dan status sosial
di dalam masyarakat tempatnya tinggal. Penguasaan dan pemilikan
tanah secara politik juga memberi posisi tawar di dalam masyarakat
yang lebih tinggi. Keterikatan masyarakat yang menumpukan ke-
hidupannya ke sektor pertanian tentunya sangat terkait erat dengan
penguasaan dan pemilikan tanah (Moene, 1992).

Memiliki sebidang tanah atas namanya sendiri membuat
petani bebas mengolah tanahnya dan hasilnya untuk kesejahtera-
an keluarganya. Namun, kenyataannya banyak petani yang tidak
memiliki tanah sendiri. Akibatnya, petani tersebut terperangkap
untuk menggarap tanah luas milik orang lain, baik milik para
tuan tanah, para pejabat desa, maupun orang-orang kaya di desa.
Bahkan juga para pemilik tanah tersebut adalah orang kaya di
luar desa. Dalam menggarap tanah tersebut, para petani banyak
yang “diperas” tenaganya untuk kepentingan para pemilik tanah.
Akhirnya, para petani yang berada di pelosok pada kehidupan
miskin. (Moene, 1992; Booth, 2000). Hilangnya pemilikan tanah
petani juga disebabkan oleh adanya perkembangan dan pembu-
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kaan wilayah-wilayah baru. Pembukaan wilayah baru ini tidak
hanya ditujukan untuk pengembangan wilayah perkotaan, tetapi
juga untuk pengembangan wilayah industri dan sejenis lainnya.
Pengembangan wilayah ini selanjutnya berakibat tingginya ting-
kat konversi lahan pertanian perdesaan. Para petani terpaksa un-
tuk menjual tanahnya dan untuk mempertahankan kehidupannya
dari kemiskinan, para petani kemudian bermigrasi dari desanya
ke perkotaan.

Sayangnya, banyak di antara para petani yang bermigrasi dari
desa ke kota tidak memperoleh pekerjaan. Bahkan mereka harus
hidup di perkampungan kumubh, atau bantaran-bantaran sungai,
atau tanah-tanah milik perusahaan-perusahaan negara yang be-
lum dipergunakan. Ujung dari migrasi petani ke kota tidak hanya
menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi
juga menyebabkan tambahan penduduk miskin di perkotaan.
Badan Pusat Statistik (2019) mencatat persentase penduduk mis-
kin di perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26%. Angka ini,
memang menurun pada September 2018 menjadi 6,89%, tetapi ini
tidak berarti bahwa fakta kemiskinan di perkotaan hilang akibat
migrasi desa ke kota (Firdausy, 2019).

Bab ini tidak ditujukan untuk mendiskusikan terjadinya ke-
miskinan akibat migrasi dari desa ke kota, tetapi difokuskan pada
empat pokok pembahasan. Pertama, membahas relasi pemilikan
lahan dan kemiskinan. Kedua, menganalisis implikasi ketiadaan
lahan dan target reforma agraria. Ketiga, membahas tentang aset
dan akses lahan sebagai faktor kunci reforma agraria. Keempat,
mengkaji konsep kemiskinan Ecopos dalam konteks agraria.
Sumber data dalam pembahasan bab ini berasal dari hasil focus
group discussion (FGD) dengan para petani, penyuluh pertanian,
pemerhati agraria, dan Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Jawa
Barat. Dalam bab ini, terminologi tanah dan lahan digunakan se-
cara bergantian disesuaikan dengan konteks yang didiskusikan,
sementara memiliki makna yang sama.
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B. RELASI PEMILIKAN LAHAN DAN KEMISKINAN

Aset dan akses terhadap lahan merupakan salah satu aspek pen-
ting di dalam program pengurangan kemiskinan. Pernyataan ini
didukung bukti empiris yang menemukan bahwa penentuan ang-
ka kemiskinan dan program pengurangannya yang hanya didasar-
kan pada pendapatan konsumsi saja tidaklah mencukupi untuk
mengurangi kemiskinan secara komprehensif. Pemilikan aset dan
akses terhadap lahan tidak hanya akan meningkatkan sisi ekonomi
dan penghidupan kelompok miskin, tetapi juga akan mengurangi
efek marginalisasi di dalam kelompok masyarakat dengan menaik-
kan martabat, status sosial, dan posisi tawar di dalam kelompok
masyarakat tempat mereka tinggal (baca, misalnya, Geertz, 1983;
Tjondronegoro & Wiradi, 2008). Dengan kata lain, dengan adanya
aset dan akses pemilikan lahan, penduduk miskin akan jauh lebih
berarti di dalam lingkungan tempat tinggalnya, menambah keper-
cayaan diri dalam berusaha, serta meningkatkan kepercayaan pe-
merintah ataupun pihak ketiga lainnya dalam memberikan modal
dan bantuan lainnya.

Pentingnya aset lahan bagi penghidupan kelompok miskin
juga dikonfirmasi dari hasil penelitian ini. Ditemukan bahwa
hamparan lahan yang tidak ada pemilik atau tidak di bawah pe-
nguasaan siapa pun di perdesaan sangat sulit diperoleh. Sebalik-
nya, juga ditemukan hampir seluruh tanah di wilayah perdesaan
yang tidak dimiliki perusahaan perkebunan atau kehutanan telah
menjadi objek redistribusi ataupun pembukaan lahan (“babatan”)
oleh masyarakat untuk dijadikan lahan penghidupan.

Selain itu, kebijakan pemerintah di masa lalu untuk memberi-
kan sebagian besar tanah-tanah di wilayah perdesaan untuk peru-
sahaan perkebunan (baik milik negara, daerah, maupun swasta)
telah mengakibatkan banyaknya warga masyarakat di perdesaan
memiliki kesulitan untuk mengakses tanah dan sumber penghi-
dupan yang melekat pada tanah. Di sisi lain, ada proses akumu-
lasi tanah-tanah pertanian oleh segelintir orang sebagai bentuk-
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bentuk akumulasi kapital, baik untuk dijadikan ladang usaha
dengan mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai buruhnya
maupun sekadar alat investasi. Kondisi ini juga memperlihatkan
adanya kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sangat
tinggi. Bagi masyarakat miskin dengan akses lahan terbatas, atau
yang tidak memiliki akses atas tanah sama sekali, pilihan hidup,
dan sumber penghidupan menjadi sangat terbatas.

Akibat keterbatasan akses atas pemanfaatan, penguasaan,
dan pemilikan tanah, penduduk desa miskin tersingkir dan ter-
marginalkan dari ruang-ruang kehidupan di desanya sendiri.
Penduduk miskin ini terpaksa harus memilih jenis pekerjaan lain,
seperti menjadi buruh perkebunan atau buruh pertanian di desa-
nya. Jika lapangan pekerjaan ini juga tidak diperoleh, penduduk
miskin tersebut bermigrasi ke kota dan/atau mencari pekerjaan
sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Di luar temuan di atas, proses pembangunan yang dilakukan
pemerintah selama ini juga telah menyebabkan terjadinya trans-
formasi struktural dalam masyarakat dengan bergesernya kon-
tribusi sektor pertanian ke sektor industri dan jasa (baca juga
Kamaludin, 2004; Geertz, 1983; Evers & Korff, 2002). Hal tersebut
mengindikasikan bahwa penanggulangan masalah kemiskinan di
perkotaan dan perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan keter-
batasan atau ketiadaan pemilikan aset dan akses lahan perdesaan.

Kemiskinan dalam konteks agraria tersebut di atas tidak
dapat dilihat sebagai kemiskinan akibat kebijakan (kemiskinan
struktural) ataupun sebagai kemiskinan akibat kondisi alamiah
seseorang. Kemiskinan dalam konteks agraria harus dilihat seba-
gai sebuah proses relasi, ketika ada hubungan-hubungan yang
terbentuk yang tidak seimbang, sehingga beberapa pihak bisa
mendapatkan hak atas akses ataupun penguasaan dan pemilikan
atas tanah yang lebih baik dibandingkan sekelompok orang yang
lain. Lebih tegasnya, kemiskinan agraria terjadi akibat adanya
kontestasi di antara beberapa pihak dalam pola-pola penguasaan,
pemanfaatan, ataupun pemilikan atas tanah dengan segala keter-
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kaitannya. Kemiskinan ini juga dapat dilihat dalam proses pemis-
kinannya, berupa penutupan akses pada sumber-sumber daya
agraria melalui apa yang disebut sebagai hak atas tanah. Oleh
karena itu, karena kemiskinan ini terjadi akibat adanya kontestasi
yang tidak selalu berada dalam kondisi seimbang dan membuat
banyak terjadi proses-proses yang sifatnya eksploitatif yang me-
nimbulkan ketimpangan, dan ketimpangan, solusinya dapat
dilakukan dengan reformasi agraria.

Diakui, program reforma agraria memang sudah dilakukan.
Namun, implementasi di lapangan masih dalam taraf “work as
usual” yang tidak atau kurang meresapi makna ketimpangan.
Program ini baru sebatas ditempelkan pada kerja-kerja harian
lembaga-lembaga yang ditunjuk, khususnya oleh Badan Perta-
nahan Nasional (BPN)-atau sekarang telah berubah nama men-
jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR).
Perhatian lebih serius dalam implementasi program reforma
agraria seperti yang belakangan ini dilakukan oleh pemerintahan
Jokowi-JK mutlak diperlukan agar kemiskinan agraria dapat diku-
rangi ke depan.

Untuk mempertajam upaya mengatasi kemiskinan agraria, be-
berapa persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini patut diper-
hatikan. Pertama, ada berbagai bentuk ketidakadilan agraria, be-
rupa ketiadaan akses rakyat miskin terhadap sumber daya agraria.
Kedua, banyak konflik terjadi di dalam ataupun antarsektor yang
diberi kewenangan mengelola sumber daya agraria. Ketiga, makin
tingginya kesenjangan penguasaan tanah pertanian di wilayah
perdesaan akibat konversi tanah menjadi permukiman, industri,
jalan, perkebunan, dan lain-lain. Keempat, bagi orang miskin di
perkotaan, banyak di antara mereka terpaksa tinggal di tanah atau
lahan marginal, atau terpaksa menempati tanah telantar yang tidak
digunakan.

Kondisi-kondisi tersebut jelas bukan merupakan suatu kondisi
yang berdiri sendiri dan ada dengan sendirinya, melainkan meru-
pakan sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai perubahan dalam
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masyarakat, ditambah berbagai dorongan dan tekanan yang mem-
bentuk berbagai kebijakan pemerintah, serta beragam bias kepen-
tingan dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan. Oleh karena itu,
penguasaan lahan memiliki relasi dengan kemiskinan.

C. IMPLIKASI KETIADAAN LAHAN DAN TARGET
REFORMA AGRARIA

Seperti diungkapkan di atas, penguasaan lahan (tanah) pada
masyarakat perdesaan umumnya digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan utama atau livelihood melalui sektor pertanian. Geertz
(1983), seorang antropolog Amerika Serikat yang melakukan pene-
litian atas tanah pertanian di Pulau Jawa pada 1960-an, menyatakan
bahwa tanah adalah modal para petani. Dengan pertambahan
penduduk dan terbatasnya tanah, kepemilikan tanah makin ter-
kotak-kotak dalam petak-petak kecil dan makin lama akan makin
menciut seiring dengan pertambahan penduduk.

Geertz (1983) bahkan mengungkapkan bahwa bukan tidak
mungkin ke depan pertanian di Pulau Jawa akan mundur atau jus-
tru hilang dari peradaban. Ia mengungkapkan perlunya kemajuan
pertanian di Indonesia sehingga kemudian pemerintah Indonesia
melakukan revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan penggunaan
teknologi maju di bidang pertanian sebagai produk unggulan Orde
Baru yang dilengkapi dengan perangkat aparatur terorganisasi
(Bimas dan penyuluhan), kelembagaan modern (koperasi dan BRI),
kelembagaan tani, ketersediaan sarana produksi (pupuk, bibit, pes-
tisida) dan alat-alat mekanisasi pertanian, serta dukungan dana pe-
merintah. Tujuan revolusi hijau ini adalah mentransformasi petani
tradisional agar dapat menjadi petani modern guna mendukung
industrialisasi pertanian.

Kondisi petani Indonesia pada masa itu, menurut Geertz
(1983), adalah tingginya pertambahan penduduk dan terbatasnya
sumber daya. Keadaan ini menyebabkan masyarakat Jawa terbagi
menjadi dua, yakni tuan tanah dan petani tidak bertanah. Dalam
rangka mempertahankan homogenitas sosial ekonomi, mereka
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membagi kue ekonomi yang ada sehingga bagian yang diperoleh
anggota masyarakat makin lama makin sedikit yang disebut se-
bagai proses berbagi kemiskinan (sharing poverty). Akibatnya,
walaupun dari segi produktivitas per satuan luas mengalami pe-
ningkatan, sebenarnya peningkatan tersebut tidak tercapai dengan
peningkatan jumlah orang yang bekerja di satu petak sawah yang
terus bertambah. Dengan demikian, pada masa itu, terjadi involusi
pertanian sebagai cara adaptasi terhadap tekanan penduduk yang
ditempuh petani untuk mempertahankan homogenitas sosialnya.

Dampak dari revolusi hijau adalah terjadi diferensiasi sosial,
yakni ketika teknologi perdesaan memberikan peluang lebih besar
untuk dimanfaatkan oleh para tuan tanah di perdesaan yang memi-
liki modal sehingga menjadikan mereka kelompok komersial. Di
lain pihak, masih terdapat kelompok petani bertanah sempit dan
subsisten. Pendanaan revolusi hijau berupa subsidi dan proyek
pembangunan ternyata tidak diperoleh merata oleh semua petani,
tetapi cenderung diperoleh kelompok tertentu yang dekat dengan
birokrat desa atau hubungan lain yang terkait dengan sumber dana.

Revolusi hijau juga mendorong perkembangan ekonomi desa
sebagai akibat masuknya kegiatan ekonomi perkotaan. Hal ini
antara lain terjadi karena tuan tanah di perkotaan yang memiliki
surplus menginvestasikan surplusnya tidak hanya ke sektor perta-
nian dengan membeli tanah-tanah, tetapi juga ke sektor non-per-
tanian. Para tuan tanah ini masuk ke ekonomi perdesaan dengan,
misalnya, membuka pabrik beras, usaha angkutan umum, dan/
atau kios sarana produksi (saprodi).

Masuknya para tuan tanah ke sektor ekonomi di perdesaan
pada satu sisi meningkatkan reakumulasi modal dan keuntungan
mereka, tetapi di sisi lain menyebabkan tanah yang dimiliki pen-
duduk desa makin menyempit dan mereka hanya bertahan di sek-
tor usaha tani dengan produksi subsisten. Akibatnya, kesenjangan
ekonomi dan ketimpangan struktural penguasaan tanah terjadi
semakin masif disertai dengan konversi tanah ke non-pertanian
sebagai akibat penetrasi kapitalisasi ke perdesaan tersebut. Hal ini
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terjadi sejak 1980-an akibat dibukanya pusat pertumbuhan baru
di perdesaan. Kondisi tersebut terus terjadi pasca-revolusi hijau
akibat pertambahan penduduk dan penggunaan teknologi ataupun
konversi tanah. Selain rasio tanah dengan manusia makin timpang,
ikatan tradisional homogen komunitas makin tergeser oleh nilai-
nilai komersialisme dan individualisme.

Sebenarnya, ketersediaan tanah di perdesaan tidak langka. Na-
mun, akibat lajunya penjualan tanah yang didorong oleh kebutuhan
dasar petani yang makin meningkat, pemilikan tanah dalam skala
luas oleh orang kota ataupun pemilik modal besar makin marak.
Akibatnya, tanah-tanah masyarakat perdesaan makin terakumula-
si di tangan pemodal yang memaksanya menjadi “buruh upahan”
atau justru mendorong migrasi desa-kota. Pendapatan dari sektor
pertanian yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak men-
jadikan kaum muda di desa lebih tertarik untuk bekerja di pabrik-
pabrik di kota daripada di sawah. Dengan demikian, terlihat bahwa
kebutuhan reforma agraria di perdesaan karena ketimpangan
struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan keterbatasan akses
ke sumber-sumber perekonomian, modal, pemasaran, teknologi,
kelembagaan tani, serta kebijakan yang neoliberal yang tidak men-
dukung petani berskala kecil.

Sementara itu, ketimpangan penguasaan di kota lebih disebab-
kan oleh pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan ruang kota
untuk industri dan pusat bisnis. Ruang untuk permukiman men-
jadi sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kalangan miskin. Aki-
batnya, masyarakat yang tidak memiliki daya beli atas ruang, atau
berdaya beli rendabh, tersingkir ke ruang-ruang marginal di wilayah
perkotaan (Manning & Effendi, 1985; Salim, 1984; Soehendra,
2010).

Wilayah perkotaan umumnya mengalami pertumbuhan dan
perkembangan yang pesat. Pertumbuhan dapat terlihat dengan
indikator pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan eko-
nomi. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan salah satunya
disebabkan oleh migrasi penduduk desa ke kota yang telah kehi-
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langan tanahnya sebagai sumber mata pencaharian. Namun, um-
umnya para migran ini tidak memiliki pendidikan yang cukup atau-
pun keterampilan yang memadai untuk bersaing di sektor formal
di perkotaan. Akhirnya mereka terdampar pada sektor informal,
seperti buruh bangunan, pedagang kaki lima, dan buruh pabrik,
untuk menopang kehidupan dengan tingkat pendapatan yang
rendah. Kesenjangan pendapatan di perkotaan melebar karena
belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi dengan tidak mera-
tanya pembangunan serta pengembangan kualitas sumber daya
manusia sehingga keadilan ekonomi belum terwujud. Distribusi
kekayaan terlihat terkonsentrasi pada segelintir elite yang berkuasa
atau kelompok tertentu. Kesenjangan pendapatan dan ketidakmer-
ataan pembangunan mendorong makin maraknya kegiatan sektor
informal pada lokasi-lokasi strategis pada setiap titik pertumbuhan
kota.

Adapun perkembangan perkotaan dapat terlihat dengan indi-
kator pertambahan tanah terbangun di perkotaan seta pembangun-
an sarana dan prasarana perkotaan. Tanah di perkotaan mengalami
perubahan dari tanah-tanah pertanian menjadi non-pertanian
(Firman, 1990). Permintaan ruang kota untuk kebutuhan pusat-
pusat bisnis dan jasa makin meningkat yang sering kali mengaki-
batkan marginalisasi masyarakat miskin perkotaan dengan peng-
gusuran-penggusuran. Dampak negatif perkembangan kota juga
mengarah ke daerah pinggiran kota (suburban) dengan perkem-
bangan yang bersifat sprawl sehingga menyebabkan penyebaran
sarana dan prasarana perkotaan ke daerah pinggiran kota (Firman,
1990).

Keterbatasan ruang kota dengan berbagai kepentingan pem-
bangunan bisnis dan jasa mengakibatkan harga tanah-tanah di
perkotaan sangat tinggi. Pemenuhan kebutuhan ruang untuk tem-
pat tinggal menjadi permasalahan utama di wilayah perkotaan. Hal
tersebut tecermin dengan makin berkembangnya permukiman ku-
mubh dan liar (slums and squatters), baik di pusat kota, tengah kota,
maupun pinggiran kota. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan
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dasar atas penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah perkotaan
untuk tempat tinggal menjadi permasalahan pelik (Direktorat Jen-
deral Tata Ruang, 2017).

Meski demikian, akumulasi tanah di tangan segelintir individu
ataupun kelompok terlihat baik di wilayah perdesaan maupun
perkotaan (Firman, 1990). Pemusatan penguasaan dan pemilikan
tanah skala besar di perdesaan disebabkan oleh tekanan-tekanan
korporasi besar yang menguasai tanah-tanah berskala luas yang
mendesak keberadaan petani berskala kecil sebagai akibat kebijak-
an ekonomi neoliberal yang lebih berpihak kepada pemodal besar.
Adapun akumulasi tanah di perkotaan karena desakan perkem-
bangan kota yang menuntut ketersediaan ruang bagi pusat-pusat
ekonomi, bisnis, dan jasa sehingga mendesak dan memarginalkan
kaum miskin kota. Pemenuhan kebutuhan ruang untuk tempat
tinggal di perkotaan menjadi sangat mahal dan sulit dipenuhi kaum
miskin kota dengan pendapatan dari sektor informal yang rendah.

Dengan melihat karakteristik, perkembangan, dan permasa-
lahan yang berbeda antara perdesaan dan perkotaan, target refor-
ma agraria di perdesaan dan perkotaan juga sudah seharusnya
dibedakan. Di wilayah perdesaan, kebutuhan terhadap akses ru-
ang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (livelihood)
dengan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal
ini dapat dilakukan, misalnya, dengan pemenuhan kebutuhan
pemberian hak atas tanah dan ruang untuk kebutuhan akan tanah
pertanian bagi kaum petani tidak bertanah ataupun berskala kecil
(kurang dari 0,5 ha). Sementara di perkotaan, kebutuhan akan ru-
ang perlu diberikan terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar
akan rumah tinggal yang layak, serta pemberian hak atas tanah dan
jaminan keamanan atas ruang untuk tempat tinggal.

D.ASET DAN AKSES SEBAGAI FAKTOR KUNCI
DALAM REFORMA AGRARIA

Tentu banyak faktor yang diperlukan dalam reforma agraria.
Namun, faktor kuncinya paling tidak ada dua, yakni tanahnya sen-
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diri (aset) dan akses terhadap tanah. Hasil penelitian ini menemu-
kan bahwa rumusan kriteria minimal aset dan akses yang harus
diperhatikan dalam merancang dan merencanakan program ber-
basis pertanahan/agraria yang dilakukan baik di wilayah perkota-
an maupun di wilayah perdesaan sebagai berikut (Tabel 6.1).

Perhatian terhadap aset dan akses terhadap lahan di atas be-
lum dapat menjamin upaya mengurangi kemiskinan. Apalagi, garis
kemiskinan yang dipakai selama ini menyangkut pemenuhan hak
atas tanah dan sumber daya agraria belum digunakan pemerin-
tah. Garis kemiskinan yang dipakai pemerintah, misalnya, garis
kemiskinan BPS dan BKKBN masih terbatas pada tiga hal berikut
ini. Pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8
m?2 per orang. Kedua, sumber penghasilan kepala rumah tangga
untuk petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, bu-
ruh bangunan, buruh perkebunan, dan/atau pekerjaan lainnya
dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan. Ketiga, tidak
memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal
Rp500.000, seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak,
kapal motor, atau barang modal lainnya.

Melihat indikator-indikator dalam garis kemiskinan (GK)
di atas, jelas bahwa dimensi hak atas tanah dan akses terhadap
sumber daya agraria tidak termasuk dalam indikator kemiskinan
yang menjadi bahan survei Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) BPS
dan survei keluarga sejahtera (BKKBN). Indikator yang melihat
apakah suatu rumah tangga memiliki akses pada sumber produksi
atau sumber daya alam atau tidak menjadi faktor penting dalam
penghidupan. Demikian pula keterkaitan antara penguasaan dan
pemilikan tanah dikaitkan dengan produktivitas tanah itu sendiri
akan berpengaruh pada tingkat kerentanan sebuah keluarga pada
kemiskinan. Padahal, kemiskinan adalah suatu integrated concept
yang memiliki lima dimensi, yaitu 1) kemiskinan (poverty), 2) ke-
tidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi
darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan
5) keterasingan (isolation), baik secara geografis maupun sosiolo-
gis (Chambers, 1997).
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Tabel 6.1 Aset dan Akses yang Perlu Diperhatikan dalam Reforma Agraria

ASET

AKSES

. Aspek Fisik Tanah
. Luasan tanah (kecukupan

bergantung pada aspek lain b, c, d,
e, f)

. Kesuburan tanah sesuai dengan

aspek d

. Lokasi (akses air, akses jalan, landai,

. Kapasitas dan tingkat

kerentanan penerima
manfaat

. Tingkat pendidikan dan

pengalaman/wawasan

. Jenis pekerjaan; jenis

pemberdayaan yang tepat

tebing) c. Kelompok rentan (usia
d. Jenis komoditas lanjut, jumlah tanggungan,
e. Kondisi ekologis dan lingkungan risiko kesehatan); untuk
f. Dukungan sosial dan budaya keluarga yang rentan,
g. Interaksi antara objek dan diperlukan jenis akses
lingkungan yang berbeda, terutama
dalam konteks pemenuhan
jaminan sosial bukan pada
pemberdayaan ekonomi
d. Potensi ekonomi
2. Aspek Nonfisik Tanah 2. Konteks Kelembagaan Lokal

. Batas-batas tanah
. Jenis penguasaan dan pemilikan

atas tanah

. Bukti formalitas penguasaan dan

pemilikan atas tanah—sertifikat,
surat pajak, SK jalan bebas
hambatan

a.

Akses atas raw materials
(bibit, pupuk, lainnya)

. Akses permodalan

yang tidak “predatory”
(pengembangan koperasi,
BPR, BMT, bank daerah—
atas koordinasi pimpinan
daerah)
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ASET

AKSES

3. Aspek perlindungan atas aset: 3.

a. Dukungan sosial dan budaya

b. Perlindungan dari proses piecemeal- a.
dispossession

¢. Tanah komunal atau individual?

d. Pembatasan penguasaan dan
pemilikan tanah yang tidak
dimanfaatkan (akumulasi tanah
untuk spekulasi dan investasi)

e. Perencanaan penggunaan/ b.

penatagunaan tanah sesuai

kemampuan tanah c.
f. Perencanaan penataan ruang

sesuai dengan daya dukung ruang

bagi kebutuhan ruang berbagai

kepentingan dan kebutuhan ruang  d.

rakyat (pro poor policy) dengan
memperhatikan komponen
penguasaan dan pemilikan tanah

g. Kebijakan perlindungan ruang
atas dasar pertimbangan sosial
(misalnya: kebijakan perlindungan
sawah di suatu daerah yang
dibatasi waktu tertentu, tetapi
memperhatikan ketersediaan petani
sawah di daerah tersebut)

h. Pengendalian penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah

i. Pengendalian perizinan
pemanfaatan ruang memperhatikan
penatagunaan tanah dan pola ruang

4. Aspek Manajemen Tanah

a. Akses ke penguasaan dan/atau
pemilikan tanah

b. Konsolidasi persil

c. Konsolidasi pengelolaan

Kebijakan lokal dan
nasional

Konektivitas kebijakan
akses lokal hingga nasional,
meliputi : i) mekanisme
atau proses program, ii)
pelaksana dan penanggung
jawab program, iii) skema
pendanaan program
Kebijakan pemberian
bantuan bagi orang miskin
Kebijakan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (khususnya
pendidikan, kesehatan
gratis untuk orang miskin)
Kebijakan pertanian

yang tidak mematikan
petani kecil (kebijakan
impor, penyediaan

pupuk, benih, tersedianya
penyuluh pertanian yang
memberdayakan)

Sumber: Wiradi (2009)
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Dimensi hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya
agraria sebagai bagian penting dari pengukuran kemiskinan juga
telah diakui sebagai bagian penting dalam mengukur kemiskinan
seseorang. Salim (1984), misalnya, memberikan ciri-ciri kemis-
kinan sebagai berikut: 1) mereka yang tidak mempunyai faktor
produksi sendiri (seperti tanah, modal, dan keterampilan); 2) ti-
dak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan
kekuatan sendiri; 3) rata-rata pendidikan mereka rendah; serta 4)
sebagian besar mereka tinggal di perdesaan dan bekerja sebagai
buruh tani. Sementara kebanyakan penduduk yang tinggal di kota
adalah mereka yang berusia muda serta tidak memiliki keteram-
pilan dan pendidikannya rendah. Sementara kajian Bank Dunia
dan OECD dalam Hall dkk. (2011) memberikan indikasi serupa
bahwa akses terhadap tanah/lahan sebagai sumber produksi uta-
ma, ataupun akses terhadap sumber daya agraria menjadi salah
satu faktor yang menentukan tingkat kemiskinan seseorang.

Meskipun sekilas terlihat sebagai sebuah faktor yang bersifat
fisik, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Sen (1999)
dan Cannon (2005), kemiskinan tidak dapat selalu dinilai sebagai
pemenuhan terhadap aspek fisik dari manusia, pangannya, pa-
pannya, ataupun sandangnya. Lebih dari itu, mengurangi kemis-
kinan terkait dengan upaya pengurangan faktor-faktor yang
menyebabkan makin rentannya manusia terhadap situasi memis-
kinkan, dan upaya pengurangannya harus dikonsentrasikan pada
upaya meningkatkan kapabilitas atau kemampuan setiap manusia
terhadap akses-akses utama pemenuhan hak atas pangan, pa-
pan, dan sandang, serta jaminan bahwa akses tersebut dilindungi
oleh negara. Secara lengkapnya, Cannon (2005) memperlihatkan
bagaimana hubungan antara aset dan livelihood, dan memperli-
hatkan bahwa indikator-indikator fisik hanyalah keluaran dari
hubungan aset dan livelihood.
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E. PERSEPSI TERHADAP KEMISKINAN ECOPOS
DALAM KONTEKS AGRARIA

Kemiskinan Ecopos menjadi salah satu metode pengukuran ke-
miskinan yang makin banyak direkomendasikan untuk mengukur
jumlah orang miskin. Hal ini antara lain disebabkan oleh kom-
pleksnya permasalahan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan
tidak dapat lagi diukur atas dasar ketidakcukupan pendapatan
(ekonomi) saja, melainkan harus diukur secara multidimensi,
dalam hal ini disebut Ecopos. Konsep kemiskinan yang diukur
berdasarkan non-income poverty measurement pertama kali
digagas oleh Amartya Sen (1999) pada 1980-an dalam bukunya,
Development as Freedom. Konsep tersebut kemudian digunakan
oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam
konteks pembangunan manusia (human development).

Selain Sen dan UNDP tersebut di atas, Robert Chambers
(1997) secara spesifik mengemukakan adanya lima unsur utama
permasalahan kemiskinan atau disebut juga sebagai deprivation
trap. Kelima unsur deprivation traps tersebut adalah (1) kemis-
kinan itu sendiri; (2) kelemahan fisik; (3) keterasingan; (4) keren-
tanan; serta (5) ketidakberdayaan. Demikian pula Bank Dunia
(2001) dalam World Development Report, juga menegaskan
bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya terbatas pada
permasalahan income semata. Permasalahan kemiskinan meliputi
masalah ketidakberdayaan dan ketiadaan kesempatan maupun
keamanan seseorang. Pertanyaannya, bagaimana persepsi res-
ponden dan nara sumber penelitian ini terhadap kemiskinan Eco-
pos dimaksud?

Persepsi responden dan nara sumber yang terdiri atas
para petani, penyuluh pertanian, pemerhati agraria, dan Dinas
Pertanian Kabupaten Subang, Jawa Barat, terhadap konsep ke-
miskinan Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan
security) secara umum sebagai berikut. Pertama, keberdayaan
atau empowerment dipersepsikan sebagai kondisi bagaimana
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seseorang dapat menggunakan semua resources yang dimilikinya,
atau yang belum dimilikinya sehingga kehidupannya menjadi leb-
ih sejahtera. Dalam konteks agraria, keberdayaan dipersepsikan
sebagai kapasitas masyarakat miskin penyandang hak atas tanah
(baik dalam bentuk akses maupun penguasaan dan pemilikan
tanah) untuk mengelola tanah atau sumber daya agraria sebagai
sumber penghidupan (livelihood) atau alat produksi yang efektif.

Secara terperinci, dari hasil FGD, disimpulkan bahwa keber-
dayaan dalam konteks agraria dikelompokkan pada dua fokus uta-
ma, yaitu keberdayaan secara ekonomi (economic empowerment)
dan keberdayaan secara hukum (legal empowerment). Keber-
dayaan secara ekonomi dimaksudkan bahwa setiap ukuran atau
kebijakan yang dibentuk pemerintah ataupun upaya-upaya yang
dapat dilakukan masyarakat miskin untuk dapat memanfaatkan
atau menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, khusus-
nya sumber daya agraria untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
dan keluarganya melalui bentuk-bentuk kerja yang sifatnya pro-
duktif. Dalam hal ini, yang berhubungan dengan pemanfaatan
tanah atau lahan atau sumber daya agraria yang ada yang dapat
dia akses.

Sementara itu, keberdayaan secara hukum lebih dikaitkan
dengan kebijakan ataupun ukuran-ukuran yang dirumuskan
oleh pemerintah secara khusus dalam memberikan kesempatan
bagi masyarakat miskin untuk dapat mengakses bentuk-bentuk
perlindungan hukum terhadap haknya terhadap tanah atau sum-
ber daya agraria. Hal ini mengindikasikan pentingnya kebijakan
dan program khusus terkait dengan reforma agraria yang dapat
menyentuh atau menjaring masyarakat miskin secara nasional.
Dengan adanya kebijakan dan program reforma agraria, pendu-
duk miskin menjadi lebih berdaya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Kedua, persepsi yang menyangkut kemampuan (capability)
dalam konteks agraria yang diungkapkan dalam FGD juga lebih
banyak dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk meman-
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faatkan sumber daya agraria atau resources yang dapat diakses
untuk peningkatan penghidupannya. Untuk memenuhi kondisi
itu, dinyatakan perlu beberapa indikator dalam menilai apakah
masyarakat atau individu memiliki kemampuan tersebut; di an-
taranya adalah (1) kemampuan individu atau komunitas dalam
mengelola basis-basis produksi secara efektif; (2) kemampuan
dalam mengolah hasil produksi dari sumber daya agraria yang
memiliki nilai tambah yang dapat memberi keuntungan lebih di
dalam pasar dalam konteks yang lebih besar; serta (3) kemampuan
untuk mengakses pasar bagi hasil produksinya atau hasil dari
sumber daya agraria yang mereka hasilkan.

Hal tersebut di atas menunjukkan aspek fisik (aset atau
tanah) dan aspek akses menjadi kunci dalam mengentaskan
penduduk dari kemiskinan. Namun, untuk menciptakan kondisi
agar penduduk miskin memiliki kedua aspek, berbagai hambatan
struktural, legal, ataupun ekonomi bagi penduduk miskin mutlak
perlu dihilangkan. Bahkan, Sen (1999) menyatakan bukan hanya
regulasi atau kebijakan untuk mengakses sumber-sumber daya
agraria yang diperlukan, melainkan juga perlu memperhatikan
sistem yang berlaku, seperti sistem pasar, sistem ekonomi atau
sistem keuangan, dan perbankan.

Ketiga, persepsi terhadap kesempatan dalam konteks agraria
menekankan inklusivitas penduduk miskin untuk memperoleh
hak atas tanah dan akses pada sumber-sumber daya yang ada. Ke-
sempatan yang bersifat inklusif terhadap akses tanah dan sumber
daya agraria ini tidak hanya terbatas bagi penduduk miskin yang
berada di wilayah perdesaan, tetapi juga di wilayah perdesaan
lainnya (wilayah hutan, perkebunan, dan lain-lain).

Temuan di atas dikonfirmasi oleh studi yang dilakukan Ta-
nia Murray Li dalam buku terakhirnya, Land’s End, pada 2014.
Menurut Tania Murray, kemiskinan muncul ketika masyarakat di
daerah tidak memiliki akses pada sumber-sumber daya alam yang
saat ini telah terbagi menjadi hak-hak penguasaan dan pemanfa-
atan yang diberikan oleh negara, dan mengeksklusi masyarakat
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setempat dari sumber-sumber daya yang dulunya dapat mereka
akses secara bebas sebagai sumber penghidupan mereka.

Keempat, menyangkut persepsi keamanan (security). Respon-
den dan hasil FGD menekankan pada situasi ketika sistem yang
ada, baik formal maupun informal, memberi perlindungan kepa-
da penduduk miskin setelah diberi kesempatan (opportunity) dan
kemampuan (capability). Bentuk perlindungan tersebut dapat be-
rupa, antara lain, legalitas formal berupa akses atau penguasaan
dan pemilikan terhadap tanah dan sumber daya agraria, keaman-
an dari konflik-konflik yang berasal dari perebutan sumber daya
agraria (konflik agraria) dan keamanan dari struktur pasar bebas,
atau pasar tanah yang tidak equal atau tidak fair.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan yang diperlukan
penduduk miskin dalam aspek keamanan terkait dimensi agraria
adalah (1) adanya legalitas akses, penguasaan, ataupun pemilikan
hak atas tanah secara formal (sertifikat hak); (2) pengakuan atau
rekognisi hak atas tanah dan sumber daya agraria masyarakat
miskin yang diutamakan saat ketimpangan penguasaan dan pemi-
likan tanah sangat lebar; (3) kepemilikan tempat tinggal ataupun
lahan sebagai alat produksi yang bebas dari konflik sosial; (4)
perlindungan dari pengusiran paksa atau pengambilalihan lahan
sumber penghidupan masyarakat secara paksa; serta (5) jaminan
atas akses pada sistem pendukung produktivitas (seperti per-
bankan dan sumber pembiayaan) yang tidak predatory. Artinya,
tidak dengan mudah mengambil alih tanah atau lahan yang dija-
dikan agunan guna mendapat modal produksi pada saat terjadi
gagal bayar.

Dari uraian di atas, dapat diperhatikan bahwa keempat va-
riabel Ecopos dalam konteks agraria memiliki keterkaitan erat
satu dengan lainnya. Variabel keberdayaan, khususnya keberdaya-
an hukum atau legal empowerment, memiliki keterkaitan erat
dengan jaminan atau security hak atau akses atas tanah dan sum-
ber daya agraria. Demikian juga variabel opportunity atau kesem-
patan, yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek capability

156 Garis Kemiskinan dan ...



Gambar 6.1 Keterkaitan Kemiskinan Ecopos dalam Konteks Agraria

atau kapabilitas dan security atau keamanan. Keterkaitan keempat
variabel Ecopos dalam konteks agraria diberikan pada Gambar
6.1. Lantas, sejauh mana keempat variabel Ecopos diperlukan
dalam mengentaskan penduduk dari kemiskinan dalam konteks
agraria?

Implementasi keempat variabel dalam penanggulangan ke-
miskinan dalam konteks agraria tidak boleh hanya melihat seba-
tas kondisi realitas pemilikan aset dan akses terhadap tanah pen-
duduk miskin saja. Perhatian terhadap proses yang menjadikan
penduduk miskin desa harus kehilangan aset dan akses tanah
dan bagaimana relasi antar pihak terjadi juga perlu diberikan.
Misalnya, ketika penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan
memberikan kesempatan atau opportunity kepada penduduk
miskin untuk dapat mengakses sumber daya agraria, pemahaman
terhadap kondisi-kondisi ataupun proses-proses yang menyebab-
kan penduduk miskin kehilangan hak mereka untuk mengakses
sumber-sumber daya agraria tersebut perlu dimiliki.

Sering kali penjelasan tentang kemiskinan struktural menjadi
penjelas bagi kondisi dan proses demikian. Namun, pada praktik-
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nya di lapangan, sekalipun hak masyarakat dilindungi oleh hukum
(secara normatif secure atau aman), proses-proses hilangnya hak
masyarakat miskin atas tanah atau sumber daya agraria masih saja
terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi lokal
ataupun karena tekanan ekonomi pasar global. Bahkan hilangnya
akses penduduk atas tanah atau sumber daya agraria dapat pula
disebabkan oleh lemahnya koordinasi terhadap implementasi ke-
bijakan pemberian akses terhadap tanah (Ribot & Peluso, 2003).

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan dan
program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dalam konteks
agraria, perlu memperhatikan keseimbangan di antara semua
variabel Ecopos dengan kondisi-kondisi yang memiliki relasi
dengan keempat variabel Ecopos. Hal ini juga termasuk memper-
hatikan bagaimana penataan akses yang seimbang atas tanah dan
sumber daya agraria. Juga penataan bentuk-bentuk dan pola pro-
duksi yang memberi akses masyarakat miskin pada sumber-sum-
ber utama produksi yang tidak hanya berupa tanah dan sumber
agraria, tetapi juga akses pada konteks pembangunan dan kes-
empatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal, nasional,
ataupun global hingga ke penataan konsumsi. Dengan kata lain,
berbagai bentuk kebijakan dan program pemerintah yang dapat
melemahkan pemilikan aset dan akses atas tanah oleh penduduk
miskin harus diminimalisasi.

F. KESIMPULAN

Pemilikan terhadap tanah dan akses tanah menjadi kunci dalam
pengentasan penduduk di perdesaan dari kemiskinan. Hal ini
terjadi karena aset dan akses atas tanah mampu memberdayakan
penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Namun, pember-
dayaan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh akses
atas tanah harus pula dilengkapi dengan variabel kemampuan
penduduk miskin untuk mengelolanya dan keamanan dalam pe-
ngelolaan aset atas tanah tersebut.
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Namun, sebagai sebuah kebijakan yang utuh, perhatian terha-
dap keempat variabel Ecopos dalam pengentasan penduduk dari
kemiskinan perlu dilengkapi dengan pemahaman terhadap relasi
dalam penguasaan lahan atau sumber daya agraria, relasi dalam
tata produksi sumber agraria, dan relasi dalam pemanfaatan
tanah. Jika pemahaman terhadap relasi-relasi yang berkaitan
dengan keempat variabel Ecopos tidak diperhatikan, upaya pe-
nanggulangan kemiskinan dalam konteks agraria ini tidak dapat
berjalan optimal.
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BAB VII

DIMENSI ECOPOS UNTUK
OPTIMALISASI SIDa DALAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PETANI

Rachmini Saparita

A.SIDa DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PETANI

Pengembangan Sistem Inovasi di Daerah, atau disingkat SIDa, di
sektor pertanian belakangan ini menjadi salah satu strategi untuk
mempercepat pengurangan kemiskinan petani di Indonesia. Hal
tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan dan memahami ber-
bagai variabel penyebab kemiskinan petani. Namun, jika pengem-
bangan inovasi yang dilakukan hanya ditujukan pada peningkatan
pendapatan saja, hasilnya dipastikan tidak akan berkesinambungan,
apalagi meningkatkan kualitas hidup dari petani. Oleh karena itu,
pengembangan SIDa untuk penanggulangan kemiskinan petani
tidak boleh mengabaikan aspek pemberdayaan (empowerment),
peningkatan kemampuan (capability), peluang (opportunity), dan
keamanan (security) atau Ecopos (Bank Dunia, 2001).

Mengacu penjelasan Bank Dunia (2001), pemberdayaan berkait-
an dengan penanganan secara langsung atas serangkaian ketidak-
setaraan ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang berhubungan satu
sama lain, yang merugikan masyarakat (miskin). Untuk dimensi
kapabilitas didasarkan pada penjelasan Alkire dan Santos (2011) serta
Sen (1999), yaitu kemampuan untuk hidup lebih baik. Sementara itu,
peluang dimaksudkan sebagai pemberian kesempatan untuk berpar-
tisipasi penuh pada masyarakat miskin dalam memperluas kegiatan
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ekonomi dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Terakhir,
yang dimaksud dengan keamanan adalah adanya perlindungan pada
risiko dan kerentanan di tingkat mikro ataupun makro sehingga ke-
tika hal yang tidak diinginkan terjadi tidak membuat rumah tangga
dan negara menjadi miskin (Bank Dunia, 2001).

Bab ini bertujuan mendiskusikan dimensi dari tiap aspek
(variabel) Ecopos untuk mengoptimalkan SIDa bagi pengentasan
petani dari kemiskinan. Data dan informasi untuk mendiskusikan
hal tersebut diperoleh berdasarkan pada hasil penelitian Dyah,
Saparita, Abbas, Mulyadi, dan Hidajat. (2011) serta Saparita,
Dyah, Abbas, dan Hidajat. (2013) di dua daerah, yakni Kabupaten
Subang, Jawa Barat; dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur
(NTT). Kedua kabupaten ini dipilih karena kedua daerah tersebut
telah melaksanakan SIDa di sektor pertanian. Sistem inovasi
yang dimaksudkan di sini adalah sistem yang dapat mendekatkan
pengguna (petani) dengan teknologi yang dibutuhkan. Instrumen
dalam mengumpulkan data adalah focus group discussion (FGD)
dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), khususnya di Keca-
matan Pagaden dan Patok Besi, serta dengan Pemerintah Kabu-
paten Subang yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangun-
an Daerah (Bappeda). Sementara di Kabupaten Belu, NTT,
pengumpulan data melalui FGD dilakukan dengan petani sasaran
kegiatan, sedangkan dialog interaktif dilaksanakan dengan peme-
rintah daerah dan dengan para tokoh masyarakat.

Adapun sistematika pembahasan bab ini adalah sebagai beri-
kut. Pertama, diberi penjelasan menyangkut pelaksanaan SIDa di
subbab B sebagai latar belakang. Di subbab C, diuraikan tentang
dimensi dari tiap variabel Ecopos untuk optimalisasi SIDa dalam
penanggulangan kemiskinan petani. Adapun subbab D mendis-
kusikan tentang implikasi Ecopos dalam pelaksanaan SIDa. Sub-
bab E diberi catatan penutup.
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B. PELAKSANAAN SISTEM INOVASI DAERAH

Seperti dijelaskan di atas, lokasi penelitian ini adalah Kabupaten
Subang, Jawa Barat dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten Subang dipilih karena kabupaten ini merupakan salah
satu lumbung pangan nasional. Namun, sejak 2010 sampai kini,
Subang masih menjadi wilayah termiskin ketiga di Jawa Barat
(BPS, 2010a). Pertimbangan yang sama menjadi dasar pemilihan
Kabupaten Belu, NTT, yaitu karena kabupaten ini dikategorikan
sebagai kabupaten termiskin ketiga di NTT (wilayah Indonesia
timur) dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,03% atau 1
juta jiwa (BPS, 2010b).

Perlu dicatat bahwa sistem inovasi di Kabupaten Belu (SIDa
Belu) telah dikembangkan oleh LIPI beserta pemerintah daerah
dan penduduk Desa Bakustulama sejak 2011. Implementasi model
SIDa di Kabupaten Belu dimulai pada 2013, dan sampai kini ma-
sih tetap berjalan. Berbeda dengan SIDa di Kabupaten Subang.
SIDa di kabupaten ini dijalankan bukan oleh LIPI, melainkan ber-
dasarkan pada program pemerintah yang tertuang dalam Peratur-
an Bersama Menristek RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Mendagri RI
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
Pengertian SIDa dalam peraturan bersama tersebut ialah kese-
luruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan
inovasi yang dilakukan antar-institusi pemerintah, pemerintahan
daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga pe-
nunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Implementasi SIDa di Kabupaten Belu, NTT, mengandung
beberapa unsur sebagai elemen penting berjalannya sistem ino-
vasi, yaitu teknologi, aktor, dan kelembagaan. Dari hasil kajian
LIPI 2015 (Saparita dkk., 2015), sarana dan prasarana (teknologi
dan infrastruktur) merupakan hal penting dalam menjalankan
sistem inovasi. Selain itu, ada tiga elemen lain yang harus didorong
untuk menjalankan sistem inovasi, yaitu (1) aktornya, yaitu yang
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menjalankan sistem inovasi, penyebar inovasi, pengguna inovasi,
dan pelaku inovasi; (2) kelembagaan, khususnya Badan Penyuluh
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) yang dahulu dikenal
dengan nama Balai Penyuluh Pertanian (BPP); serta (3) dukungan
lingkungan, khususnya dari pemerintah daerah.

Dari elemen-elemen tersebut, penyebar inovasi merupakan
salah satu bagian dari aktor sistem inovasi, bahkan menjadi peng-
ungkit (leverage), jalannya sistem inovasi. Di lapangan, aktor
penyebar sistem inovasi adalah penyuluh pertanian Penyuluh Per-
tanian Lapangan (PPL). Sementara itu, petani sebagai pengguna
inovasi juga merupakan aktor sistem inovasi yang dalam kegiatan
pemanfaatan teknologinya masih banyak bergantung pada peran
penyebar inovasi. Di sisi lain, pelaku inovasi di sektor pertanian
masih sangat bergantung pada lembaga litbang.

Kelembagaan dalam sistem inovasi pertanian utama adalah
Badan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K).
Keberadaan BP3K sebagai lembaga intermediasi di tingkat keca-
matan dapat membantu memfungsikan sistem inovasi di masya-
rakat tani, baik melalui jejaring antar-BP3K, melalui pelaporannya
pada tingkat atas Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Per-
ikanan dan Kehutanan, dan Ketahanan Pangan (BP4KKP), pada
dinas instansi terkait pelaksana program pemanfaatan teknologi
pertanian, serta melalui identifikasi potensi dan kebutuhan tekno-
logi di masyarakat (tani). Sebagai focal point percepatan pengu-
rangan kemiskinan di tingkat daerah, serta koordinator kegiatan
antarsektor di daerah, peran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) diamati juga cukup signifikan dalam memban-
tu menjalankan program percepatan pengurangan kemiskinan
dari pemerintah.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan dengan menggunakan
instrumen wawancara mendalam (in-depth interview) dan focus
group discussion (FGD) diinformasikan bahwa Sistem Inovasi
di Belu (SIDa Belu) telah memberikan manfaat bagi kelompok
petani miskin yang berpartisipasi dalam kegiatan penerapan
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model SIDa. Dalam penerapan model SIDa, kelompok petani
miskin yang berlokasi di Dusun Taliren dengan upaya PPL mem-
peroleh akses untuk mengelola lahan tidur milik tuan tanah se-
tempat. Kelompok petani miskin tersebut merupakan kelompok
pengungsi dari Timor Leste yang tidak memiliki lahan dan tidak
memiliki akses terhadap lahan yang ada. Lahan yang mereka
garap hanya lahan pekarangan yang tidak terlalu luas.

Melalui konsep SID, akses terhadap lahan menjadi terbuka
melalui jejaring yang telah dibangun para penyuluh (PPL dan
BP3K sebagai pengelola SIDa), meskipun dengan waktu yang ter-
batas, yaitu saat musim kemarau saja. Ketika musim hujan, lahan
tersebut harus dikembalikan karena akan digunakan pemiliknya
untuk budi daya jagung (sebagai pangan pokok).

Dengan terbukanya akses terhadap lahan, diungkapkan ke-
lompok petani miskin tersebut dapat mengolah lahan dan mena-
naminya dengan berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi
cukup baik. Karena lahan yang dikelola terbatas dan waktu yang
juga terbatas, LIPI dan PPL menganjurkan dan membimbing
masyarakat untuk menanami sayuran yang memiliki umur
pendek, khususnya di Desa Bakustulama di kabupaten ini. Dari
masukan dan bimbingan tersebut, kelompok petani miskin di
desa ini menyatakan bahwa mereka telah memperoleh hasil/
pendapatan dari dua kali panen. Namun, hasil yang diperoleh
tersebut tidak terlalu tinggi sehingga belum mengangkat kelom-
pok petani miskin dari kemiskinan, tetapi telah memberikan tam-
bahan pendapatan dan menumbuhkan semangat untuk bekerja.

Pada 2016, Pemerintah Provinsi NTT menerapkan program
pengembangan ranch seluas 0,5 ha per keluarga. Kelompok petani
miskin tersebut dilibatkan dalam pengolahan lahan di sekitar area
pengembangan ranch. Selain tanaman pangan, penduduk miskin
tersebut diwajibkan menanam rumput untuk pakan sapi oleh
dinas peternakan.
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Setelah model SIDa yang dibangun LIPI dilaksanakan, Bapak
B warga trans (eks pengungsi dari Timur Leste) yang sudah me-
netap di Dusun Taliren dan menjadi Ketua Kelompok Tani yang
menjadi salah satu narasumber wawancara mendalam merasakan
bahwa dia dan keluarga serta warga trans lainnya bisa mendapat-
kan komoditas pertanian (jagung dan kacang-kacangan) untuk
makan sehari-hari (makanan pokok). Sayang sekali mereka tidak
memupuk lahan sehingga sebagian tanaman (jagung) kurus. Salah
satu ketua kelompok tani dalam penelitian ini menyatakan:

“Tanaman su lama tidak dipupuk. Karena kitorang
tidak ada uang” (tanaman sudah lama tidak diberi
pupuk, karena kami tidak mempunyai uang). Namun,
bagaimanapun, ada kegembiraan di wajah mereka
saat ini karena ada lahan yang bisa bebas digarap
semampu tenaga yang mereka bisa garap. Tetapi,
karena keterbatasan tenaga dan teriknya alam, maka
lahan garapan hanya sekitar 0,5-1 ha saja”

Selain kelompok petani miskin yang tak memiliki lahan, di
lokasi yang sama terdapat kelompok petani lokal yang berlokasi
di Dusun Aik Malae. Para petani lokal ini ikut berpartisipasi da-
lam penerapan model SIDa. Petani Dusun Aik Malae merupakan
petani sayuran. Namun, sebelum SIDa diimplementasikan, hasil
sayuran belum optimal karena teknik budi dayanya (cara tanam-
nya) hanya dihamburkan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan
LIPI dan PPL di tempat ini untuk meningkatkan pendapatan
petani sayuran adalah melalui perbaikan teknik budi daya sayuran
dan teknik jarak tanam dalam budi daya sayuran. Dengan masu-
kan ini, dilaporkan bahwa hasilnya meningkat tiga kali dibanding
dengan teknik bertanam dihambur (tradisional).

Berbeda dengan SIDa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, ber-
dasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan PPL yang ber-
tugas di Kabupaten Subang, selain penyuluhan terhadap petani,
dilakukan juga kegiatan anjangsana, yaitu silaturahmi dari rumah
ke rumah keluarga petani. PPL menyampaikan:
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“beranjangsana ke kelompok tani/petani itu awalnya
tidak mudah, karena image petani pada PPL sekarang
ini kurang peduli. Tetapi, setelah berkunjung rutin
dan berkegiatan bersama, maka kelompok tani
respect kembali. Yang penting, kita tidak menggurui,
malah petani itu kami anggap menjadi guru kami di
lapangan. Dengan demikian, program penyuluhan
berjalan baik dan diterima petani, dan kelembagaan
kelompok tani menjadi exist di masyarakat”

Adapun petani sasaran adalah petani dengan luas kepemi-
likan lahan lebih dari 0,5 ha per keluarga. Ini berarti sistem inova-
si pertanian yang dijalankan di Kabupaten Subang tidak menyasar
kelompok sangat miskin (klaster I) menurut Tim Nasional Per-
cepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tetapi menyasar
kelompok klaster II yang mendapat program penanggulangan
berbasis pemberdayaan masyarakat (TNP2K, 2015)

Selain itu, kegiatan lain adalah demonstrasi di plot yang dise-
diakan pemerintah ataupun plot (lapangan) yang dimiliki petani
juga dilakukan. Cara lain yang juga dilakukan adalah melalui
penyampaian inovasi teknologi pertanian. Hal ini dilakukan agar
petani mendapatkan pengetahuan secara langsung dari petugas
lapangan. Sementara penyebaran informasi inovasi teknologi
dilakukan melalui penyebaran leaflet, brosur, dan folder. Namun,
agar teknologi yang disampaikan dapat dimanfaatkan petani, se-
orang PPL dituntut harus mampu menyampaikan informasi se-
suai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan petani di lapangan.
Di samping itu, teknologi yang dikenalkan juga dituntut harus
mudah dilaksanakan dan dengan biaya yang murah.

Selanjutnya, agar pemanfaatan teknologi di masyarakat ber-
jalan berkesinambungan, evaluasi kegiatan dilaksanakan secara
berkala dan rutin. Kegiatan wawancara dan diskusi sering dilaku-
kan dengan masyarakat mengenai manfaat teknologi tersebut.
Kegiatan lain adalah memonitor perilaku petani/masyarakat apa-
kah perilaku mereka berubah atau tidak. Hal ini dapat dilihat jika
petani memanfaatkan teknologi tersebut secara berkelanjutan,
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baik saat program berjalan maupun saat program pemerintah
selesai dilaksanakan. PPL menyampaikan:

“Rasanya bahagia sekali ketika melihat program
pemerintah bisa berjalan di petani”

Namun, harus dicatat bahwa peran PPL secara umum di
Kabupaten Subang masih belum optimal. Hanya kasus-kasus
dengan PPL yang rajin yang terlihat berhasil. Hal ini terjadi
karena proses pendampingan yang dilakukan secara berkala, ter-
utama dalam kegiatan pengelolaan usaha tani dari hulu sampai
hilir, belum berjalan baik, walaupun harus diakui telah dilakukan
pertemuan-pertemuan rutin minimal dua minggu satu kali yang
bertujuan menyelesaikan masalah di lapangan dan mencari solusi
dari permasalahan tersebut. Selain kegiatan tersebut, pemerintah
daerah membentuk jaringan kerja (networking). Dengan adanya
networking, PPL dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan
ilmu di antara penyuluh serta dapat membantu menyelesaikan
masalah di satu daerah dengan daerah lainnya.

Dalam memfasilitasi PPL menjalankan fungsi penyuluhan
dan penyebaran inovasi, BP3K menjalankan program temu tugas
dan temu teknis bagi penyuluh, yaitu pertemuan antarpenyuluh
untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dengan menda-
tangkan narasumber dari balai atau instansi yang terkait dengan
teknologi tersebut. Dengan demikian, BP3K merupakan pusat
informasi teknologi pertanian dan tempat pelatihan dalam pen-
dalaman teknologi bagi petani.

Meskipun program sudah berjalan baik, beberapa permasa-
lahan muncul di BP3K. Masalah ini terjadi karena kurangnya
koordinasi antar-SKPD sehingga program penyebaran teknologi
dilaksanakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, koordinasi yang
baik antar SKPD, baik di tingkat kabupaten (eselon II) maupun
di tingkat balai (eselon III), yang terkait dengan penyebaran tek-
nologi pertanian umum sangat diharapkan agar PPL sebagai
pendamping kelompok mengetahui informasi dan teknologi yang

168 Garis Kemiskinan dan ...



akan disebarkan sehingga ketika ada teknologi-teknologi baru
yang harus disebarkan ke petani, informasinya dapat cepat sampai
ke masyarakat dan programnya tidak tumpang-tindih.

Keterlibatan kelembagaan BP3K dalam menyebarkan tekno-
logi pertanian ke masyarakat diamati selalu intensif. Adapun
mekanismenya adalah BP4KKP mengundang pertemuan Kepala
BP3K dalam rapat dinas ataupun rapat koordinasi untuk me-
nyampaikan informasi tentang teknologi yang akan disebarkan
di masyarakat. Kemudian, BP3K menyampaikan informasi ter-
sebut kepada PPL melalui Temu Tugas, dan PPL selanjutnya
menyampaikan kepada kelompok tani dan anggotanya melalui
penyuluhan.

Terkait dengan sistem inovasi daerah, khususnya di sektor
pertanian, fungsi koordinasi yang dijalankan Bappeda antarsektor
(BP4KKP, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Kelautan dan
Perikanan) yang terlibat dalam program penyebaran teknologi ke
masyarakat tani untuk penanggulangan kemiskinan penduduk,
khususnya petani, belum maksimal. Program ini dijalankan oleh
tiap dinas dengan sasaran yang berbeda. Dinas Sosial, misalnya,
menargetkan masyarakat miskin klaster I, sedangkan Badan Pem-
berdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan
Dinas Perikanan membidik sasaran masyarakat miskin klaster II.

Selanjutnya, Dinas UMKM serta Dinas Perindustrian dan
Perdagangan membidik masyarakat klaster III. Fungsi koordinasi
dari Bappeda hanya terbatas mengetahui peran tiap SKPD dalam
melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Perlu di-
catat juga, hasil wawancara dengan Bappeda menyatakan bahwa
program percepatan pengurangan kemiskinan masyarakat di sini
dapat diperbaiki melalui pemberian fasilitas infrastruktur irigasi
pertanian. Hal ini karena air menjadi masalah utama pada sistem
usaha tani di Kabupaten Subang saat ini.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SIDa di Kabu-
paten Belu, NTT, dan Kabupaten Subang, Jawa Barat, telah ber-
jalan selama ini. Namun, implementasi SIDa di kedua lokasi ini
masih belum mampu mengangkat persoalan kemiskinan di lokasi
tersebut. Oleh karena itu, agar pelaksanaan SIDa di kedua kabu-
paten tersebut mampu memberikan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, perhatian terhadap dimensi yang lebih luas meliputi
dimensi pemberdayaan (empowerment), kemampuan (capability),
kesempatan (opportunity) dan keamanan (security) atau Ecopos
mutlak diperlukan.

C. DIMENSI ECOPOS UNTUK OPTIMALISASI
SIDa DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PETANI

Dimensi Ecopos dalam kaitan optimalisasi SIDa yang bertujuan
mengatasi kemiskinan berbekal pada referensi Bank Dunia (2001),
Sen (1999), Alkire dan Santos (2011), serta pengalaman keberhasil-
an LIPI dalam mengimplementasikan teknologi di masyarakat
(sebagai elemen SIDa) di berbagai wilayah di Indonesia, seperti
di Wamena (Darmajana, Dyah, & Sukirno, 1994), Sampit (Dyah,
Saparita, Abbas, Mulyadi, & Hidayat, 1999), Poso (Dyah dkk.,
2006), Malinau (Sarjiya, Agustyani, Imamuddin, Dewi, & Laili,
2015), NTT (Saparita, 2008; Saparita dkk.,2012). Dimensi-dimen-
si Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan security)
yang berlaku di lapangan digali dari FGD dengan kelompok PPL
sebagai penyalur inovasi (teknologi) dan informasinya, kelompok
tani sebagai pengguna inovasi (teknologi), dan wawancara dengan
para pakar implementasi teknologi.

Berdasarkan pada referensi yang dirujuk, variabel pember-
dayaan (empowerment) mempunyai beberapa dimensi, yaitu hak
berpolitik, pelayanan publik, kesetaraan gender, kesetaraan hu-
kum, keterbatasan fisik, dan hubungan sosial (Bank Dunia, 2001).
Sementara itu, variabel kapabilitas (capability) memiliki tiga di-
mensi, yaitu kecukupan, harga diri, dan kebebasan (Sen, 1999).
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Untuk variabel kesempatan (opportunity), Bank Dunia (2001)
memberi penjelasan dimensi aset sebagai sumber ekonomi.
Namun, jika mengacu pada World Development Report tahun
2000 oleh Bank Dunia, dimensi ini diterjemahkan menjadi akses
pada sumber ekonomi (kredit), lahan, kesempatan kerja, akses
pada sarana-prasarana (jaringan telekomunikasi, listrik/energi,
pasar, pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih). Dimen-
si yang menyangkut variabel keamanan (security) berkisar pada
kerentanan terhadap berbagai risiko (krisis), baik keuangan, ben-
cana, konflik sosial, maupun penyakit (Bank Dunia, 2001).

Hasil wawancara dan focus group discussion di Kabupaten
Belu, NTT; dan Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengonfirmasikan
bahwa keempat dimensi Ecopos mutlak perlu diperhatikan agar
sistem SIDa yang diimplementasikan di kedua kabupaten dapat
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Adapun detail dari
hasil wawancara dan FGD untuk tiap dimensi diuraikan berikut ini.

1. Dimensi Pemberdayaan (Empowerment)

Berdasarkan pada hasil penelitian, terdapat dua dimensi penting da-
lam variabel pemberdayaan ketika optimalisasi SIDa, yaitu hubungan
sosial dan pemanfaatan teknologi. Dimensi hubungan sosial mem-
punyai tiga indikator penting. Pertama, indikator banyaknya relasi/
hubungan kekerabatan dan luasnya relasi/hubungan petani serta
pihak terkait lainnya. Jika petani memiliki hubungan dengan pihak
lain, petani sebagai pengguna inovasi dapat diberdayakan.

Di Kabupaten Belu (SIDa Belu), kepemilikan relasi ini telah
diwujudkan oleh PPL sebagai aktor pelaksana SIDa. Para petani
sebagai pelaku inovasi di Kabupaten Belu dapat dengan mudah
menjalin hubungan dengan pemilik lahan (tuan tanah/Datuk
Lao). Adanya hubungan ini memudahkan petani mendapatkan
pinjaman lahan selama musim kering untuk dimanfaatkan seba-
gai lahan pertanian yang bisa ditanami sayur.

Demikian pula kemudahan hubungan dengan pihak Perta-
mina, yang memiliki sumber air (kolam penampungan), menjadi-
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kan lahan kering petani peserta SIDa dapat disirami air selama
musim kering sehingga petani miskin dapat menanam dan mema-
nen sayuran untuk dijual ke pasar dan mendapatkan uang. Jalinan
hubungan antara kelompok tani miskin dan kelompok tani di luar
wilayahnya juga telah digagas oleh PPL untuk mendapatkan bibit
sayuran dan nanas secara gratis.

Seperti halnya dengan di Kabupaten Belu, hubungan sosial
petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam pelaksanaan SIDa
juga diperoleh dari adanya peran PPL yang menghubungkan
kelompok petani pada SKPD terkait, baik pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, maupun
Dinas Peternakan, sesuai dengan kebutuhan petani di Subang.
Dengan terjalinnya relasi melalui hubungan sosial dengan SKPD,
petani peserta SIDa mendapatkan bantuan teknologi dan merasa
menjadi berdaya. Ketua kelompok tani di Pagaden, Subang, me-
nyampaikan kesannya dalam FGD sebagai berikut:

“Kami merasa diakui sebagai warga negara, merasa
menjadi bagian dari keluarga PPL, ketika PPL datang
bersilaturahmi”

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh ketua kelompok
tani Dusun Taliren sebagai berikut:

“PPL telah beri kitorang bibit untuk tanam di
pekarangan (PPL telah memberi kami bibit untuk
ditanam di pekarangan)”

Agar teknologi yang diberikan dimanfaatkan oleh petani, PPL
mengawal pemanfaatannya di masyarakat melalui berbagai ke-
giatan, baik melalui anjangsana maupun pertemuan rutin dengan
petani. Seperti disampaikan oleh PPL di Kabupaten Subang, Jawa
Barat; dan Kabupaten Belu, NTT:

“Kami harus sering berkunjung dan menyapa petani
jika teknologi ingin diterapkan di masyarakat”
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Indikator kedua dari dimensi hubungan sosial yang tergali
pada penelitian ini adalah adanya akses bagi pihak-pihak terkait
untuk optimalisasi pelaksanaan SIDa. Di Kabupaten Belu, misal-
nya, peran PPL menurut kelompok tani sangat penting dalam
membuka akses kelompok petani miskin untuk berhubungan
dengan kelompok-kelompok tani lain yang dibina oleh BP3K
ataupun dengan kelompok tani lain di luar wilayah kerja BP3K.
Dengan akses tersebut, petani miskin mendapatkan bibit sayuran
dan nanas. Sementara itu, di Kabupaten Subang, PPL sebagai ak-
tor pelaksana sistem inovasi membuka akses kelompok petani ke
BP4KKP (Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan, Ketahanan Pangan) untuk mendapatkan program
dan pembinaan melalui PPL. Dengan dibukanya akses tersebut,
lebih banyak petani mendapatkan bantuan teknologi budi daya,
baik untuk tanaman padi, palawija, buah-buahan, peternakan
(kambing dan domba), maupun perikanan.

Indikator ketiga dari dimensi hubungan sosial yang dinyata-
kan perlu dalam variabel pemberdayaan adalah tingkat kepatuhan
pada SIDa. Tingkat kepatuhan menjadi penentu berjalannya sis-
tem inovasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Belu, NTT.
Dalam konteks ini, PPL dan masyarakat membuat peraturan adat
(hatusan) tentang mekanisme yang harus sama-sama dijalankan
oleh aktor pelaksana sistem inovasi, baik oleh penyebar inovasi
(PPL, Pos Penyuluh Desa, Gapoktan, kelompok tani) maupun oleh
penerima inovasi (petani). Hal ini dimaksudkan agar SIDa dapat
dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Indikator tingkat kepatuh-
an ini ternyata tidak diperlukan untuk petani SIDa di Kabupaten
Subang. Hal ini dimungkinkan karena tatanan kehidupan petani
di Kabupaten Subang sudah lebih terbuka, baik budaya maupun
adat-istiadatnya, sebagai akibat perkembangan teknologi dan
komunikasi serta lokasi Kabupaten Subang yang dekat dengan
kota-kota modern.

Dimensi kedua yang diperlukan dalam variabel pemberdayaan
adalah tingkat pemanfaatan teknologi. Dimensi kemanfaatan tek-
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Tabel 7.1 Dimensi dan indikator dari variabel pemberdayaan (empowerment)
dalam optimalisasi pelaksanaan SIDa untuk penanggulangan kemiskinan petani
di Kabupaten Belu, NTT; dan Subang, Jawa Barat.

Optimalisasi 'OptlmallsaS|'
Dimensi Indikator implementasi pada implementasi
SIDa Kabupaten Belu pada SIDa
Kabupaten Subang
Hubungan Kepemilikan PPL menghubungkan PPL menghubungkan
Sosial relasiyang  kelompok petani kelompok petani
banyak dan  miskin pada pemilik  pada SKPD terkait
luas lahan (tuan tanah) (Dinas Pertanian
dan kelompok tani di Tanaman Pangan,
luar wilayahnya Dinas Perikanan,
Dinas Kehutanan,
Dinas Peternakan)
Akses PPL membuka akses  PPL membuka
terhadap kelompok petani akses kelompok
jaringan miskin terhadap petani ke BPAKKP
relasi kelompok-kelompok  (Badan Pelaksa-
tani lain yang dibina  naan Penyuluhan
oleh BP3K, disemua  Pertanian, Perikanan
wilayah kerja BP3K dan Kehutanan,
maupun dengan Ketahanan Pangan
kelompok tani lain untuk mendapat-
di luar wilayah kerja  kan program dan
BP3K pembinaan melalui
PPL
Kepatuhan  PPL dan masyarakat
pada sistem membuat “hatusan”
agar sistem dijalankan
sesuai kesepakatan.
Pemanfaat- Tingkat PPL melakukan PPL melakukan
an Tekno-  pemanfaat- penyuluhan cara penyuluhan
logi an teknologi tanam baris dan program baru dari

berjarak untuk
peningkatan produksi
dan produktivitas

pemerintah sebagai
akibat kabupaten
ini sebagai lumbung
pangan nasional
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nologi ini diperlukan dalam variabel pemberdayaan untuk memu-
dahkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas petani.
Di Kabupaten Belu, peran PPL juga dominan dalam melakukan
penyuluhan cara tanam baris dan jarak tanam untuk berbagai ta-
naman yang ditanam masyarakat. Pada awalnya, hampir semua
petani menanam tanaman (pokok) dengan cara dihamburkan be-
gitu saja di ladang, lalu ditinggal, dan petani baru kembali ke ladang
saat perkiraan waktu panen tiba. Setelah sistem inovasi dijalankan,
PPL menyampaikan cara menanam yang lebih baik dengan tanam
baris dan berjarak sehingga masyarakat melihat hasilnya jauh lebih
banyak daripada dengan cara tanam dihamburkan.

Dimensi teknologi ini juga diungkapkan penting bagi petani
SIDa di Kabupaten Subang. Namun, di kabupaten ini, tingkat pe-
manfaatan teknologi pertanian yang dilakukan petani di sini rela-
tif jauh lebih baik. Hal ini terjadi karena Kabupaten Subang mer-
upakan salah satu lumbung pangan nasional sehingga perhatian
pemerintah untuk meningkatkan kualitas teknologi di kabupaten
ini relatif lebih besar. Di kabupaten ini, teknologi pertanian yang
dikembangkan meliputi teknologi dalam penanaman padi SRI, Le-
gowo, tanaman palawija, peternakan, buah-buahan, dan perikanan,
serta pencegahan penyakitnya dan pemeliharaannya (Tabel 7.1.).

2. Dimensi Kapabilitas (Capability)

Dalam konteks variabel kapabilitas (capability), hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor kecukupan menjadi dimensi satu-satu-
nya dalam variabel kapabilitas yang dianggap penting agar petani
di kedua kabupaten tidak jatuh miskin. Dalam dimensi kecukupan
ini, ditemukan ada dua indikator, yakni kemampuan memenuhi
kecukupan pangan dan kemampuan memiliki pekerjaan (Tabel
7.2). Penetapan kedua indikator itu didasarkan pada fakta yang
dialami petani pelaku SIDa di kedua kabupaten lokasi penelitian.
Di Kabupaten Belu, NTT, misalnya, dengan adanya SIDa, petani
menjadi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kehidupan
ekonomi masing-masing. Hal ini terjadi karena, dengan SIDa,

Dimensi Ecopos untuk... 175



petani miskin yang tak memiliki lahan dapat memperoleh akses
terhadap lahan garapan di satu pihak dan memperoleh penge-
tahuan perbaikan cara tanam di lain pihak. Dengan adanya kedua
hal ini, petani miskin memiliki kemampuan untuk meningkat-
kan penghasilan per harinya dan sekaligus mampu memenuhi
kebutuhan pangan keluarganya. Keadaan ini sangat berbeda
dibandingkan saat sebelum SIDa diterapkan di Kabupaten ini,
yakni petani hanya memiliki lahan pekarangan sehingga terbatas
kemampuannya untuk menanam tanaman lain di luar tanaman
kacang-kacangan. Apalagi masa panen tanaman ini hanya setahun
sekali.

Tabel 7.2 Dimensi dan indikator dari variabel kapabilitas (capability) dalam
optimalisasi pelaksanaan SIDa untuk penanggulangan kemiskinan petani di
Kabupaten Belu, NTT; dan Subang, Jawa Barat.

Optimalisasi imple- Optimalisasi imple-

Variabel Indikator mentasi pada SIDa mentasi pada SIDa Kab.
Kab. Belu, NTT Subang, Jabar
Kecuk-  Kemampuan Melalui SIDa Belu, petani dapat menjalank-
upan memenuhi  petani miskin yang an program peman-
kecukupan  tak berlahan mem-  faatan teknologi perta-
pangan. peroleh penghasilan  nian yang diprogram-
dari penjualan sayu- kan pemerintah untuk
ran untuk membeli meningkatkan produksi
pangan bagi keluar-  dan produktivitas per-
ganya. tanian
Kemampuan Melalui SIDa Belu, Petani mendiversifika-
memiliki petani miskin si pekerjaan pertani-
pekerjaan.  yang tak berlahan an dengan perikanan

mendapatkan lahan
garapan untuk ber-
tani.

yang memberikan nilai
ekonomi lebih baik lagi.

Berbeda dengan petani SIDa di Kabupaten Subang, kemam-
puan para petani dalam memenuhi kecukupan pangan relatif
memadai, apalagi Subang merupakan lumbung pangan nasional.
Peran PPL sebaiknya perlu lebih banyak diarahkan untuk mem-
berikan dukungan dalam membuka akses pada program peman-
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faatan teknologi pertanian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih
meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Selain itu,
dinyatakan soal pentingnya perhatian meningkatkan kemampuan
dalam mengelola pekerjaan lain, khususnya dalam budi daya per-
ikanan. Adanya budi daya perikanan ini diharapkan dapat lebih
memberikan kecukupan bagi kehidupan petani di kabupaten ini.

3. Dimensi Kesempatan (Opportunity)

Untuk variabel kesempatan (opportunity), hasil wawancara dan
FGD di kedua kabupaten menemukan bahwa dimensi kesempatan
kerja dan kesempatan mendapatkan penghasilan merupakan hal
yang diperlukan. Adapun indikator dari dimensi kesempatan ker-
ja terdiri atas akses terhadap penguasaan lahan dan akses untuk
mendapatkan teknologi, sedangkan indikator untuk kesempatan
mendapat penghasilan meliputi akses pasar (Tabel 7.3).

Latar belakang diperlukannya indikator akses terhadap pe-
nguasaan lahan adalah karena petani SIDa di Kabupaten Belu
merupakan masyarakat dari Timor Leste yang mengungsi ke
Indonesia pada 1999-2000 dan mereka tidak mempunyai lahan
garapan (Saparita, Dyah, Abbas, & Hidajat, 2013; Saparita, 2015).
Ketiadaan lahan tersebut membuat mereka sering merusak hutan
untuk menjadikannya lahan pertanian. Dengan kegiatan sistem
inovasi ini, pada 2013, PPL membuka akses untuk menggarap
lahan tidur milik kepala suku (Datuk Lao) tanpa membayar sewa.
Adanya lahan garapan tersebut juga menjadikan pengungsi ini
mendapatkan akses pada teknologi penanaman sayuran dan
nanas di pekarangan rumah. Adanya akses pada teknologi mem-
buat kebiasaan petani berubah cara penanamannya dari cara
konvensional dengan menghamburkan benih/bibit di lahan peka-
rangan menjadi cara yang lebih modern dengan memperhatikan
jarak tanam dan sistem berbaris. Perubahan ini menyebabkan
petani dapat bekerja di lahan pertanian dan produktivitas mau-
pun produksi pertaniannya pun meningkat.
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Di Kabupaten Subang, lahan sudah dimiliki petani, bahkan
petani sasaran kegiatan merupakan petani yang “mampu’; karena
mempunyai lahan garapan lebih dari 0,5 ha/KK. Akses pada lahan
garapan telah dimiliki secara turun-temurun. Sementara itu, akses
pada program pemanfaatan teknologi baru dari pemerintah pusat
dan daerah diberikan PPL kepada petani sehingga petani dapat
menjalankan program pembangunan pertanian dari pemerintah
dengan baik. Namun sayang, pasar pertanian telah dikuasai oleh
tengkulak. Bahkan, tidak sedikit yang telah meminjam uang un-
tuk biaya pengolahan lahan sebelum lahan menghasilkan (panen).
Pemerintah daerah memang belum dapat memotong rantai pasar
tengkulak ini.

Tabel 7.3 Variabel dan indikator dari dimensi kesempatan (opportunity)
dalamoptimalisasi pelaksanaan SIDa untuk penanggulangan kemiskinan
petanidi Kabupaten Belu, NTT; dan Subang, Jawa Barat.

Optimalisasi Optimalisasi
Dimensi Indikator implementasi SIDa  implementasi SIDa
di Kab. Belu, NTT di Kab. Subang
Kesempatan Akses Melalui SIDa petani
kerja terhadap miskin yang tak
penguasaan berlahan memiliki
lahan. akses terhadap

lahan untuk diolah
dan memberikan
pekerjaan di sektor

pertanian.
Akses pada  Melalui SIDa, petani Petani memiliki
teknologi. miskin memiliki akses akses pada
pada pemanfaatan program bantuan
teknologi tanam baris pemerintah secara
dan berjarak untuk terbuka untuk
meningkat produksi memperoleh peng-
dan produktivitas. hasilan lebih baik.
Kesempatan Akses pasar Melalui SIDa, petani Petani memiliki ak-
mendapat miskin memiliki ak- ses pasar tapi via
penghasilan ses pada pasar untuk  tengkulak.
menjual produksi per-
tanian.
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4. Dimensi Keamanan (Security)

Dalam variabel keamanan (security), dimensi yang diperlukan
adalah tingkat kerentanan pada krisis keuangan dengan indikator
kepemilikan atas pekerjaan dan penghasilan tetap (Tabel 7.4).
Temuan ini diperoleh dari petani di Kabupaten Belu, NTT. Hal ini
tidak mengejutkan karena pada awalnya petani di tempat ini tidak
memiliki lahan pertanian. Namun, dengan adanya SIDa, petani di
daerah ini memiliki akses terhadap lahan pertanian dan program
bantuan pemerintah. Adanyalahan dan bantuan pemerintah terse-
but membuat petani memiliki pekerjaan sehingga mereka dapat
memperoleh penghasilan. Hal ini jauh berbeda dengan petani
di Kabupaten Subang, yang umumnya telah memiliki pekerjaan
dan penghasilan yang tetap, baik dari sektor pertanian sawah,
palawija, maupun perikanan. Alasan ini menjadi dasar mengapa
petani SIDa di Kabupaten Subang tidak memberikan persepsinya
menyangkut variabel dan indikator dalam dimensi keamanan.

Tabel 7.4 Variabel dan indikator dari dimensi keamanan (security) dalam
optimalisasi pelaksanaan SIDa untuk penanggulangan kemiskinan petani di
Kabupaten Belu, NTT; dan Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Implementasi
pada SIDa Kab.
Subang, Jabar

Implementasi pada SIDa

Dimensi  Indikator Kab. Belu, NTT

Kerentan- Kepemilikan Melalui SIDa, petani miskin  Petani sudah
an terha- pekerjaan yang tak berlahan memiliki  memiliki

dap krisis. dan akses terhadap lahan perta- pekerjaan dan
Keuangan penghasilan nian dan program bantuan  penghasilan
tetap. pemerintah sehingga mere- tetap.

ka memiliki lahan untuk di-
garap dan tentunya prospek
untuk memperoleh peng-
hasilan tetap.

Dari penemuan di lapangan, ternyata tidak semua indikator
dalam variabel Ecopos yang menjadi referensi (Bank Dunia, 2001;
Sen, 1999) relevan untuk dipergunakan dalam optimalisasi SIDa
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untuk penanggulangan kemiskinan di dua kabupaten (Belu dan
Subang). Variabel pemberdayaan (empowerment) yang menggu-
nakan dimensi hubungan sosial dan kekerabatan (Bank Dunia,
2001) cukup relevan diterapkan di Kabupaten Belu, NTT; dan
Subang, Jawa Barat, agar masyarakat miskin mendapat akses pada
sumber ekonomi (seperti pada kasus penduduk eks pengungsi
Timor Leste di NTT yang mendapatkan lahan garapan dari peme-
rintah daerah), dan akses pada kelembagaan resmi (seperti kasus
kelompok tani di Kabupaten Subang pada BP4KKP), sehingga
dapat mencegah masyarakat miskin dan yang kurang beruntung
terjerumus ke dalam kemiskinan yang lebih dalam (kasus di Ka-
bupaten Belu NTT), atau meningkatkan kemandirian ekonomi
melalui program pemberdayaan masyarakat (kasus di Kabupaten
Subang). Sebagai institusi litbang, para pakar Pengembangan
Masyarakat dari LIPI memperkenalkan dimensi pemanfaatan
teknologi sebagai variabel pemberdayaan dalam penanggulangan
kemiskinan. Hal ini didasarkan pada pengalaman keberhasilan
implementasi teknologi di masyarakat (Darmajana, Dyah, &
Sukirno, 1994; Dyah dkk., 1999; Dyah dkk., 2006; Sarjiya dkk.,
2014; Saparita, 2008; Saparita dkk., 2012).

Dalam konteks optimalisasi SIDa, variabel kapabilitas (capa-
bility), didasarkan pada penjelasan Sen (1999) serta Alkire dan
Santos (2011), hanya satu dimensi (kecukupan) yang relevan
dengan indikator kemampuan masyarakat dalam memenuhi ke-
cukupan pangan dan kemampuan mendapat pekerjaan.

Sementara itu, variabel kesempatan (opportunity) dalam opti-
malisasi SIDa hanya muncul pada dimensi peluang (kesempatan)
mendapatkan pekerjaan dan penghasilan agar dapat memperluas
kesempatan meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk variabel ke-
amanan (security), dimensi kerentanan terhadap krisis keuangan
menjadi temuan penelitian ini. Pada Tabel 7.5, dapat dilihat dimen-
si dari variabel Ecopos referensi dengan temuan penelitian ini.
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D.IMPLIKASI ECOPOS DALAM PELAKSANAAN
SIDa

Dari hasil temuan wawancara dan FGD dengan para petani peser-
ta SIDa di Kabupaten Subang, Jawa Barat; dan Kabupaten Belu,
Nusa Tenggara Timur, jelas bahwa pertimbangan variabel Ecopos
dengan tiap dimensi dan indikatornya mutlak diperlukan agar
peserta SIDa tidak terperangkap dalam kemiskinan. Pertama,
pelaksanaan sistem inovasi di daerah harus memberikan pember-
dayaan bagi peserta SIDa. Bentuk pemberdayaan (empowerment)
yang diberikan dalam kasus peserta SIDa di Kabupaten Belu
yakni pinjaman lahan garapan. Lahan garapan ini penting untuk
memberikan kesempatan (opportunity) kerja bagi peserta SIDa.
Dengan adanya kesempatan kerja ini, peserta SIDa memiliki ke-
mampuan (capability) untuk memperoleh kecukupan pangan dan
penghasilan. Dengan demikian, petani peserta SIDa di kabupaten
ini terhindar dari kerentanan terhadap krisis keuangan mereka
(security).

Kedua, selain diberi lahan garapan, peserta SIDa diberi akses
memperoleh teknologi pertanian dan akses pasar untuk hasil pro-
duksinya. Kedua akses tersebut berimplikasi bukan hanya pada
peningkatan kemampuan untuk meningkatkan peran sertanya
dalam SIDa, tetapi sekaligus memberikan kesempatan kepada pe-
serta SIDa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil
pertanian yang dimiliki. Kondisi ini lebih lanjut memberikan ke-
amanan bagi peserta SIDa agar terhindar dari kesulitan keuangan
dalam kehidupannya.

Ketiga, peran PPL sangat diperlukan oleh petani peserta SIDa.
Peran PPL yang diperlukan bukan hanya dalam bentuk teknis
penyuluhan pertanian, tetapi juga termasuk dalam peningkatan
kapasitas dalam penyampaian informasi, pengenalan, dan pe-
manfaatan internet agar peserta SIDa memperoleh berbagai in-
formasi inovasi pertanian. PPL perlu mendorong peserta SIDa
untuk aktif mencari informasi inovasi yang dibutuhkan melalui
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internet, dan meningkatkan hubungan relasi (jejaring) kepada
lingkungan terkait (stakeholders) lainnya. Selain itu, PPL perlu
terus meningkatkan motivasi kerja para peserta SIDa sebagai upa-
ya penyadaran pentingnya meningkatkan aktivitas dan kunjungan
ke masyarakat.

Keempat, pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk
menjalankan sistem inovasi. di Kabupaten Belu. Dukungan pe-
merintah daerah tersebut telah dituangkan pada 2013 dalam ben-
tuk MOU nomor BPKP/527/46/11/2013 tertanggal 25 Februari
2013. MOU ini dibuat untuk 5 SKPD yang menjalankan program
penanggulangan kemiskinan, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Ke-
hutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan
Kelautan, serta Badan Ketahanan Pangan. Nota Kesepahaman
diketahui oleh Bupati Kabupaten Belu. Dukungan yang sama
diberikan kepada petani peserta SIDa di Kabupaten Subang, Jawa
Barat, dari unsur pemerintah daerah (SKPD), tokoh masyarakat,
dan LIPL

E. KESIMPULAN

SIDa di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten
Subang, Jawa Barat, mampu membantu petani untuk terhindar
dari perangkap kemiskinan. Hal ini terjadi karena SIDa memiliki
aspek pemberdayaan, peningkatan kemampuan, peluang, dan
keamanan bagi petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Da-
lam konteks pemberdayaan, SIDa memberikan akses pemanfaatan
teknologi pertanian dan akses jaringan relasi dengan penguasa
dan pekerja lapangan, sehingga kapabilitas (capability) untuk
mendapatkan penghasilan menjadi lebih baik. Selain itu, petani
peserta SIDa mendapatkan kesempatan (opportunity) mengakses
penguasaan lahan, teknologi untuk peningkatan produksi dan
produktivitas, serta pasar untuk penjualan hasil pertanian. Dengan
demikian, tingkat kerentanan masyarakat menurun, artinya mere-
ka mendapatkan keamanan (security) akan penghidupan layak
karena mendapatkan lahan garapan.
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Oleh karena itu, belajar dari temuan empiris di dua kabu-
paten ini, aspek atau variabel Ecopos dengan segala dimensi dan
indikator yang didiskusikan di atas perlu diperhatikan dalam
pengembangan dan pelaksanaan SIDa. Dengan adanya perhatian
terhadap semua variabel Ecopos tersebut, kebijakan pengembang-
an SIDa dapat dijadikan alat/sarana untuk membantu percepatan
penanggulangan kemiskinan dengan mendekatkan petani miskin
terhadap inovasi yang membantu meningkatkan produksi serta
membuka akses terhadap berbagai informasi inovasi ataupun
inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas
petani sekaligus pasar bagi hasil produksinya. Peran SIDa dalam
membantu percepatan pengentasan penduduk dari kemiskinan
akan efektif bila didukung oleh sarana dan prasarana yang sesuai,
kelembagaan, dan dukungan pemerintah lokal.
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BAB VIII

DIMENSI ECOPOS
DALAM PENGURANGAN
KEMISKINAN AKIBAT
PERUBAHAN IKLIM

Purwanto

A.PERUBAHAN IKLIM DAN KEMISKINAN

Perubahan iklim dapat memiskinkan penduduk. Hal ini terjadi
karena perubahan iklim, baik akibat peningkatan suhu maupun
akibat perubahan jumlah dan distribusi hujan, dapat mengganggu
kelestarian ekosistem, biodiversitas, produksi pangan, dan suplai
air. Keadaan ini selanjutnya berakibat menurunkan pendapatan
penduduk dan memengaruhi kemiskinan. Kemiskinan juga dapat
terjadi dari perubahan iklim sebagai akibat terjadinya penyebaran
hama dan penyakit tanaman, penyebaran penyakit manusia, dan
sebagainya. Untuk mengurangirisiko bahaya perubahan iklim yang
memiskinkan penduduk tersebut, dapat dilakukan upaya pengem-
bangan strategi adaptasi dan mitigasi (lihat Murniningtyas, 2011;
Kementerian Pekerjaan Umum, 2012).

Bab ini tidak bertujuan mendiskusikan bagaimana pengaruh
perubahan iklim terhadap kemiskinan masyarakat dengan segala
masalahnya, melainkan ditujukan khusus untuk mengungkapkan
dimensi dari variabel Ecopos (empowerment, capability, opportu-
nity, dan security) yang harus diakomodasi dalam strategi adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi kemiskinan.
Pentingnya pembahasan variabel Ecopos antara lain dimaksud-
kan agar strategi mitigasi dan adaptasi yang diterapkan dalam
menyikapi perubahan iklim tidak justru menimbulkan pengaruh
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negatif terhadap kehidupan penduduk. Dengan kata lain, strategi
pengurangan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) atau dise-
but mitigasi dan strategi penyesuaian terhadap kondisi perubahan
iklim (adaptasi) tidak memiskinkan penduduk.

Adapun dimensi dan indikator dari variabel Ecopos perlu
didalami dalam penetapan strategi adaptasi dan mitigasi perubah-
an iklim sebagai berikut. Untuk variabel keberdayaan (empower-
ment), misalnya, terdapat 3 dimensi dan 3 indikator yang penting
untuk diperhatikan. Tiga dimensi tersebut adalah keberdayaan
meningkatkan pengetahuan lokal tentang perubahan iklim, ke-
giatan mengembangkan produksi, dan keberdayaan menyediakan
bahan pangan. Indikatornya adalah pertambahan pengetahuan
masyarakat tentang perubahan iklim, peningkatan produksi, dan
ketersediaan kebutuhan pangan. Adapun variabel kemampuan
(capability) terdiri atas 3 dimensi dan 6 indikator. Tiga dimensi
tersebut adalah kemampuan memahami perubahan iklim terkait
produksi, kemampuan beradaptasi dan mitigasi terhadap per-
ubahan iklim, serta kemampuan menyediakan kebutuhan rumah
tangga (pangan, sandang, dan papan). Enam indikatornya adalah
ketepatan pemilihan kegiatan produksi, ketepatan pemilihan
metode dalam kegiatan produksi, pengembangan strategi baru
kegiatan produksi yang dapat diadaptasikan dengan perubahan
iklim, ketepatan pemilihan jenis kegiatan produksi, ketepatan
pemilihan jenis tanaman, dan keberhasilan dalam kegiatan pro-
duksi.

Selanjutnya, untuk variabel kesempatan (opportunity) terda-
pat lima dimensi dan sepuluh indikator. Lima dimensi tersebut
adalah akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek),
keberhasilan sistem produksi, akses terhadap peningkatan ke-
mampuan melalui pelatihan, kesempatan mengembangkan ke-
giatan produksi, dan kesempatan menciptakan lapangan kerja;
Sepuluh indikatornya antara lain akses yang luas terhadap infor-
masi perubahan iklim, berkurangnya risiko kegagalan kegiatan
produksi usaha, tersedianya kesempatan meningkatkan penge-
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tahuan strategi adaptasi dan mitigasi, ketersediaan kesempatan
diversifikasi kegiatan produksi, serta ketersediaan lapangan kerja
dan peluang memilih pekerjaan.

Untuk variabel keamanan (security), terdapat dua dimensi
dan lima indikator. Untuk dimensi meliputi ketahanan terhadap
bencana yang diakibatkan perubahan iklim dan keamanan keter-
sediaan bahan pangan. Indikatornya antara lain kepastian kegiat-
an produksi dan keberhasilannya, kepemilikan aset produksi,
kelestarian ekosistem, dan keberhasilan kegiatan produksi untuk
menjamin bahan pangan (Lihat Bank Dunia, 2014; Hossain &
Selvanathan, 2011; Purwanto, Walujo, Suryanto, Munawaroh, &
Setiawan, 2012; serta Murniningsih, 2011).

Sumber data yang digunakan diperoleh dari hasil penelitian
yang dilakukan di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu, Sulawesi
Tengah; dan kawasan Cagar Biosfer Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Data itu dikumpulkan dari hasil pengamatan langsung, wawan-
cara menggunakan daftar pertanyaan, dan focus group discussion
(FGD) dengan narasumber terpilih di kedua kawasan. Jumlah
daftar pertanyaan diberikan kepada 100 responden untuk setiap
lokasi penelitian dengan metode sampling acak (random sam-
pling) dari data rumah tangga yang tersedia. Diskusi kelompok
terfokus (FGD) dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa
perwakilan dari responden, tokoh masyarakat, dan narasumber
dari dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan serta dinas terkait
lainnya di tiap lokasi penelitian dengan jumlah 25 orang.

Pemilihan kedua kawasan sebagai lokus penelitian didasarkan
pada pertimbangan sebagai berikut. Pertama, kedua kawasan
tersebut dari aspek ekologis mewakili tipe ekosistem yang ber-
beda, yaitu Cagar Biosfer Lore Lindu, Sulawesi Tengah, mewakili
kawasan terestrial dari dataran rendah hingga dataran tinggi.
Sementara kawasan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, mewakili ka-
wasan pulau-pulau kecil, pantai, dan wilayah laut. Kedua, dua
kawasan tersebut dapat memberikan gambaran data dan infor-
masi yang lebih bervariasi tentang pengetahuan masyarakat lokal
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mengenai cara pengelolaan sumber daya alam hayati, kegiatan
produksi, serta strategi adaptasi dan mitigasi masyarakat dalam
menghadapi perubahan iklim di kawasan tersebut.

Ketiga, kedua kawasan ini rentan terhadap perubahan iklim
global, terutama akibat kenaikan permukaan air laut dan kenaikan
suhu udara. Keempat, penduduk di kedua kawasan diinformasi-
kan oleh dinas pertanian setempat sebagai daerah dengan pen-
duduk miskin terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu,
kemiskinan di kedua lokasi diinformasikan memiliki keterkaitan
dengan rendahnya pengetahuan penduduk tentang perubahan
iklim. Hal ini diakui sebagai akibat akses untuk mencari penge-
tahuan perubahan iklim yang terbatas. Kelima, kawasan cagar
biosfer ini sangat tepat dan sesuai dengan salah satu peran cagar
biosfer, yaitu harus mampu mengatasi perubahan iklim seperti
yang termuat dalam Madrid Action Plan 2008 (UNESCO, 2008).
Keenam, masyarakat di kedua kawasan ini sebagian besar adalah
masyarakat pesisir atau nelayan (Wakatobi) dan masyarakat peta-
ni yang tinggal di sekitar kawasan hutan (Lore Lindu) yang meng-
gantungkan hidupnya pada sumber daya alam hayati di sekitarnya.
Penjelasan ini mengonfirmasikan bahwa unit analisis (nelayan
dan petani) yang menjadi fokus penelitian ini adalah penduduk
miskin dan rentan terhadap perubahan iklim (Balai Taman Na-
sional Wakatobi, 2008; dan BPS Sulawesi Tengah, 2012).

Namun, sebelum dimensi dari variabel Ecopos dalam strategi
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mengatasi kemis-
kinan masyarakat tersebut diungkapkan, di subbab B dijelaskan
terlebih dahulu pengetahuan masyarakat di kedua kawasan terha-
dap perubahan iklim dan dampaknya terhadap kawasan. Kemu-
dian, pada subbab C diungkapkan strategi adaptasi dan mitigasi,
baik yang telah dilakukan masyarakat dalam menyikapi perubah-
an iklim maupun yang perlu dikembangkan masyarakat di kedua
kawasan. Pada subbab D, diungkapkan dimensi dan indikator dari
tiap variabel Ecopos yang perlu diakomodasi dalam strategi adap-
tasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi kemiskinan.
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Akhirnya, catatan penting dalam menerapkan strategi adaptasi
dan mitigasi dalam menyikapi perubahan iklim untuk mengh-
indari kemiskinan diberikan dalam subbab E sebagai kesimpulan.

B.PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Pengetahuan masyarakat terhadap perubahan iklim di dua ka-
wasan penelitian berbeda. Di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu,
Sulawesi Tengah, masyarakat Napu, yang umumnya tergabung
dalam kelompok tani Desa Wuasa memahami perubahan iklim
sebagai kondisi yang tidak menentu atas suhu udara dan kondisi
cuaca (jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, masa musim hujan,
dan masa musim kemarau). Persentase responden yang mengeta-
hui hal tersebut di atas sebanyak 59 persen dari jumlah responden
100 orang. Sementara sisanya sebesar 27 persen mengartikan
perubahan iklim sebagai fenomena yang hanya terkait dengan
perubahan suhu udara saja dan sebesar 14 persen memaknai se-
bagai perubahan curah hujan saja (Gambar 8.1). Hal ini menun-
jukkan bahwa masyarakat di kawasan lokasi Cagar Biosfer Lore
Lindu telah mengetahui makna terjadi atau tidaknya perubahan
iklim, walaupun dengan indikasi yang berbeda. Pengetahuan yang
hampir sama ditemukan di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi. Di

70%
60% 59%
50%
40%

30% 27%

20% 149%

10% -
0%
Suhu Udara Curah Hujan Kondisi Cuaca (musim
kemarau/hujan)

@ SuhuUdara & Curah Hujan Kondisi Cuaca (musim kemarau/hujan)

Gambar 8.1 Pengetahuan Responden di Cagar Biosfer Lore Lindu terhadap
Makna Perubahan Iklim (Persen)
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kawasan ini, dari total 100 responden yang mengetahui makna
perubahan iklim sebagai perubahan suhu udara sebanyak 34%.
Persentase yang sama mengetahui perubahan iklim sebagai per-
ubahan suhu udara dan cuaca. Sisanya, sebanyak 27% responden
mengetahui perubahan iklim sebagai terkait pasang air yang
terjadi pada lingkungan tempat tinggal dan hanya 5% responden
yang mengungkapkan bahwa perubahan iklim diindikasikan dari
curah hujan yang relatif sedikit (Gambar 8.2).

Pengetahuan responden terhadap perubahan iklim tersebut
di atas terjadi akibat adanya perubahan suhu udara dan suhu air
laut yang makin panas pada saat-saat tertentu dan perubahan arah
angin yang tidak menentu yang dialaminya. Responden penelitian
ini meyakini adanya perubahan iklim yang terjadi dengan menga-
mati perubahan terhadap karang-karang di perairan dangkal yang
warnanya berubah menjadi putih (bleaching) (Gambar 8.3).

Terjadinya pemutihan karang tersebut menyebabkan popu-
lasi ikan karang menjadi berkurang sehingga menurunkan hasil
tangkapan ikan nelayan. Untuk responden nelayan yang berasal
dari suku Bajo ataupun non-Bajo, atau sering disebut masyarakat
darat (sebutan bagi masyarakat yang tinggal di darat atau pulau),

Pendapat Masyarakat Atas Perubahan Iklim

@suhuudara & curah hujan cuaca M pasangair
34% 34%

27%

“ .
I

suhuudara curah hujan cuaca pasang air

Gambar 8.2 Pengetahuan Responden Kawasan Wakatobi terhadap Perubahan
Iklim (Persen)
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Sumber: Wilson (2010)

Gambar 8.3 Bleaching karang yang ditemukan pada kedalaman
2,5-10 m.

Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kawasan

Muka air laut kerusakan Penurunan Tidak tahu
naik Terumbu Kualitas
Karang Ekosistem Laut
|5 Dampak Pl 17% 24% 41% 17%

Gambar 8.4 Dampak yang dirasakan responden akibat perubahan iklim.
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dampak perubahan iklim diindikasikan dari penurunan jumlah
hasil tangkapan ikan tuna. Nelayan penangkap ikan tuna, yang
biasanya memerlukan perjalanan sekitar 1 jam dari pulau dengan
menggunakan perahu bermesin, ketika perubahan iklim terjadi
harus menempubh jarak yang lebih jauh, sekitar 1-2 mil laut (2-3
jam perjalanan). Detail jenis dampak kejadian yang dirasakan oleh
responden akibat perubahan iklim dapat diperhatikan pada Gam-
bar 8.4.

Selain dampak yang dirasakan responden terhadap ekosistem
perairan di atas, perubahan cuaca dan angin memengaruhi akti-
vitas masyarakat di sini. Responden menyatakan bahwa kegiatan
produksi telah makin berkurang akibat adanya perubahan kondisi
cuaca yang tidak menentu. Hal ini terutama dialami oleh respon-
den nelayan yang berasal dari suku Bajo, yang secara totalitas
mengandalkan hasil laut. Pada Gambar 8.5 ditunjukkan persen-
tase responden terkait dampak yang dirasakan akibat perubahan
iklim pada kegiatan produksi masyarakat di Wakatobi.

Perubahan
cuaca, 79%

Harga komoditas

rendah, 15%
Lingkungan
perairan Kesulitan
rusak, 2% menjual, 2% Lainnya, 2%

Gambar 8.5 Persentase Responden Terkait Dampak Perubahan Iklim pada
Kegiatan Produksi Masyarakat
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Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, sebanyak 35%
responden penelitian di kedua kawasan, khususnya di kawasan
Wakatobi, terpaksa harus berutang kepada para juragan di sekitar
tempat tinggal mereka. Cara ini dipilih karena paling mudah.
Selain berutang, sebagian masyarakat menyikapinya dengan
cara melakukan pindah kegiatan usaha; merantau ke beberapa
wilayah, seperti Kupang, Ambon, dan Malaysia; mengubah cara
penangkapan; mencari informasi aspek yang menyebabkan kega-
galan, dan upaya lain. Khusus untuk upaya lainnya, relatif besar-
nya persentase responden dalam kelompok lainnya ini termasuk
membantu keluarga atau kerabat di desa, bekerja serabutan,
ataupun menganggur (Gambar 8.6). Lantas, apa dan bagaimana
upaya atau strategi yang dilakukan dan yang perlu dikembangkan
masyarakat di kedua kawasan mengatasi perubahan iklim?

Berhutang, 35%

Pindah kegiatan
usaha, 25%

Lainnya, 19%

Cariinfo penye

Merubah cara
nangkapan, 8%érantau, 6%

Gambar 8.6 Upaya Masyarakat dalam Kegiatan Produksi akibat Perubahan Iklim.

C.STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT
MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

1. Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu

Strategi yang dilakukan masyarakat mengatasi perubahan iklim di
kedua kawasan masih sangat terbatas. Di kawasan Cagar Biosfer
Lore Lindu, misalnya, upaya yang dilakukan masih terbatas
dengan melakukan kegiatan “adaptasi responsif/reaktif, baik
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secara individu maupun kelompok. Adapun bentuk strategi adap-
tasinya adalah dengan cara penyesuaian pada kegiatan pertanian
yang dilakukan, baik dalam jenis tanaman pangan, perkebunan,
maupun hortikultura yang dilakukan. Penyesuaian kegiatan perta-
nian ini diselaraskan dengan perubahan pola dan intensitas curah
hujan dan/atau perubahan kenaikan suhu udara dan ketersediaan
air. Namun, dalam praktiknya, penyesuaian kegiatan pertanian
tersebut masih menemui kendala berupa keterbatasan kesediaan
air, jenis tanaman yang dipilih, pola tanam, dan waktu tanam.
Untuk mengatasi hal tersebut, berikut ini disarankan strategi
adaptasi yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan masyarakat
di kawasan ini.

a. Sektor Pertanian

Untuk kegiatan sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan,
perkebunan, dan hortikultura, strategi adaptasi perubahan iklim
yang dapat dilakukan masyarakat di Cagar Biosfer Lore Lindu
meliputi:

1) Pembangunan penampungan air (resevoir) berupa bendungan,
cekdam, waduk atau embung.

Pembangunan penampungan air di atas dapat digunakan se-
bagai tempat mengatur dan menampung air untuk digunakan
sebagai penyeimbang kebutuhan air. Pada musim hujan,
bendungan atau dam ini sebagai pengendali banjir dan pada
musim kemarau sebagai penyedia air irigasi. Pembangunan
cekdam tersebut dapat dikombinasikan dengan pembangunan
sumber energi listrik berupa pembangunan pico-hydro dan mi-
cro-hydro, sehingga masyarakat di sekitar kawasan bendungan
atau cekdam ini mampu menyediakan kebutuhan energi atau
sebagai desa mandiri energi. Nilai tambah lainnya dari pemba-
ngunan bendungan dan tata kelola air (water management) di
kawasan ini adalah pengawetan tanah di kawasan ini dari ba-
haya kekeringan dan erosi serta perendaman air di saat musim
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4)

hujan. Penampungan air juga dapat digunakan sebagai tempat
usaha perikanan perairan darat.

Pengembangan agroforestry.

Pengembangan agroforestry ini merupakan bentuk strategi
adaptasi adoptif yang mengembangkan jenis-jenis tanaman
berpotensi ekonomi tinggi (kopi, cokelat, karet, dan lain-lain)
dengan jenis-jenis tanaman tahunan lokal yang memiliki nilai
kegunaan tinggi, misalnya jenis-jenis pohon bahan bangunan
dan jenis-jenis pohon buah-buahan. Konsep pengembangan
agroforestry ini telah terbukti sangat menguntungkan, baik dari
aspek sosial ekonomi maupun aspek ekologinya (Purwanto
dkk., 2012).

Penyesuaian waktu tanam dan pola tanam.

Kegiatan strategi adaptasi responsif ini sebenarnya telah dikem-
bangkan masyarakat sendiri, baik secara individu maupun se-
cara berkelompok, seperti dengan menanam umbi-umbian
pada musim kemarau maupun penanaman terong, cabai, dan
sayur-sayuran pada musim pancaroba. Hal yang perlu ditam-
bahkan adalah membuat kalender tanam yang tepat sesuai
dengan data unsur klimatik yang tersedia, sehingga perubahan
waktu tanam dan pola tanam serta pemilihan jenis tanaman
menjadi lebih tepat dan tidak mengalami kerugian nilai jualnya.

Penggunaan kultivar tanaman budi daya yang lebih tahan
terhadap genangan dan juga tahan kekeringan

Strategi adaptasi ini bersifat adoptif dan memerlukan dukung-
an informasi mengenai pemilihan jenis atau kultivar tanaman
yang akan dibudidayakan. Adakalanya tidak mudah menentu-
kan jenis atau kultivar baru untuk dikembangkan di suatu tem-
pat yang baru. Hal ini bila tidak berhati-hati justru akan men-
jadi bumerang bagi keberhasilan usaha tani tersebut sehingga
pemilihan jenis atau kultivar tanaman budi daya diperlukan
pengujian dan upaya adaptasi di lokasi baru agar tidak menim-
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bulkan kerugian di kemudian hari. Informasi yang diperoleh di
lapangan mengungkapkan bahwa pemilihan kultivar padi yang
salah pernah terjadi di Lembah Napu (Wuasa) yang telah me-
nimbulkan kerugian besar. Akibatnya, terjadi gagal panen dari
penggunaan kultivar padi yang tidak tahan hama penggerek
padi.

Contoh lain adalah dengan mengintroduksikan kultivar
cokelat baru. Kultivar ini menimbulkan kerugian karena jenis
baru tersebut sangat rentan terhadap hama dan penyakit busuk
buah. Hal ini mengindikasikan penggunaan kultivar yang salah
dapat berakibat menimbulkan kerugian yang besar tidak hanya
secara ekonomi, tetapi juga ekologis, yaitu berupa penyebaran
hama dan penyakit tanaman.

5) Pengembangan pertanian hemat air.

Pengadopsian teknologi pertanian hemat air tersebut dapat
dilakukan di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan per-
mukiman dan sangat baik digunakan untuk memanfaatkan
dan memberdayakan lahan kosong dan lahan yang kurang
subur.

6) Pertanian organik:

Kegiatan adaptasi adoptif pengembangan pertanian organik
ini telah menjadi tren baru dalam kegiatan usaha tani sebagai
salah satu program pengembangan “pertanian hijau”. Bentuk
strategi ini telah pula dipraktikkan masyarakat di Toro di da-
lam membudidayakan tanaman padi sawah. Kegiatan pertani-
an organik ini dipercaya sangat ramah lingkungan dan dapat
mengurangi polusi lingkungan dari bahan kimia limbah dari
pupuk dan pestisida.

Tabel 8.1 berikut ini menyajikan hasil identifikasi strategi

adaptasi yang dapat dikembangkan masyarakat lokal di kawasan
Cagar Biosfer Lore Lindu dalam menghadapi perubahan iklim.
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Dari Tabel 8.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat
di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu menggunakan pengetahuan
lokalnya dalam menyikapi perubahan iklim. Strategi adaptasi
dan mitigasi yang dilakukan dapat dikelompokkan dalam empat
kategori. Kategori pertama adalah menyangkut penyesuaian wak-
tu tanam, penggunaan kultivar baru untuk tanaman padi, dan
penanaman tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Kategori
kedua adalah pengembangan bendungan sederhana di sekitar
pegunungan, pengembangan sistem saluran irigasi, peningkatan
kapasitas irigasi, pengaturan pembagian air, dan pembuatan sa-
luran drainase. Kategori ketiga terkait perawatan, pemeliharaan,
pemangkasan, dan pembersihan terhadap kebun ataupun usaha
taninya. Ini menunjukkan strategi adaptasi dan mitigasi yang
dilakukan responden dan masyarakat tani di kawasan cagar
Biosfer masih terbatas pada kegiatan yang relatif masih sederhana
sehingga strategi tersebut perlu dikembangkan ke arah pengguna-
an teknologi pertanian yang lebih produktif. Oleh karena itu, per-
lu bantuan pemerintah agar usaha tani yang menjadi pekerjaan
dan sumber pendapatannya tetap terjaga.

b. Sektor Kehutanan

Di sektor kehutanan, strategi yang perlu dikembangkan adalah
strategi “mitigasi offset””. Dalam strategi ini pengawetan dan kon-
servasi kawasan dan reforestasi serta restorasi ekosistem terdegra-
dasi di kawasan konservasi Lore Lindu mutlak diperlukan. Ke-
berhasilan pengelolaan kawasan konservasi akan memberikan
pengaruh keuntungan ekonomi dan ekologis bagi masyarakat di
sekitar kawasan konservasi ini, di antaranya jasa ekosistem dan
hasil hutan non-kayu.

Selain strategi mitigasi di atas, strategi adaptasi perlu dikem-
bangkan di kawasan ini. Strategi adaptasi ini tidak boleh hanya
untuk sektor produktif, seperti kegiatan pertanian, kehutanan,
dan pengelolaan keanekaragaman jenis sumber daya alam hayati
(SDAH) berpotensi, tetapi perlu mencakup pula sektor kesehatan
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dan infrastruktur. Strategi adaptasi di sektor kesehatan di an-
taranya dapat berupa pemusnahan tempat perkembangbiakan
nyamuk, peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap loka-
si-lokasi perkembangbiakan nyamuk, peningkatan akses terhadap
air bersih, peningkatan imunisasi dan kampanye ASI, peningka-
tan kebersihan diri dan sanitasi perseorangan, serta peningkatan
sistem drainase dan pengelolaan banjir.

Sementara strategi adaptasi di sektor infrastruktur yang dapat
dikembangkan, antara lain, adalah penerapan teknologi ramah
lingkungan (zero waste technology) di berbagai bidang. Misalnya,
penggunaan dan pengembangan bio-energy dan solar-energy un-
tuk kegiatan produksi di sektor pertanian, pengembangan “green
building’, pengembangan pengolahan sampah menjadi sumber
energi dan pupuk, penggunaan energi rmah lingkungan, serta
perluasan ruang terbuka hijau (RTH).

2. Kawasan Cagar Biosfer Wakatobi

Sama dengan responden di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu di
atas, responden di kawasan Wakatobi juga masih melakukan ke-
giatan adaptasi yang terbatas dalam mengatasi dampak perubah-
an iklim. Hasil penelitian lapangan menemukan empat cara yang
dilakukan masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim,
yakni dengan mencari pekerjaan lain, merantau keluar, mengubah
alat, atau beralih usaha (Gambar 8.7).

Dalam konteks beralih pada usaha lain, responden di kawasan
ini antara lain melakukan kegiatan usaha dengan membuka
kios (17%), membangun keramba (17%), dan membangun rum-
pon (15%). Khusus untuk membangun keramba dan rumpon,
diperlukan modal besar minimal Rp25 juta. Pekerjaan lain yang
dipilih adalah membudidayakan rumput laut (13%), terutama
bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Sementara mas-
yarakat Bajo umumnya tetap melakukan kegiatan perikanan tang-
kap di laut dalam dengan melakukan penangkapan ikan tuna. Pi-
lihan lain ialah mengusahakan hasil pertanian berupa pengolahan
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B Series1,Cari kerja

Series1, Merantau
keluar, 29%

B Series1, Merubah
alat, 20%

B Seriesl, Beralih
usaha, 12%

Gambar 8.7 Upaya Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim

Gambar 8.8 Kegiatan Usaha yang Dilakukan Menghadapi Perubahan Iklim
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kelapa menjadi kopra dan usaha kerajinan serta usaha pariwisata
(Gambar 8.8).

Karena masyarakat di kawasan Wakatobi masih terbatas
melakukan upaya mengatasi perubahan iklim yang terjadi, beri-
kut ini disarankan upaya lain yang dapat dilakukan ke depan.

a. Budi daya rumput laut

Budi daya rumput laut di tempat ini diperlukan karena memiliki
peran ekonomi sangat penting dalam kehidupan masyarakat Waka-
tobi, terutama masyarakat di kawasan pesisir yang terlindung dari
ombak besar dan arus air laut. Namun, budi daya rumput laut saat
ini sering mengalami gangguan dari peningkatan suhu air laut dan
arus air laut yang tidak menentu. Akibatnya, kegiatan budi daya
rumput laut menjadi terganggu dan mengalami penurunan pro-
duksi. Untuk mengatasi masalah kerusakan budi daya rumput laut,
berikut ini disarankan upaya yang dapat dilakukan:

1) Pengembangan budi daya rumput laut dengan berbagai
kultivar untuk menemukan kultivar yang lebih tahan terhadap

perubahan variabel klimatik, terutama kenaikan suhu air laut.
2) Perbaikan teknik budi daya rumput laut.
3) Perbaikan sistem penanganan pascapanen.
4) Peningkatan kualitas SDM, terutama petani rumput laut.
5) Mengembangkan produksi olahan rumput laut atau diversi-
fikasi produk rumput laut.

6) Pembangunan sistem pemasaran produk rumput laut melalui

pembangunan infrastrukturnya.

b. Budidayaikandikeramba, rumpon,dan peralatan
alat tangkap ikan

Pengembangan budi daya ikan di keramba juga dapat menjadi
upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat di kawasan Waka-
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tobi. Pengembangan budi daya ikan di keramba ini berperan tidak
hanya untuk diversifikasi kegiatan usaha masyarakat, tetapi juga
sebagai alternatif usaha dalam rangka mencari alternatif penda-
patan nelayan pada saat musim tidak bisa melaut. Selain itu,
kegiatan ini sekaligus dapat merupakan salah satu strategi adap-
tasi terhadap perubahan musim yang tidak menentu di kawasan
ini. Namun, ke depan, kegiatan budi daya ikan di keramba perlu
dikembangkan lagi dengan memulainya dari pemijahan hingga
pemeliharaan dan tidak hanya berhenti pada pembesaran, seperti
yang dilakukan selama ini.

Selain budi daya ikan di keramba, masyarakat di Wakatobi
dapat membangun rumpon. Pengembangan rumpon ini memiliki
beberapa tujuan, antara lain meningkatkan hasil tangkapan ikan,
mengurangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, mengurangi
risiko dari dampak perubahan musim yang tidak menentu di ka-
wasan ini, serta memberikan kesempatan kerja baru bagi nelayan.
Namun, perlu dicatat, pembangunan rumpon tidak boleh secara
berlebihan agar tidak memberikan pengaruh negatif terhadap
penyebaran jenis ikan atau migrasi beberapa jenis ikan di kawasan
ini.

Kegiatan lain yang juga dapat dilakukan adalah pengaturan
kawasan tangkap dan peralatan tangkap. Kegiatan ini perlu dila-
kukan karena kawasan Wakatobi merupakan kawasan konservasi
laut, sehingga kegiatan penangkapan ikan tidak boleh menggang-
gu kawasan yang dilindungi. Untuk itu, kegiatan pengaturan tata
ruang dan penggunaan peralatan tangkap perlu mendapat perha-
tian semua pihak. Detail dari strategi yang dapat dikembangkan
lebih lanjut diberikan pada Tabel 8.2 berikut ini.
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Namun, untuk keberhasilan melakukan upaya-upaya yang di-
ungkapkan di atas, perlu dilakukan langkah awal sebagai berikut.
Pertama, perlu mengetahui kondisi dan potensi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya, aspek fisik, pengetahuan tentang aspek
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, pengetahuan tentang
persepsi masyarakat, serta pengetahuan tentang adaptasi dan
mitigasi. Kedua, perlu didukung oleh kajian pendukung lainnya,
seperti kajian tentang penguatan kelembagaan, dukungan kebi-
jakan, kecukupan modal usaha, dan keuntungan dari pengelolaan
sumber daya alam hayati

Berbagai aspek tersebut di atas perlu diramu menjadi sebuah
perencanaan kegiatan pengembangan strategi adaptasi dan diim-
plementasikan ke dalam kegiatan produksi yang ada untuk mem-
perkuat kemampuan masyarakat menghadapi perubahan variabel
klimatik yang terjadi. Untuk mencapai keberhasilan implementasi
konsep strategi adaptasi tersebut perlu didukung oleh kebijakan
pemerintah baik pusat maupun daerah melalui dukungan pemba-
ngunan infrastruktur dan permodalan usaha, penguatan kelem-
bagaan di tingkat masyarakat ataupun di tingkat pengelola sumber
daya alam, penguatan aspek legal, serta partisipasi semua pihak
di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi. Penerapan strategi adaptasi
secara terperinci dapat dilihat pada Gambar 8.9 berikut ini.

Dari Gambar 8.9 di atas, dapat diperhatikan bahwa penyusun-
an strategi adaptasi terhadap perubahan variabel klimatik tidak
hanya terbatas pada pengembangan teknologi yang langsung
dapat mengurangi atau mencegah pengaruh/dampak perubahan
variabel klimatik, tetapi konsep strategi tersebut perlu didukung
oleh aspek-aspek lain, seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat, kondisi ekosistem dan sumber daya alam setempat,
dukungan dan koordinasi pihak-pihak terkait di kawasan setem-
pat, dukungan iptek, dukungan kebijakan, aspek legal dan kelem-
bagaan yang kuat, serta modal usaha, sehingga upaya penanggu-
langan dampak perubahan iklim dapat dikurangi atau bahkan
dieliminasi. Dengan adanya perbaikan dan penambahan kegiatan
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ekonomi di atas, dampak perubahan iklim yang berpotensi memi-
skinkan masyarakat di lokasi ini dapat dikurangi. Lantas, apa di-
mensi dari strategi adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan
iklim di kedua kawasan dalam mengentaskan kemiskinan di
kedua kawasan tersebut?

Sumber: Modifikasi dari Konsep Biovillage (Purwanto dkk., 2012).

Gambar 8.9 Konsep dan implementasi strategi adaptasi dan mitigasi terhadap
variabel klimatik dalam rangka pengelolaan SDAH di Cagar Biosfer.

D.DIMENSI DALAM STRATEGI ADAPTASI DAN
MITIGASI MENGATASI KEMISKINAN

Seperti diungkapkan di atas, strategi adaptasi dan mitigasi yang
dilakukan masyarakat di kedua kawasan dalam menyikapi per-
ubahan iklim yang terjadi selama ini masih perlu diperbaiki,
bahkan perlu ditambahkan. Jika tidak, besar kemungkinan masya-
rakat di kedua kawasan menjadi miskin. Bagian ini ditujukan un-
tuk mendiskusikan dimensi dari tiap variabel Ecopos yang perlu
diperhatikan agar strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
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mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di kedua ka-
wasan. Adapun dimensi dan indikator dari variabel Ecopos yang
didalami dalam bagian telah diungkapkan di bagian pendahuluan.
Sumber rujukan untuk dimensi dan indikator dari tiap variabel ini
diambil dari Bank Dunia (2014), Hossain dan Selvanathan (2011),
Purwanto dkk. (2012), dan Murniningsih (2011).

berdasarkan pada temuan penelitian di lapangan melalui
wawancara dan focus group discussion (FGD) di kawasan Cagar
Biosfer Lore Lindu, terdapat 10 dimensi dari 4 variabel Ecopos
(empowerment, capability, opportunity, dan security) yang diper-
sepsikan penting untuk diperhatikan dalam strategi adaptasi
perubahan iklim untuk mengatasi kemiskinan (Tabel 8.3). Untuk
Variabel keberdayaan (empowerment), misalnya, dipersepsikan
paling tidak tiga dimensi yang dianggap penting, yaitu keberda-
yaan meningkatkan pengetahuan lokal tentang perubahan varia-
bel klimatik, keberdayaan mengembangkan kegiatan produksi,
dan keberdayaan menyediakan bahan pangan. Dari tiga dimensi
ini, terdapat tiga indikator turunannya, yaitu peningkatan penge-
tahuan tentang perubahan variabel klimatik (sudut pandang
masyarakat dan data klimatik), kelangsungan kegiatan produksi,
dan ketersediaan kebutuhan pangan.

Selanjutnya, untuk variabel kemampuan (capability), diper-
sepsikan responden terdiri atas tiga dimensi, yaitu kemampuan
membaca perubahan variabel klimatik berkaitan dengan sistem
produksi lokal, kemampuan beradaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan klimatik, serta kemampuan menyediakan kebutuhan
rumah tangga (pangan, sandang, dan papan). Dari tiga dimensi
ini, terdapat enam indikator yang dipersepsikan responden pen-
ting. Adapun untuk variabel peluang (opportunity) dan keamanan
(security) terdiri atas lima dimensi dan dua dimensi. Detail dari di-
mensi dan indikator dari tiap variabel Ecopos beserta penerapan-
nya ditunjukkan pada Tabel. 8.3.
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Sama halnya dengan kawasan di Cagar Biosfer Lore Lindu, di
Cagar Biosfer Wakatobi terdapat beberapa dimensi dan indikator
dari tiap variabel Ecopos yang perlu diperhatikan dalam strategi
adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi kemiskinan (Tabel 8.4).
Pada Tabel 8.4, dapat diperhatikan untuk variabel empowerment
(pemberdayaan), terdapat tiga dimensi, yakni pemberdayaan
meningkatkan pengetahuan lokal tentang perubahan variabel
klimatik, pemberdayaan mengembangkan kegiatan produksi, dan
pemberdayaan menyediakan bahan pangan. Adapun indikator
dari tiga dimensi tersebut meliputi peningkatan pengetahuan ten-
tang perubahan variabel klimatik (sudut pandang masyarakat dan
data klimatik), kelangsungan kegiatan produksi, dan ketersediaan
kebutuhan pangan. Untuk dimensi-dimensi dan indikator dalam
variabel kemampuan (capability), kesempatan (opportunity), dan
keamanan (security) serta implementasinya secara detail dapat
dilihat pada Tabel 8.4.
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Dari uraian persepsi yang dikemukakan oleh responden pe-
nelitian di kedua kawasan biosfer di atas, dapat dikonfirmasikan
bahwa terdapat kesamaan persepsi responden terkait dimensi dan
indikator dari setiap variabel Ecopos yang perlu diperhatikan da-
lam mengurangi kemiskinan melalui strategi adaptasi perubahan
iklim. Hal ini menunjukkan bahwa strategi adaptasi perubahan
iklim penting untuk memperhatikan variabel Ecopos beserta di-
mensi dan indikatornya agar kehidupan masyarakat di kedua ka-
wasan tidak bertambah miskin.

Namun, dalam mengoptimalkan capaian terhadap variabel,
dimensi dan indikator Ecopos dalam mengurangi kemiskinan
melalui strategi adaptasi dan mitigasi dimaksud, disarankan oleh

Kemampuan Adaptasi
terhadap perubahan

ekosistem

Kemampuan
Adaptasi
terhadap

Kemampuan
Adaptasi
terhadap
perubahan sosial
ekonomi

perubahan sistem
Kehidupan

Aspek Pendukung

Sumber: Bappenas (2014)

Gambar 8.10 Kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, kondisi, eko-
sistem, sistem kehidupan dan kondisi sosial budaya, dan ekonomi.
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responden pentingnya kemampuan adaptasi yang lebih menye-
luruh bagi masyarakat. Kemampuan adaptasi yang dimaksud
meliputi kemampuan adaptasi terhadap pengelolaan sumber daya
alam dan hayati (SDAH) dan ekosistem, kemampuan adaptasi ter-
hadap perubahan sistem kehidupan, serta kemampuan adaptasi
terhadap perubahan sosial ekonomi. Selanjutnya, untuk menca-
pai kemampuan memperkuat strategi adaptasi masyarakat terse-
but, perlu beberapa dukungan, antara lain dukungan kemampuan
“capacity building’, dukungan kebijakan, perencanaan dan pen-
danaan, dukungan iptek serta monitoring dan evaluasi, dan aspek
lainnya (Gambar 8.10).

E. KESIMPULAN

Pengaruh perubahan iklim tampak nyata telah menyebabkan
punahnya berbagai jenis hayati dan kerusakan ekosistem. Keru-
sakan ekosistem yang disebabkan oleh perubahan iklim telah
menyebabkan kemiskinan. Solusi yang dilakukan oleh masyarakat
lokal di kawasan zona penyangga dan transisi Cagar Biosfer Lore
Lindu dan Cagar Wakatobi adalah mengembangkan strategi adap-
tasi dan mitigasi yang berkaitan dengan sistem produksi usaha
yang disesuaikan dengan potensi ekonomi dan lingkungan yang
ada. Di Cagar Biosfer Lore Lindu, misalnya, melalui perubahan
pola tanam, sistem tanam, mengganti jenis tanaman budi daya,
atau dengan teknik budi daya tanaman. Sementara masyarakat di
Cagar Biosfer Wakatobi mengembangkan budi daya rumput laut,
budi daya ikan dengan keramba dan penangkapan ikan dengan
rumpon, serta pembaruan sistem tangkap.

Sayangnya, upaya yang telah dilakukan di atas belum mam-
pu mengurangi kemiskinan yang terjadi. Hal ini terjadi antara
lain karena tidak adanya dukungan peningkatan kemampuan
masyarakat dalam berusaha, dukungan kebijakan, perencanaan
dan pendanaan, serta dukungan iptek. Bentuk pemberdayaan
(empowerment) lain yang berupa pemberdayaan meningkatkan
pengetahuan lokal tentang perubahan variabel klimatik, pember-
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dayaan mengembangkan kegiatan produksi, dan pemberdayaan
menyediakan bahan pangan. Untuk variabel kemampuan (ca-
pability) perhatian terhadap kemampuan membaca perubahan
variabel klimatik kaitannya dengan sistem produksi lokal dan
menyediakan kebutuhan rumah tangga diperlukan. Sementara
variabel kesempatan (opportunity) diperlukan antara lain akses
terhadap iptek, akses terhadap faktor produksi usaha, dan akses
pelatihan. Untuk variabel keamanan (security), perhatian perlu
diberikan terhadap ketahanan terhadap bencana yang diakibat-
kan perubahan iklim dan keamanan akan ketersediaan pangan.

Akhirnya, dalam upaya menanggulangi kemiskinan, strategi
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu memperhatikan vari-
abel, dimensi, dan indikator Ecopos, Hal ini karena semua dimensi
dan indikator diungkapkan oleh responden penelitian ini. Apala-
gi, dimensi dan indikator yang diungkapkan responden untuk tiap
variabel Ecopos di kedua kawasan cagar biosfer memiliki banyak
kesamaan sehingga diyakini penting untuk diperhatikan. Selain
itu, fakta yang diperoleh dari penelitian ini strategi adaptasi dan
mitigasi yang diterapkan oleh responden masih relatif sederhana
dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk variabel empowerment (pemberdayaan) terdapat tiga
dimensi yang perlu diperhatikan, yakni pemberdayaan mening-
katkan pengetahuan lokal tentang perubahan variabel klimatik,
pemberdayaan mengembangkan kegiatan produksi, dan pember-
dayaan menyediakan bahan pangan. Adapun indikator dari tiga
dimensi tersebut meliputi meningkatnya pengetahuan tentang
perubahan variabel klimatik (sudut pandang masyarakat dan
data klimatik), kelangsungan kegiatan produksi dan ketersediaan
kebutuhan pangan. Demikian pula untuk dimensi-dimensi dan
indikator dalam variabel kemampuan (capability), kesempatan
(opportunity), dan keamanan (security) serta implementasinya
juga diungkapkan oleh responden. Singkatnya, strategi mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim di kawasan biosfer perlu mengako-



modasi variabel Ecopos agar upaya penanggulangan kemiskinan
di kawasan biosfer tersebut berhasil secara optimal. Banyak
pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar
kehidupan masyarakat di kedua kawasan tidak terperangkap da-
lam kemiskinan.
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BAB IX

GK DAN KEMISKINAN
ECOPOS: CATATAN AKHIR

Carunia Mulya Firdausy

A.KELEMAHAN GARIS KEMISKINAN BPS

Garis kemiskinan (GK) absolut BPS, yang menggunakan ukuran
satu dimensi (unidimensional) berdasarkan pengeluaran pendu-
duk per kapita per bulan, perlu dilengkapi dengan pengukuran
kemiskinan absolut berbasis multidimensi atau dalam buku ini
disebut Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan se-
curity). Alasannya, perhitungan jumlah penduduk miskin dengan
hanya menggunakan GK absolut BPS yang bersifat unidimesional
tidak mampu menggambarkan kualitas kehidupan penduduk
miskin. GK resmi BPS hanya berdasarkan pada kebutuhan kalori
sehingga menyebabkan GK yang digunakan menjadi rendah kare-
na kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan tinggi kalori
yang cenderung berharga rendah. Juga karena kebutuhan nutrisi
dapat mencakup zat nutrisi lain, seperti protein yang belum diper-
hitungkan dalam GK tersebut.

Selain itu, keabsahan pemilihan 52 jenis komoditas bukan ma-
kanan masih dapat dipertanyakan karena penentuan ini bisa bersifat
“arbitrary” dan penentuan ini menentukan rendah atau tingginya
GK. Demikian pula, dengan diturunkannya secara terpisah GK per-
desaan dan GK perkotaan, bisa saja terjadinya kedua GK tersebut
tidak terbanding secara sempurna dalam hal perbedaan tingkat ke-
hidupan (standard of living) antara perdesaan dan perkotaan.
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Dengan catatan kelemahan ini, jumlah penduduk yang ter-
data sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang berada di
bawah GK pendapatan/pengeluaran tersebut saja. Sementara
penduduk yang miskin di luar ukuran pendapatan/pengeluaran
sebagai akibat, antara lain, ketidakmampuan menjalankan fungsi-
nya dalam masyarakat, baik karena rendahnya pendidikan, keti-
dakmampuan berobat ke dokter atau institusi kesehatan, tidak
layaknya pekerjaan yang dilakukan, rendahnya kepercayaan diri,
tidak adanya perasaan aman, lingkungan yang rentan bencana,
minimnya aset dan akses pemilikan tanah, rendahnya akses kredit
usaha, rendahnya kemampuan berinovasi, maupun rendahnya
kebebasan politik (misalnya berbicara) dan lain-lain, tidak ter-
ungkap dalam data penduduk miskin berbasis GK resmi BPS ber-
dasarkan pada pendapatan/pengeluaran tersebut (Asra, 2011).

Bab ini berisi catatan akhir dari seluruh pembahasan dari
bab-bab sebelumnya untuk mempertajam kembali konsep GK
dan kemiskinan Ecopos. Catatan akhir dalam bab ini diawali
dengan apa yang dimaksud GK Ecopos dengan segala dimensi
dan indikator yang diungkapkan dalam literatur. Kemudian dilan-
jutkan dengan penjelasan temuan hasil penelitian lapangan yang
terkait dengan dimensi dan indikator dari GK Ecopos dan pema-
haman kemiskinan Ecopos oleh pekerja di sektor informal, nasa-
bah KUR, petani berlahan marginal, petani penerima SIDa, dan
penduduk di kawasan rentan perubahan iklim di bagian ketiga.
Adapun bagian keempat mengungkapkan strategi dan kebijakan
penanggulangan kemiskinan Ecopos. Bagian kelima merupakan
kesimpulan bab ini.

B. DIMENSI GK ECOPOS VERSI LITERATUR

Seperti dijelaskan terdahulu bahwa pengukuran kemiskinan
absolut dengan segala konsep dan definisinya mengalami perkem-
bangan yang relatif pesat belakangan ini. Dari perkembangan ter-
sebut, pengukuran kemiskinan absolut secara objektif, baik secara
statik maupun dinamik, lebih dominan belakangan ini. Hal ini
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terjadi karena pengukuran kemiskinan absolut statik dan dinamik
dapat dilakukan dengan satu dimensi (unidimensional) dan lebih
dari satu dimensi (multidimensional). Pengukuran satu dimensi
umumnya mencakup pengeluaran atau pendapatan, sedangkan
pengukuran multidimensi mencakup berbagai kebutuhan ke-
hidupan yang lebih luas.

Namun, antara pengukuran statik dan dinamik tersebut,
pengukuran kemiskinan absolut statik-dinamik dengan lebih dari
satu dimensi makin banyak disarankan dalam literatur untuk di-
gunakan dalam menghitung jumlah penduduk miskin. Pengukur-
an multidimensi ini biasanya mencakup aspek kesejahteraan yang
lebih luas, tidak hanya kesejahteraan ekonomi, yang biasanya di-
wakili dengan “uang” (pengeluaran atau pendapatan) (momnetary
poverty indicator), tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial
kemasyarakatan (biasa disebut sebagai non-income/monetary
poverty indicator). Alkire dalam Asra (2014) menyatakan bahwa
secara ringkas, keuntungan utama dari pendekatan multidimensi,

atau dalam hal ini disebut Ecopos, dalam mengukur kemiskinan
adalah:

“.. dimungkinkannya diperoleh gambaran sebaran
kemiskinan berdasarkan kombinasi dari dimensi
yang ada, misal dimensi kesehatan dan pendidikan
sehingga bisa terlihat kelompok yang perlu dibantu
berdasarkan dua dimensi secara bersamaan, yang
bisa berbeda dengan bila digunakan hanya secara
satu dimensi, misalnya hanya kesehatan saja, atau
hanya pendidikan saja” (Asra, 2014, 95).

Dalam catatan World Development Report tahun 2000
(Bank Dunia, 2001), diungkapkan bahwa setiap variabel Ecopos
memiliki banyak dimensi dan indikator. Untuk variabel pember-
dayaan/keberdayaan atau empowerment, misalnya, terdapat
enam dimensi. Dimensi tersebut ialah hak berpolitik, pelayanan
publik, kesetaraan gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik,
dan hubungan sosial. Setiap dimensi memiliki beragam indikator
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yang ditujukan untuk mempertajam pengukuran setiap dimensi.
Dimensi hak berpolitik, misalnya, memiliki dua indikator untuk
mengukurnya, yaitu hak memiliki suara dan hambatan untuk
menyuarakan pendapat.

Untuk variabel kemampuan (capability), Sen (1999) me-
nekankan pentingnya tiga dimensi, yaitu kecukupan, harga diri,
dan kebebasan. Adapun untuk indikator dari dimensi kecukupan
Sen (1999) menetapkan jumlah indikator yang lebih banyak
dibandingkan indikator-indikator dari dimensi harga diri dan ke-
bebasan. Hal ini tidak mengherankan karena dimensi kecukupan
tidak hanya menyangkut kecukupan pangan, tetapi juga me-
nyangkut kecukupan nonpangan yang dibutuhkan penduduk.
Kecukupan nonpangan yang dimaksudkan, antara lain, adalah
kecukupan pakaian, perumahan dan kesehatan, serta pendidikan.

Untuk variabel kesempatan (opportunity), World Develop-
ment Report tahun 2000 mencatat tujuh dimensi, yaitu dimensi
akses kredit; kesempatan kerja; akses jaringan komunikasi; akses
pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik/energi; serta akses pasar,
pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Selanjutnya, untuk
variabel keamanan (security) terdapat hanya empat dimensi, yaitu
dimensi kerentanan terhadap krisis, kerentanan terhadap ben-
cana, konflik sosial, dan penyakit.

C. DIMENSI GK ECOPOS: TEMUAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa keempat variabel Eco-
pos yang secara empiris direkomendasikan dalam literatur untuk
digunakan dalam penetapan GK ternyata tidak dapat dibuat pe-
meringkatan atau hierarki secara tegas dalam penetapan GK Eco-
pos. Ini mengindikasikan bahwa keempat variabel secara umum
memiliki tingkat kepentingan yang sama (indifference) untuk dia-
komodasikan dalam GK Ecopos. Temuan ini juga mengonfirmasi
pernyataan Bank Dunia dalam World Development Report 2000.
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Temuan penting lain adalah dari keempat variabel Ecopos
tersebut, variabel security relatif tidak dianggap sebagai variabel
yang mutlak (@ must) harus dimasukkan ke penetapan GK Eco-
pos, tetapi sebagai kondisi yang diperlukan (necessary condition)
atau dapat disebut juga sebagai complementary factors dalam pen-
gentasan penduduk dari kemiskinan. Hal ini tidak mengherankan
karena dimensi dan indikator dari variabel keamanan tersebut
tidak hanya merupakan kebutuhan penduduk miskin, tetapi juga
penduduk nonmiskin. Dengan kata lain, dimensi dan indikator
dari variabel keamanan ini merupakan dimensi dan indikator
yang bersifat community atau common right atau juga public right
dan bukan terkait dengan kebutuhan dan hak orang per orang (in-
dividual right) sehingga tidak mutlak harus diakomodasi dalam
penetapan GK Ecopos.

Untuk variabel pemberdayaan, ditemukan sembilan dimensi
yang dipersepsikan perlu dimasukkan ke penetapan GK Ecopos.
Dimensi dari variabel pemberdayaan yang dimaksud meliputi
dimensi keberdayaan berpolitik dan berpendapat, keberdayaan
memanfaatkan pelayanan publik, keberdayaan kesetaraan gender,
keberdayaan kesetaraan hukum, keberdayaan fisik, keberdayaan
kehidupan sosial, keberdayaan memperoleh lapangan kerja, ke-
berdayaan melakukan, serta memperoleh kegiatan usaha dan
keberdayaan memenuhi kebutuhan pangan. Namun, dari sembi-
lan dimensi variabel keberdayaan tersebut, ternyata hanya empat
dimensi yang diposisikan wajib dimasukkan ke penetapan GK
Ecopos. Keempat dimensi keberdayaan dimaksud adalah dimensi
keberdayaan memenuhi kebutuhan pangan, keberdayaan melaku-
kan dan memperoleh kegiatan usaha, keberdayaan memperoleh
lapangan kerja, serta keberdayaan memanfaatkan fasilitas publik.
Sementara 5 dimensi sisanya tidak diposisikan wajib dimasukkan
ke penetapan GK Ecopos. Alasannya, kelima dimensi ini relatif
diperlukan tidak hanya oleh penduduk miskin, tetapi juga mereka
yang tidak miskin.
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Untuk variabel, dimensi dan indikator kemampuan (capa-
bility), variabel kemampuan perlu dimasukkan ke GK Ecopos.
Namun, dalam hal dimensi dan indikatornya, dimensi yang
dipersepsikan penting untuk GK Ecopos ialah dimensi kecuk-
upan. Sementara dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu
dimasukkan dalam GK Ecopos. Penyebabnya juga adalah dimensi
harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang bukan meru-
pakan individual right, tetapi lebih merupakan community right
atau common right seperti halnya dimensi dan indikator dari
variabel keamanan yang diuraikan di atas. Dengan kata lain, harga
diri dan kebebasan merupakan dimensi yang tidak spesifik hanya
dibutuhkan bagi penduduk miskin.

Selanjutnya, untuk dimensi kecukupan, paling tidak terdapat
11 indikator yang perlu dimasukkan ke penetapan GK Ecopos.
Ke-11 indikator tersebut terkait dengan kemampuan memenuhi
kecukupan pangan, air bersih, pakaian layak, tempat tinggal,
makanan bergizi, kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan/nafkah
untuk rumah tangga, pemilikan aset, kecukupan pendapatan/
pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan.
Namun, jika ke-11 indikator dari dimensi kecukupan dalam varia-
bel kemampuan di atas harus di-ranking berdasarkan pada tingkat
kepentingan, hasil penelitian ini tidak konklusif. Artinya, Tidak ada
indikator yang harus lebih didahulukan (indifference). Ini menun-
jukkan bahwa tingkat kepentingan ke-11 indikator dalam dimensi
kecukupan dinilai memiliki kedudukan yang mutlak sama.

Untuk variabel kesempatan (opportunity), penelitian ini me-
negaskan tujuh dimensi dan 25 indikator yang perlu diperhatikan
dalam menetapkan GK Ecopos. Tujuh dimensi tersebut adalah
akses memperoleh kredit; akses kesempatan kerja; akses jaringan
telekomunikasi; akses pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik
dan energi; serta akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air
bersih. Namun, dalam hal ranking kepentingan, dari 25 indikator
untuk semua dimensi variabel kesempatan, ternyata indikator
pelayanan hidup bersih dan indikator kesempatan mendapatkan
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informasi dan komunikasi diposisikan diberi ranking kepentingan
yang rendah. Alasannya, kedua indikator ini lebih terkait dengan
latar belakang sosial budaya (dalam hal ini menyangkut pelayanan
hidup bersih) serta kenyataan telah meluasnya perkembangan te-
knologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini.

Selain temuan di atas, ditemukan bahwa kemiskinan meru-
pakan fenomena yang dekat dengan individu yang tidak memi-
liki pekerjaan layak, tidak memiliki akses terhadap kredit usaha
rakyat, tidak memiliki hak atas tanah dan akses sumber daya
agraria, ataupun tidak memiliki kemampuan inovasi, dan indi-
vidu yang hidup di lingkungan yang rentan dengan perubahan
iklim. Bagi penduduk yang bekerja di sektor informal, misalnya,
pengurangan kemiskinan Ecopos dapat di atasi dengan upaya
mempertahankan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas,
menjamin pengembangan pekerjaan yang produktif, peningkatan
potensi ekonomi informal, peningkatan perlindungan, ketenan-
gan dalam berusaha, hingga penguatan organisasi pekerja/kelom-
pok tani agar makin berdaya.

Sementara itu, bagi nasabah KUR, penanggulangan kemi-
skinan Ecopos dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan
yang bukan hanya kemudahan akses permodalan, tetapi juga
pemberdayaan dalam metode produksi, penumbuhan inovasi,
adopsi teknologi, pemasaran dan manajemen usaha, serta pihak
yang bertanggung jawab dalam memberdayakan nasabah KUR.
Upaya pemberdayaan yang mencakup semua komponen di atas
merupakan ungkapan yang dinyatakan oleh penerima KUR dalam
penelitian ini.

Hal yang sama diungkapkan oleh petani bahwa pemilikan
terhadap tanah dan akses tanah menjadi kunci dalam penanggu-
langan kemiskinan penduduk miskin di perdesaan. Hal ini terjadi
karena aset dan akses atas tanah mampu memberdayakan pen-
duduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Namun, pember-
dayaan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh ak-
ses atas tanah harus pula dilengkapi dengan variabel kemampuan

GK dan Kemiskinan... 241



penduduk miskin untuk mengelolanya dan keamanan dalam pe-
ngelolaan aset atas tanah tersebut.

Namun, sebagai sebuah kebijakan yang utuh, perhatian terha-
dap keempat variabel Ecopos dalam pengentasan penduduk dari
kemiskinan perlu dilengkapi dengan pemahaman terhadap relasi
dalam penguasaan lahan atau sumber daya agraria, relasi dalam
tata produksi sumber agraria dan relasi dalam pemanfaatan tanah.
Jika pemahaman terhadap relasi-relasi yang berkaitan dengan
keempat variabel Ecopos tidak diperhatikan, upaya penanggu-
langan kemiskinan dalam konteks agraria ini tidak dapat berjalan
optimal.

Temuan yang hampir sama diungkapkan oleh petani pener-
ima SIDa dan penduduk di kawasan perubahan iklim. Petani
penerima SIDa menyatakan bahwa variabel Ecopos dengan segala
dimensi dan indikator perlu diperhatikan dalam pengembangan
dan pelaksanaan SIDa. Dengan adanya perhatian terhadap semua
variabel Ecopos tersebut, kebijakan pengembangan SIDa dapat di-
jadikan alat/sarana untuk membantu percepatan penanggulangan
kemiskinan dengan mendekatkan petani miskin terhadap inovasi
yang membantu meningkatkan produksi serta membuka akses
terhadap berbagai informasi inovasi ataupun inovasi yang dapat
meningkatkan produksi dan produktivitas petani sekaligus pasar
bagi hasil produksinya. Peran SIDa dalam membantu percepatan
penanggulangan kemiskinan akan efektif bila didukung oleh sara-
na dan prasarana yang sesuai, kelembagaan, dan dukungan peme-
rintah lokal. Sementara bagi penduduk yang tinggal di kawasan
rentan perubahan iklim, pengentasan masyarakat dari kemiskin-
an Ecopos perlu memperhatikan, antara lain, pemberdayaan
meningkatkan pengetahuan lokal tentang perubahan variabel
klimatik, pemberdayaan mengembangkan kegiatan produksi, dan
pemberdayaan menyediakan bahan pangan.

242 Garis Kemiskinan dan ...



D.STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ECOPOS

Penggunaan GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos dapat
lebih diandalkan sebagai strategi dan kebijakan mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan. Jika tidak, masalah kemiskinan akan
terus menjadi masalah yang tidak pernah akan habis-habisnya
merongrong semua aspek pembangunan nasional. Dari beberapa
strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan, paling tidak dua
strategi dan kebijakan berikut ini perlu diperhatikan.

Pertama, dengan merumuskan kebijakan dan program yang
diarahkan langsung pada perbaikan dimensi dan indikator dari
semua variabel Ecopos yang ditemukan dalam studi ini. Kedua,
membentuk badan atau bahkan kementerian tersendiri yang tu-
gas utamanya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Dalam menjalankan strategi yang pertama perhatian tidak
hanya pada perumusan kebijakan dan program menyangkut
seluruh variabel, dimensi, dan indikator Ecopos, tetapi juga ha-
rus memperhatikan aspek yang terkait di dalamnya. Aspek
tersebut meliputi aspek affordability, accessibility, availability,
dan awareness, serta location specific dari individu yang menjadi
target penanggulangan kemiskinan. Artinya, strategi, kebijakan,
dan program penanggulangan kemiskinan Ecopos yang disusun
tidak boleh hanya sebatas pada pembentukan kebijakan dan pro-
gram, tetapi juga harus menekankan aspek-aspek 4A plus L (af-
fordability, accessibility, availability, dan awareness, serta location
specific).

Selain itu, penetapan kebijakan dan program kemiskinan
Ecopos harus menjadi satu kesatuan (integration). Artinya, kebi-
jakan dan program kemiskinan Ecopos tidak boleh bersifat par-
sial ataupun hierarkis. Hal ini terjadi karena tiap variabel dalam
Ecopos tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga mem-
punyai keterkaitan satu sama lain. Kebijakan dan program yang
hanya memperhatikan variabel kesempatan (opportunity), misal-
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nya, tidak akan berhasil jika tidak ada kebijakan dan program
keberdayaan (empowerment) dan/atau kebijakan dan program
keamanan (security) penduduk miskin.

Selain aspek satu kesatuan (integration), aspek sustainabilitas
mutlak perlu diperhatikan karena upaya penanggulangan kemis-
kinan merupakan suatu proses panjang yang berkesinambungan.
Dengan demikian, “gonta-ganti” kepemimpinan negara dan pe-
merintahan tidak layak untuk selalu harus diikuti dengan “gonta-
ganti” kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Peru-
bahan kebijakan dan program hanya dapat dilakukan hanya jika
perubahan tersebut memang sangat diperlukan.

Dalam konteks pembentukan badan atau kementerian
tersendiri dalam penanganan kemiskinan, terdapat dua argu-
mentasi pentingnya strategi ini. Pertama, luas dan kompleksnya
persoalan kemiskinan (vicious circle). Kedua, pengalaman yang
selama ini menunjukkan betapa sulitnya koordinasi dari berbagai
kementerian dan institusi yang menangani upaya pengentasan
masyarakat dari kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan
sangat menyesatkan jika ditangani oleh berbagai institusi. Apalagi
kehadiran institusi tersebut kental dengan interest masing-masing.

E. KESIMPULAN

GK resmi BPS dalam menghitung penduduk miskin perlu diper-
luas mencakup variabel Ecopos karena GK Ecopos merupakan
GK yang bersifat lebih mampu memotret kebutuhan individu
masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Artinya, dengan meng-
gunakan GK Ecopos, program dan kebijakan anti-kemiskinan
yang disusun tidak dibatasi pada upaya memerangi ketidakmam-
puan individu dalam memenuhi hanya satu kebutuhan dasar
semata, tetapi juga mampu memenuhi berbagai kebutuhan lain.
Bagi nasabah KUR, misalnya, penanganan kemiskinan Ecopos
dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan yang tidak hanya
sekadar kemudahan akses permodalan, tetapi juga pemberdayaan
dalam metode produksi, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi,
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pemasaran dan manajemen usaha, serta pihak yang bertanggung
jawab dalam memberdayakan nasabah KUR. Sementara untuk
petani penerima SIDa, diperlukan sarana dan prasarana yang
sesuai, kelembagaan dan dukungan pemerintah lokal. Demikian
pula penduduk yang tinggal di kawasan rentan perubahan iklim
diperlukan antara lain pemberdayaan meningkatkan pengeta-
huan lokal tentang perubahan variabel klimatik, pemberdayaan
mengembangkan kegiatan produksi, dan pemberdayaan menye-
diakan bahan pangan.

Namun, untuk lebih merealisasi GK Ecopos, perlu segera
dilakukan, antara lain, upaya menentukan indikator yang lebih
terukur (measurable). Indikator itu, misalnya, indikator kemuda-
han akses permodalan, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi,
pemasaran, dan manajemen usaha bagi nasabah KUR. Sementara
untuk petani penerima SIDa, indikator kuantitatif yang diperlu-
kan ialah sarana dan prasarana yang sesuai, kelembagaan, dan
dukungan pemerintah lokal. Demikian pula penduduk yang ting-
gal di kawasan rentan perubahan iklim, diperlukan antara lain in-
dikator kuantitatif peningkatan pengetahuan lokal tentang peru-
bahan variabel klimatik, kemampuan mengembangkan kegiatan
produksi, dan ketersediaan bahan pangan.

Kuantifikasi dari semua indikator dari setiap dimensi dalam
masing-masing variabel Ecopos mutlak diperlukan agar GK dan
pemahaman kemiskinan Ecopos dapat lebih mudah diterjemah-
kan ke dalam bentuk strategi, kebijakan, dan program penanggu-
langan kemiskinan yang lebih baik di satu pihak dan upaya untuk
meningkatkan kualitas kehidupan penduduk miskin di lain pihak.
Itulah pekerjaan rumah sekaligus tantangan yang tidak boleh di-
hindari siapa pun dalam membawa Indonesia maju dan sejahtera.
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miskin di Indonesia selama 20 tahun terakhir.
Tentu saja hal ini merupakan suatu indikasi yang positif
bagi kondisi perekonomian Indonesia. Namun, harus
dicatat bahwa angka tersebut didapat berdasarkan
kriteria garis kemiskinan yang bersifat unidimensional,
yakni hanya memperhitungkan variabel pendapatan
dan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan
dan nonmakanan. Padahal, studi lain telah
menyatakan bahwa untuk menyelesaikan akar
permasalahan kemiskinan, kemiskinan perlu
dipandang secara multidimensional.

Bunga rampai ini hadir untuk mengisi kekosongan
informasi dan kajian terkait kemiskinan
multidimensional di Indonesia. Secara khusus, empat
dimensi kemiskinan yang layak untuk dikaji di
Indonesia menjadi fokus utama pada buku ini, di
antaranya dimensi empowerment, capability,
opportunity, dan security (Ecopos). Bunga rampai ini
akan menerapkan keempat dimensi tersebut dalam
menganalisis berbagai permasalahan kemiskinan
yang ada di Indonesia.
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